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ABSTRAK

Nama : Shima Kencono Puteri
NPM : 0806461846
Judul . Tinjauan Yuridis Transaks Pasar Uang Antarbank Berdasarkan

Prinsip Syariah (PUAS) menggunakan Akad Murabahah melalui
Peranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah Antarbank (SIKA)

Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui
pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip
syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa
DSN. No0.82/DSN-MUI/VI11/2011 mengenal perdagangan komoditi berdasarkan
prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012
mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan
fatwa DSN. N0.82/DSN-MUI/V111/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan
beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun
2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad murabahah. Dilihat dari
latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui
penggunaan akad murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM
tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi figih serta rukun dan syarat
akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA) yang
berdasarkan murabahah dengan Sertifikat Investass Mudharabah Antarbank (SIMA)
yang berdasarkan mudharabah serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang
terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SIKA).
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada
dasarnya menggunakan konsep tawarrug. Akad murabahah yang digunakan dalam
SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi figih bukan mengacu
pada fatwa DSN No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dikaitkan dengan
rukun dan syarat akad maka akad murabahah pada surat edaran telah memenuhi
ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SIKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM
tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VI111/2011 diharapkan penggunaan
SIKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

Kata kunci: komoditi syariah, akad murabahah, Instrumen PUAS, sertifikat IMA,
SiKA.
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ABSTRACT

Name . Shima Kencono Puteri
NPM ;0806461846
Title - Judicial Review the Interbank Money Market Transactions based on

Sharia Principle (PUAS) using Murabahah Agreement with Device
Certificate of Commodity Trading Based on Interbank Sharia
Principles (SKA)

Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank
money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles.
Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSN-
MUI/V111/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular
Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade
certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. N0.82/DSN-
MUI/VI11/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the
Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity
sharia use the contract murabahah. Judging from the background is the purpose of
this paper is first, to determine the use of murabahah contract in the Circular Letter of
Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms
of figh as well as the pillars and reguirements of the contract. Second, to know the
differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia
Principles (Sika) is based on murabahah with Mudharabah Interbank Investment
Certificates (SIMA) is based on mudharabah and to know that there are advantages
and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles
(Sika). The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can
be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of
Tawarrug. The murabahah contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers
to the terminology of figh is not referring to the fatwa DSN No0.04/DSN-
MUI/1V/2000 about murabahah. Associated with the pillars and requirements of the
contract then murabahah contract on circular letter in compliance with the provisions
of sharia. The existence of 2 (two) SIKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM
year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS
expected to use SIKA still meet the applicable provisions of sharia.

Keywords: sharia commodity, murabahah agreement, instrument PUAS, IMA
certificates, SIKA.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama,
yaitu menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Di dalam sgarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan
yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi
umat Islam sgak zaman Rasullullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima
titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan
bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak keperluan
bisnis zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungs utama perbankan
modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan
sgjak zaman Rasullullah.*

Jika berbicara mengenai perbankan syariah maka eksperimen pendirian
bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di
Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank
ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani
dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan pun terus meningkat. Namun sayang,
karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mula mengalami
kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt
dan bank sentra Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip
nirbunga Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi
berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan
pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini

! Adiwarman Karim., BANK ISLAM: Analisis Figih dan Keuangan, Edisi Dua (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004), him.18.
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adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah
dipraktikkan oleh Mit Ghamr.?

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk
mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara
seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di
negara-negara itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan di
negara-negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam
lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan
dengan bank konvensional .*

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat
dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. The Islamic
Bank Internasional of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang
beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.® Dan kini, bank-bank
besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase, Manhattan
Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Window agar dapat
memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.”

Di Indonesia, sebagai hegara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula
kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip
syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-
undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru
dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang
No.7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, istilah
yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998
disebut dengan tegas-tegasiistilah “prinsip syariah”.°

2 Ibid., him. 22.

*Ibid., him. 23.

4 Mr. Erik Trolle-Schultz, How the First Islamic Bank was Established in Europe, dalam
Idamic Banking and Finance, Butterworths Editional Staff, London, 1986. him. 43-52,
sebagai mana telah dikutip oleh Adiwarman Karim, BANK ISLAM: Analisis.., him.23

® 1bid.

® Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), him.19-20.
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Indonesia sendiri, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992
adalah Bank Muamaat. Waaupun perkembangannya agak terlambat bila
dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di
Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit
bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi
tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensiona yang
membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi enam unit. Sedangkan
jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan
masih akan bertambah.’

Setelah berbicara mengena segjarah perbankan syariah atau bank Islam,
selanjutnya membahas mengenal akad yang terdapat pada produk-produk dan
jasa-jasa perbankan syariah. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau
perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagal komitmen yang
terbingka dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah figih, secara umum akad
berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang
muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul
dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.? Akad atau transaksi
yang digunakan bank syariah dalam operasinya merupakan kegiatan turunan dari
kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-
menolong (tabarru’).’

Tijarah mempunya turunan, yaitu perniagaan (al-bai’) yang berbentuk
kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Selain
turunan tersebut, tijarah dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang
mengandung kepastian (natural certainty contracts/NCC), yaitu kontrak dengan
prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaks yang mengandung
ketidakpastian (natural uncertainty contractsNUC), yaitu kontrak dengan prinsip
bagi hasil. Transakss NCC berlandaskan pada teori percampuran.’® Semua

" Adiwarman Karim, BANK ISLAM: Analisis Figih dan Keuangan.., him. 24.

8 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), him.
.35.

° 1bid., him. 37.

19 Adiwarman Karim., BANK ISLAM: Analisis Figih dan Keuangan.., him. 63
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transaks untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan,
sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan,
jasa pelayanan, dan kegiatan sosial.™

Dalam kehidupan modern sekarang ini berbagai jenis transaksi keuangan
Islam telah berkembang dan terspesialisasi dengan konsep yang kompleks sekali.
Industri keuangan yang paling berkembang adalah industri perbankan Islam
kemudian disusul oleh pasar modal Islam dan bursa efek Islam. Dalam bursa
komoditi berjangkapun ternyata tidak ingin tertinggal, hal ini terbukti dengan
adanya commodity trading atau perdagangan komoditi. Produk future trading ini
digunakan untuk lebih memperluas instrumen pasar uang antarbank syariah yang
lazim diterapkan pada Bank Syariah diluar negeri, salah satunya adalah
commodity murabahah product (CMP), yang selanjutnya disebut dengan komoditi
mur abahah.

Malaysia dan Timur Tengah telah memaka produk ini dalam pasar
keuangan Islamnya. Namun, Indonesia baru mengenal konsep ini setahun terakhir.
Dalam jangka waktu itu pula, produk komoditi murabahah telah menimbulkan
pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak pro menyatakan bahwa produk komoditi
murabahah akan mempunyai banyak keuntungan, antara lain dapat memperluas
ops produk perbankan syariah, meningkatkan daya saing produk perbankan
syariah, diversifikasi, serta menyalurkan dana nasabah yang idle pada investas
yang aman dan produktif. Sedangkan pihak kontra mempermasalahkan
penggunaan akad, apakah menggunakan akad tawarrug atau akad bai’ inah.

Hal lainnya adalah mengena objek transaks karena produk ini berkaitan
dengan futures, kemudian apakah produk ini sesuai dengan tujuan syariat
(magasid syariah) dalam berekonomi. Dalam ekonomi Islam segala transaksi
bisnis harus berbasis pada sektor riil dan harus menunjukan terciptanya barang
dan jasa yang merefleksikan penciptaan kekayaan bukan transfer kekayaan.
Penciptaan kekayaan memiliki peranan yang sangat mendasar bagi kelangsungan
hidup manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu baik di dunia

dan di akhirat. Aktivitas transfer kekayaan (non produktif) hanya akan

" Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah.., him. 38.
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memperkecil perputaran barang dan jasa. Kegiatan ini sudah pasti tidak sgaan
dengan tujuan syariah.

Berbaga alasan yang telah dikemukakan di atas, tidak menghalangi pihak
DSN-MUI untuk tetap memasukkan kajian komoditi murabahah ke dalam sidang
pleno DSN-MUI. Kgian komoditi murabahah terjadi beberapa kali hingga
akhirnya pada bulan Agustus 2011 dikeluarkan sebuah fatwa, yaitu fatwa DSN
MUI No.82/DSN-MUI/VI11/2011 mengenai Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Alasan DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini
agar produk komoditi murabahah yang nanti akan dioperaskan dan
dikembangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tetap pada ketentuan syariah
yang berlaku. Dalam fatwa ini menjelaskan pula bahwa komoditi murabahah
telah disahkan oleh DSN-MUI dan juga BBJ, selaku pihak penyelenggara
perdagangan bursa komoditi. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam
fatwa DSN-MUI ini, tidak hanya akad murabahah tetapi juga akad bay’, bay
musawamah, wakalah, dan mugoyadhah.

Fatwa DSN-MUI No0.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi juga diharapkan
menjadi solus yang terbaik bagi industri perbankan syariah dalam pengelolaan
likuiditas. Transaks yang terjadi pada komoditi murabahah diharapkan seperti
transaks barang pada umumnya. Terdapat perpindahan kepemilikan pada objek
perdagangan dari penjual kepada pembeli, objek yang diperdagangkan bernilai
sesual dengan harga pasar, sertalokasi komoditi atau barang yang diperdagangkan
juga diketahui.

Selain pengaturan melalui fatwa DSN-MUI N0.82, perdagangan komoditi
syariah juga diatur melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
pada bulan Januari 2012. Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank,
selanjutnya disebut SIKA ini dibuat untuk melengkapi Peraturan Bank Indonesia
tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, pengaturan
mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah tidak dibuat
pengaturan tersendiri sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI), dikarenakan

perdagangan komoditi syariah ini merupakan produk atau instrumen yang terdapat
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di dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya
disebut sebagal PUAS.

PUAS adalah kegiatan atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank
dengan bank berdasarkan prinsip syariah dalam memenuhi  kebutuhan
likuiditasnya. Saat ini, pengaturan PUAS yang baru terdapat pada PBI No.
9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah jo. PBI
No. 14/1/PBI1/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/5/PB1/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang SIKA maka
perdagangan komoditi syariah ini bukan dilakukan antara bank dengan nasabah
pembiayaannya melainkan antara bank dengan bank. Pada dasarnya, perdagangan
komoditi syariah terjadi di bursa komoditi syariah dan dilakukan oleh Bank
Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) baik sebagai peserta
komersial maupun konsumen komoditi. Dalam perdagangan komoditi syariah
antarbank ini akan menghasilkan suatu Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank tersebut. SIKA adalah sertifikat yang
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi
PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas
perdagangan komoditi di Bursa.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis hendak membahas
mengenai akad murabahah yang digunakan pada produk komoditi syariah, apakah
sudah sesual dengan syariat atau hukum lslam serta membahas kelebihan dan
kekurangan penggunaan piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah (SIKA) dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
(PUAS).

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini,
yaitu:

1. Apakah akad murabahah yang diterapkan pada perdagangan komoditi
syariah sudah sesuai dengan hukum Islam?
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2. Apakah kelebihan dan kekurangan penggunaan piranti Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA)
dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)?

1.3. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan
umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum skripsi ini antara lain untuk memperluas wawasan pendliti
maupun pembaca mengenal tinjauan yuridis transaksi Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan akad murabahah
melalui piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank (SIKA).
Sedangkan yang menjadi tujuan khusus skripsi ini adalah
1. Mengetahui akad murabahah yang diterapkan pada perdagangan komoditi
syariah sudah sesual atau belum dengan hukum Islam.

2. Mengetahui kelebihan dan  kekurangan penggunaan piranti -~ Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) dalam
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

1.4. Definisi Operasional

Penulisan dalam skrips ini menggunakan beberapa istilah yang
merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Penjelasan
istilah-istilah tersebut diambil dari kamus dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Beberapa istilah yang dimaksud,
antaralain:

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*?

2. Akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk mel aksanakan,
baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah,

12 pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
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maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah,
dan gadai.”®

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty
contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of
profit-nya (keuntungan yang diperoleh).*

Komaoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan
setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi
subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya.”

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan
Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jua beli
Komaoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya.™®

Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli
atau menjua Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana
ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka."’
Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya.'®

3 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah.., him. 35.
¥ Adiwarman Karim, BANK ISLAM: Analisis Figih dan Keuangan.., him. 103.

15 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka K omoditi

18 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka K omoditi

7 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka K omoditi

'8 Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka K omoditi
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8. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah
kegiatan transaks keuangan jangka pendek antarpeserta pasar

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.*

15. Metode Pendlitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis
dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.?
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian,
yaitu metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kepustakaan
(library research).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”* Pendlitian ini
merupakan kajian awal melalui data sekunder untuk suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan kemudian hari nanti.

Metode penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang
bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang digunakan dalam pendlitian
ini adalah data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan
peraturan perundang-undangan yang mempunya kekuatan mengikat
kepada masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan
diteliti. Peraturan yang terkait dengan topik ini antara lain fatwa DSN No.
82/DSN-MUI/VI11/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah, fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat
Investass Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), fatwa DSN No.
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang

19 Pasal 3 Fatwa Dewan Sya'riah Nasional No:37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang
Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah

% Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 1984), him. 42.

%! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Sngkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.
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Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No.

14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Surat Edaran No.

14/3/DPM tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip

Syariah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya
menjelaskan mengenai tinjauan yuridis akad murabahah pada komoditi
syariah dikgji dengan hukum Islam, berupa buku dan artikel internet yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini
adal ah ensiklopedia hukum.

Selain dengan metode kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara
dengan staf di Dewan Syariah Nasional-MUI. Cara ini dipergunakan untuk
memperoleh informasi sebanyak dan seakurat mungkin sehubungan dengan
transaks Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan
menggunakan akad murabahah melalui piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA).

16. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 bab yang
dibahas satu persatu sehingga masalah yang terdapat didalamnya menjadi jelas.
Pembidangan yang akan dibahas adal ah sebagai berikuit:

BAB1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diurakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP AKAD, TAWARRUQ DAN
KOMODITI MURABAHAH

Pada bab 2 ini akan dibagi menjadi 2 sub bab, dengan sub bab pertama yaitu

konsep umum akad, murabahah dan mudharabah dalam perikatan Islam serta
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konsep tawarruq yang terdiri dari pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun dan
syarat akad, murabahah, mudharabah, dan tawarrug. Dan sub bab kedua adalah
pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan hukum positif yang berlaku yang
terdiri dari pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan undang-undang dan
pengaturan perdagangan komoditi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB3 PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH  (PUAS) DAN  PIRANTI  SERTIFIKAT
PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH ANTARBANK (SIKA)

Pada bab 3 ini akan dibagi menjadi 2 sub bab dengan sub bab pertama, yaitu
konsep Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) berdasarkan
peraturan yang berlaku. Dan sub bab kedua, yaitu konsep Sertifikat Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) berdasarkan Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 14/3/DPM tahun 2012.

BAB4 ANALISIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN
AKAD MURABAHAH MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT
PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH (SIKA)

Pada bab 4 ini akan membahas mengenai analisis konsep akad murabahah pada
fatwa DSN No0.82/DSN-MUI/VI111/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.
14/3/DPM dikaitkan dengan terminologi figih dan fatwa murabahah No. 04/DSN-
MUI/IV/2000, analisis kesesuaian Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah dengan Rukun dan Syarat Akad, dan Perbandingan Antara
Sertifikat Investass Mudharabah Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA).

BABS5 PENUTUP

Bab 5 ini akan beris mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari
pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga berisi

dengan saran-saran yang relevan terkait permasalahan yang ada.
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BAB 2

KONSEP AKAD DAN TAWARRUQ DALAM HUKUM ISLAM SERTA
PENGATURAN BURSA KOMODITI MENURUT HUKUM POSTIF YANG
BERLAKU

21. Tinjauan Umum Perikatan (Akad), Murabahah, Mudharabah dan
Tawarruq Dalam Hukum I'slam

211 Tinjauan Umum Akad
2.1.1.1 Pengertian Perikatan (Akad)

Akad (al-‘aqd, jamaknya al-‘uqud) memiliki beberapa persamaan kata,
antara lain ikatan atau mengikat (al-rabth), keputusan, penguatan, perjanjian,
kesepakatan, ataupun komitmen yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah.” Al-
Quran memakai kata akad dalam pengertian perikatan dan perjanjian. Hal ini
dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5): 1.° Para ahli hukum memberikan definisi
akad sebagal “ikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” **

Dalam al-Quran, akad digunakan juga dalam sumpah. Seperti yang tertera
pada QS. An-Nisa (4): 33 sebagai berikut:®

Dari setiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib-
kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu
telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka
baginya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatul.

Pada umumnya, akad merupakan suatu perjanjian atau komitmen yang

dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama menyatakan atau menggambarkan suatu

2 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah.., him. 35.

% Fathurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam Kompilas Hukum
Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman et al., cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him.
247,

“|bid.

% Ghufron A. Mas adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), him. 76.
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kehendak, sedangkan pihak kedua menyatakan atau menyetujui pernyataan pihak
pertama tersebut. Akad yang disampaikan dari definisi di atas merupakan suatu
perbuatan hukum. Dikatakan demikian karena akad dapat menimbulkan hak dan
kewgjiban bagi para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan
akad.”

Abdoerracef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-*aqdu) melalui
tiga tahap, yaitu sebagai berikut:*

1. Al-‘ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan atau kehendak dari seseorang
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang
yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti
yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.

2.  Persetyjuan, yaitu pernyataan yang diungkapkan dari pihak kedua
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi
terhadap kehendak atau apa yang diinginkan oleh pihak pertamal
persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

3. Apabilajanji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka
terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ (perikatan) oleh al-Quran yang
terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-
masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi perjanjian
atau ‘ahdu’ itu, tetapi ‘akdu.

Menurut Mustafa az-Zarga, berdasarkan syariah Islam bahwa akad
merupakan pernyataan dua pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.
Pengikatan itu terjadi dalam hati masing-masing pihak yang ingin mengikatkan
diri, hal ini dapat dikatakan secara tersembunyi. Dikarenakan pengikatan
tersembunyi ini maka untuk para pihak dapat mengetahui kehendak dan keinginan
dari pasangannya maka perlu dibuat suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang
disebut dengan ijab dan kabul %

ljab dan kabul ini berisi kehendak dan keinginan dari para pihak yang
telah mengikatkan diri mereka dalam suatu perikatan. Pada salah satu pihak
menyatakan terlebih dahulu apa kehendak dan keinginan mereka kemudian pihak

% bid., him. 77.

" Abdoerracef, Al-Quran dan |lmu Hukum: A Comparative Sudy, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1970), him. 122-123, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Y eni
Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 46

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), him. 102
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lainnya menyetujui kehendak tersebut, hal ini seperti pada akad nikah. Namun,
dalam masalah muamalah, pernyataan itu boleh datang lebih dahulu dari pihak
kedua, seperti akad (transaksi) jual-beli. Pernyataan itu boleh dilakukan oleh
pembeli lebih dahulu, umpamanya: ” Saya telah membeli barang ini dengan harga
sekian”, kemudian oleh penjua dikatakan: ” Saya telah menjual barang ini
dengan harga sekian”. Adanya pernyataan dari pembeli dan penjua tersebut
maka akad yang mereka lakukan telah sah. Pembeli menerima barang dan penjua
menerima harganya.”

Secara singkat, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa akad adalah
ikatan antara dua pihak yang berjanji untuk saling mengikatkan diri satu samalain
dan pengikatan diri itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Akad
atau perikatan yang terjadi diharapkan agar sesuai dengan ketentuan syariah yang
berlaku sehingga akad tersebut dapat dipandang sah dan berlaku bagi kedua pihak
yang melaksanakan akad. Akad yang dibuat tersebut akan menimbulkan hak dan
kewgjiban bagi para pihak untuk memenuhi dari apa yang telah dijanjikan dan
disepakati bersama. Dilihat dari pelaksanaan akad maka akan terjadi timbal balik
antara kedua belah pihak yang sudah saling berjanji untuk mengikatkan diri dan
diharapkan keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perikatan
tersebut sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya akad atau perikatan.

2.1.1.2 Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian ijab
dan kabul antara para pihak yang dibenarkan oleh syara’ sehingga menimbulkan
akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur
yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:®

a. Pertalianijab dan Kabul
ljab adalah pernyataan kehendak atau keinginan oleh pihak pertama
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah
pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama

2 |bid., him. 103

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di
Indonesia.., him. 47.
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tersebut oleh pihak kedua (gaabil). Dalam perikatan, ijab dan kabul ini
diharuskan ada karena merupakan faktor terpenting. Tanpa adanyaijab
dan kabul makatidak akan ada perikatan.

Dibenarkan oleh syara

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari’ah atau
hal-ha yang diatur oleh Allah SWT. daam a-Quran dan nabi
Muhammad SAW, dalam Hadist pelaksanaan akad, tujuan akad,
maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari’ah. Jika
bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh,
suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak
halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu
perikatan menurut hukum Islam.

Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya
akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang
diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuens hak
dan kewagjiban yang mengikat para pihak.

Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan
tasharruf. Tasharruf adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak seseorang

berupa perbuatan atau perkataan yang darinya syara menetapkan sejumlah akibat

hukum.®* Menurut Musthafa Az-Zarga, tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu
sebagai berikut:*
a Tasharruf fi’li (perbuatan). Tasharruf fi’li adalah usaha yang dilakukan

manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang

tandus atau mengel ola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

Tasharruf gauli (perkataan). Tasharruf gauli adalah usaha yang keluar

dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada

suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan
suatu perbuatan hukum. Tasharruf gauli terbagi dalam dua bentuk,
yaitu sebagai berikut:

1) Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan
dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab
dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang diucapkan para
pihak disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu
perikatan di antara mereka.

2) Tasharruf qauli ghairu aqdi adalah merupakan perkataan yang
tidak bersifat akad atau tidak adaijab dan kabul. Perkataan ini ada
yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

31 Wahbah Az-Zuhaily, Figih Islamwa Adillatuhu, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

him. 422.

% Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalat, edis kedua, cet. 1,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 25-27.
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a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak
atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar
talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak
sependapat mengena hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian
hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan
hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan
kabul, kedua tasharruf ini tetap termasuk dalam tasharruf yang
bersifat akad.

b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan
penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan
adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan di
depan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat
mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk
perbuatan hukum.

Dilihat dari penjabaran unsur-unsur akad, antara lain adanya ijab dan
kabul, dibenarkan secara syariah, dan menimbulkan akibat hukum bagi objeknya
maka ketiga hal ini sebenarnya memang harus ada ketika akad atau perikatan itu
terjadi. Jika tidak adanya ijab dan kabul, akad tidak akan mungkin terjadi karena
tidak ada pernyataan kehendak dari satu pihak untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dan juga tidak adanya pernyataan menerima atau menyetujui
dari pihak lain. Selain adanya ijab dan kabul, akad juga harus sesuai dengan
ketentuan syariah, yaitu tidak bertentangan dengan al-Quran maupun Hadist.
Suatu akad jika bertentangan dengan a-Quran dan hadist maka mengakibatkan
akad tersebut tidak sah.

Terbentuknya akad melalui perkataan akan menimbulkan hak dan
kewgjiban bagi masing-masing pihak sehingga dapat dikatakan akad sebagai
perbuatan hukum. Namun, tidak selamanya perkataan manusia itu berupa
pernyataan untuk mengikatkan diri atau dikategorikan sebagai akad. Hal tersebut
bisa sgja terjadi karena perkataan yang diucapkan, tidak hanya untuk mengikatkan
diri dengan pihak lain tetapi juga bisa untuk suatu perwakilan dari tindakan-
tindakan sepihak.

2.1.1.3 Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan
syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang
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menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya
sesuatu itu.*® Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya
keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang
ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.®*

Pendapat para ulama mengena rukun dan syarat perikatan dalam Islam
beraneka ragam. Namun, fugaha jumhur berpendapat bahwa rukun dan syarat
perikatan |slam adalah sebagai berikut:*

a. Al-‘Aqgidain, yaitu parapihak yang terlibat langsung atas adanya akad.

b. Mahallul ‘aqd, yaitu objek akad. Objek yang mempunyai akibat hukum

langsung dari adanya perikatan.

c. Sghat al-‘aqd, yaitu ijab dan kabul. Pernyataan yang diucapkan oleh

pihak pertama dan pihak kedua untuk saling mengikatkan diri satu sama
lain.

d. Maudhu'ul “aqd, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.

a. Al-‘Agidain (Subjek Perikatan)

Al-‘agidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu
perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk al-

‘agidain, yaitu manusia dan badan hukum.*

Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum
disebut dengan mukallaf. Diterangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa
orang mukallaf adalah:

Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang
ber hubungan dengan perintah Allah SWT, maupun dengan larangan-Nya.
Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila

% Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), him. 1510.

¥ lbid., him. 1691.
¥ Mas adi, Figh Muamalah Kontekstual.., him. 80.

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di
Indonesia.., him. 51.
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ia mengerjakan perintah Allah SWT maka ia mendapat imbalan pahala
dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan
Allah SWT maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum
terpenuhi.®’

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga
bentuk, yaitu:®

a. Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misanya karena
cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum mumayyiz.

b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang
sudah mumayyiz, tetapi belum mencapal baligh. Akad-akad tertentu ini
adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan
hak, seperti menerima hibah. Sedangkan, akad atau kegiatan
muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah
tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin
atau pengesahan walinya.

c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah
memenuhi syarat-syarat mukallaf.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi

subjek perikatan menurut Hamzah Y a cub adal ah sebagai berikut:*

a. Aqil, yaitu orang yang harus berakal sehat. Berarti orang tersebut tidak
lah gila atau hilang akal, ataupun kurang akalnya dikarenakan masih
dibawah umur.

b. Tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

c. Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan. Dalam QS. An-Nisa
(4): 29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara
suka sama suka diantara para pihak.

Selain ketiga syarat di atas, hal yang paling umum disyaratkan dalam
mukallaf adalah baligh sebagal ukuran kedewasaan seseorang. Ukuran ini dapat
dilihat pada laki-laki yang telah bermimpi (ihtilam) dan pada perempuan yang
telah haid. Ukuran baligh juga dapat dilihat pada usia seseorang yaitu 15 tahun.
Hal ini berdasarkan pada Hadist dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar tidak
diizinkan Nabi Muhammad SAW. untuk berperang (Perang Uhud) ketika usianya

3 Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5.., him. 1219.

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di
Indonesia.., him. 54.

¥ Hamzah Ya cub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam
Berekonomi, (Bandung: Diponegoro, 1984), him. 79. sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi,
Wirdyaningsih, dan Y eni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia.., him. 55.
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14 tahun. Ketika usianya mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk turut berperang
(Perang K handag).* Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, pada usia baligh ini
orang sudah dapat dibebani hukum taklif atau sudah dapat bertindak hukum,
karena ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara
sempurna (ahliyyah al-ada’ al-kamilah).*

Menurut Ghufron Mas adi terdapat tiga hal yang berhubungan dengan
‘Agidain, vyaitu ahliyyah (kecakapan), wilayah (kewenangan), wakalah
(perwakilan).*

Ahliyyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak
sekaligus dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasharruf. Ahliyah
terbagi atas dua macam, yaitu Ahliyyah wujub dan Ahliyyah ada’. Ahliyyah wujub
adalah kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak kebendaannya.* Sedangkan
Ahliyyah ada’ adalah kecakapan seseorang yang telah dapat menimbulkan
tasharruf dan mempunyai pengertian yang sama dengan tanggung jawab atau
kewajiban, mencakup hak Allah SWT atau hak manusia. Ahliyah ada’ terbagi lagi
atas dua macam yaitu:*

a. Ahliyah ada’ al nagishah, yaitu kecakapan bertindak yang dilakukan
oleh seseorang namun masih membutuhkan pendapat orang lain.
Dikatakan demikian karena sudah dapat melakukan tasharruf namun
belum cakap melakukan akad.

b. Ahliyah ada’ al kamilah, yaitu kecakapan bertindak yang dilakukan
oleh seseorang tanpa harus meminta pendapat orang lain terlebih
dahulu. Terdapat pada akil baligh dan berpikiran sehat sehingga dapat
ber-tasharruf dan dapat melakukan semua akad.

Wilayah (kewenangan), yaitu kewenangan yang dimiliki seseorang untuk
melakukan tasharruf, membuat akad dan mengaplikasikannya.” Syarat seseorang
untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang telah memenuhi syarat

“0 Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5.., hlm.83.

“ 1bid., him. 1226.

2 Mas adi, Figh Muamalah Kontekstual.., him. 82-86.

8 Wahbah Az-Zuhaily, Figih Islamwa Adillatuhu, Jilid 4.., him. 451.
“ Ibid., him. 453-454.

% |bid., him. 467.
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ahliyyah ada’ atau telah bertindak secara sempurna. Sedangkan, orang yang
belum memenuhi syarat ahliyyah ada’ maka tidak memiliki wilayah, baik untuk
dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tasharruf. Dengan demikian
apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki wilayah dan ahliyyah maka
akad tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.*

Wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wilayah ashliyah, yaitu seseorang yang melakukan tindakan hukum untuk
kepentingan dirinya sendiri dan telah memiliki ahliyyah ada’.

2. Wilayah niyabiyah, yaitu perwakilan yang diberikan kepada orang lain yang
telah memiliki kecakapan sempurna untuk melakukan tasharruf. Kewenangan ini
dapat didasarkan pada ikhtiyariyah (bebas tanpa paksaan) atau pada ijbariyah
(adanya paksaan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah
niyabiyah adalah sebagai berikut:*
a  Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan tasharruf

(perbuatan hukum).

b.  Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan maula ‘alaihi
(yang diwakili).

c. Adil, yaitu istigamah dalam menjalankan gjaran agama dan berakhlak
mulia.

d. Amanah, dapat dipercaya.

e. Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

Wakalah (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan terhadap sesuatu
dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan tasharruf dan dilakukan ketika
seseorang tersebut masih hidup.”® Oleh karena itu, wakalah mempunyai rukun
yang harus ada, yaitu ijab dan kabul. Dilakukan oleh para pihak (wakil dan
muwakil). Pihak wakil berhak mendapatkan upah atas apa yang telah dibebankan
kepadanya. Wakil dan muwakil juga merupakan pihak yang memiliki kecakapan

atau dapat bertindak secara sempurna.®

4 |bid., him. 468-4609.
47 Ibid., him. 473-474.

8 |bid., him. 476.

4 |bid., him. 477.
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Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang didirikan oleh pihak-pihak yang
telah memiliki kecakapan hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban,
serta perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.®® Dalam
Islam, badan hukum disebut juga dengan al-syirkah, seperti yang tercantum
dalam: (a). QS. An-Nisa (4): 12: “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....”; (b) QS. Shaad
(38): 24: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang
beriman....” dan (c) Hadis Quds riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu
Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Aku (Allah) adalah pihak
ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya
tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya
maka Aku keluar dari keduanya.”**

Perbedaan antara badan hukum dan manusia sebagal subjek hukum
menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy adalah sebagai berikut:*

a Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia,
seperti hak berkeluarga, hak pusak, dan hak lainnya.

b. Badan hukum tidak hilang dengan meninggal nya pengurus badan hukum.
Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.
Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.

d. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatas oleh
ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.

e. Tindakan hukun yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap,
tidak berkembang.

f. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat
dijatuhi hukuman perdata.

% R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cet. 8, (Bandung: Sumur
Bandung, 1981), him. 23. sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni
Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia.., him.59.

*! Mas adi, Figh Muamalah Kontekstual.., him. 192.

*2 Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalat..., him. 204-205.
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Mengenai subjek perikatan, baik manusia maupun badan hukum dalam
menjalankan perikatan yang telah mereka sepakati bersama maka sebelumnya
keduanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Syarat-
syarat bagi subjek perikatan (manusia) harus orang yang telah mukallaf, yaitu
manusia yang telah dapat dibebani oleh hukum. Syarat lainnya adalah orang yang
harus berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk serta bebas dari paksaan.

Selain hal-hal tersebut maka ada 3 (tiga) komponen yang harus
diperhatikan dalam subjek perikatan. Pertama, berkenaan dengan kecakapan
seseorang. Kecakapan seseorang ini dapat dilihat dari bagaimana cara ia bersikap.
Baik bersikap ketika memiliki kebendaan ataupun kecakapan dalam hak dan
kewajiban yang ia emban. Kedua, mengenai kewenangan yaitu suatu penguasaan
terhadap sesuatu, yang ia dapat bertindak untuk menunaikan segala kewajiban
yang timbul dari penguasaannya. Kewenangan terhadap penguasaan tersebut
dapat dil akukan oleh diri sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain. Ketiga, yaitu
mengenai perwakilan ketika seseorang dapat dilimpahkan suatu kewenangan dan
ia bertanggung jawab atas kewenangan yang ia emban tersebut dan segala akibat
hukum yang timbul. Sedangkan syarat untuk badan hukum bisa menjadi subjek
perikatan adalah badan hukum tersebut melakukan tindakan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban baik yang berhubungan dengan manusia

maupun badan hukum lainnya.

b. Mahallul ‘Agd (Objek Perikatan)

Dalam suatu perikatan, rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi selain
adanya subjek perikatan adalah objek perikatan. Objek dalam perikatan ini
merupakan objek yang diinginkan oleh satu pihak dan pihak lain memberikan atau
memenuhi permintaan satu pihak tersebut. Bentuk objek perikatan ini berbeda-
beda bergantung pada perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Objek perikatan dalam Islam dikenal dengan istilah mahallul ‘aqd. Agar
objek yang diinginkan para pihak tersebut dipandang sah maka harus memenuhi
syarat sebagai berikut:>

%3 Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah”.., him. 255-256.
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1. Telah adaketika akad berlangsung

Objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan.
Ha ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin
bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi ada pengecualian pada akad-
akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyagah yang objeknya diperkirakan
akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istihsan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

2. Dibenarkan oleh syariah
Objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalakan oleh
syariah untuk ditransaksi kan dan tidak dilarang oleh prinsip syariah.

3. Harusjelasdan dapat dikenali

Objek akad dalam perikatan diharapkan objek yang memiliki fungsi dan
kegunaan yang baik. Oleh karena itu, objek tersebut haruslah dapat dikenali
dengan jelas oleh para pihak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

4. Objek dapat diserahterimakan

Objek yang tidak dapat diserahterimakan adalah objek yang tidak
dibenarkan oleh syara’, seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus dapat
diserahterimakan secara nyata (untuk benda berwujud) seperti dalam akad jua
beli atau dapat diambil manfaatnya (untuk berupa jasa) seperti dalam sewa
menyewa benda. Objek akad dapat dipastikan untuk diserahterimakan adalah hasil
penyimpulan menurut beberapa ahli hukum Hambali. Sedangkan menurut
mayoritas ahli-ahli hukum Islam bahwa yang dimaksud mengenai objek akad
harus diserahterimakan adalah objek akad harus ada pada akad ditutup.>

Menurut Syamsul Anwar bahwa objek yang dapat diserahterimakan adalah
objek yang harus ada ketika akad berlangsung hingga pada waktu ditutupnya
akad. Namun, apabila para pihak mengadakan akad terhadap objek yang sudah
ada, sehingga apabila kemudian ternyata objeknya tidak ada maka akad yang
dilakukan batal. Akan tetapi, apabila para pihak mengadakan akad untuk objek

> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Sudi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), him. 191
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yang tidak harus ada ketika akad berlangsung maka objek dapat diserahkan
kemudian dan dipastikan dapat diserahkan padatanggal yang telah ditentukan.™

c. Maudhu’ul ‘Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu’ ul ‘agd adalah tujuan perikatan yang dilakukan oleh para pihak.
Tujuan perikatan ini juga termasuk salah satu rukun dan syarat akad dalam
perikatan. Namun, tidak semua ulama mewajibkan tujuan perikatan ini masuk
kedalam rukun dan syarat akad dikarenakan setiap perikatan memiliki tujuan
perikatan yang berbeda. Meskipun tujuan perikatan tidak harus termasuk dalam
rukun dan syarat akad tetap saja tujuan perikatan tersebut harus dipandang sebagai
tujuan yang sah, mempunyai akibat hukum dan tidak menyimpang dari prinsip
syariah yang berlaku.

Meskipun terdapat berbagai macam perikatan namun tujuan akad hanya
satu bergantung pada perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan akad juga
mendapatkan tempat penting untuk menentukan suatu akad dapat dikatakan sah
atau tidak. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat
sebagai berikut:>

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

2. Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pel aksanaan akad.

3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara’.

d. Sighatal-*Aqd (ljab dan Kabul)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad merupakan ikatan
antara pihak yang menyatakan kehendak dengan pihak yang menyetujui kehendak
tersebut untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula bahwa dalam akad
terdapat ijab dan kabul. Dalam melakukan ijab dan kabul ini, maka para pihak
harus memperhatikan sgjumlah persyaratan umum, antaralain.>’

1. Jala’ul ma’'na, yaitu maksud yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud oleh kedua pihak.

%5 1bid., him. 200.

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), edis
revisi, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 99-100.

" Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islamwa Adillatuhu, Jilid 4.., him. 438-440.
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2. Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antaraijab dan kabul.

3. Jazmul iradataini, yaitu kebersambungan keduanya bak kedua belah
pihak dalam satu majelis yang sama atau salah satu tidak hadir namun
mengetahui ijab secara jelas.

Pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak dapat
dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab dan kabul
teridentifikasi pada empat hal berikut ini:>
1. Lisan

ljab kabul dilakukan dengan mengucapkan kehendaknya masing-masing yang

saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu dengan lainnya.

2. Tulisan

Para pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya suatu perikatan

diantara mereka. Hal ini biasanya disebut dengan Surat Perjanjian. Surat ini

berisikan idetitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak,
mula dan berakhirnya perjanjian.
3. lsyarat

Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya

dilakukan oleh orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak

memahami perikatan yang dilakukan.

4. Perbuatan
ljab kabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu perbuatan.
Perbuatan ini disebut dengan ta’athi atau mu’athah (saling memberi dan

menerima).

Rukun dan syarat akad keempat adalah adanya ijab dan kabul. Ijab dan
kabul ini merupakan rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dikarenakan jika
tidak adanya ijab dan kabul dalam suatu perikatan maka tidak akan terjadi akad
atau perikatan tersebut. Oleh karena itu, mengakibatkan tidak adanya pula akibat
hukum dikemudian hari dan tidak akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak

untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

%8 Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).., him. 68-71.
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2.1.2 Akad Murabahah

Murabahah merupakan jua beli yang dilakukan dengan mengambil
keuntungan yang jelas dari selish harga pokok dengan margin yang telah
disepakati antara penjua dan pembeli. Murabahah juga merupakan jual beli yang
didasarkan atas rasa kepercayaan, karena pembeli percaya pada pengakuan
penjual mengenai harga pertama tanpa bukti apapun maupun sumpah.>

Menurut Karim, transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah
Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan
barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya,
seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan
tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal
rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya
10% atau 20%.%

Penjual dan pembeli diawal telah bersepakat mengenai harga dan
keuntungan yang akan diperoleh nantinya oleh penjual. Dalam murabahah
ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperolehnya (required rate of profit).
Oleh karena itu, akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts.
Di dalam definisi disebut pula adanya “keuntungan yang disepakati”, maka
karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang
harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan
pada biaya tersebut.®

Daam a-Quran, landasan yang memperbolehkan menggunakan akad
murabahah terdapat pada Q.S Al-Bagarah (2): 275 yang menyatakan bahwa “...
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” . Pada al-Hadits
jugatelah dicantumkan melalui HR Ibnu Magjah, yang menyatakan bahwa:

“Dari Suhaib ar-Ruhmi r.a. bahwa Rasullah saw. bersabda, “ Tiga hal
yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

% Wahbah Az-Zuhaily, Figih Isamwa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
hal. 362.

8 Adiwarman Karim, BANK ISLAM: Analisis Figih dan Keuangan.., him. 103.

®! bid.
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mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Daam murabahah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi
yang terjadi dianggap sah. Syarat-syarat tersebut antara lain:®

1. Mengetahui harga pertama
Pada syarat ini pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama
pembelian, karena mengetahui harga pertama merupakan syarat sah dari
jua beli ini. Jika pembeli kedua tidak mengetahui harga pertama selama
ditempat transaksi atau hingga berpisah dengan penjual maka jual beli ini
tidak sah.

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual
Pembeli juga harus mengetahui berapa keuntungan yang diambil oleh
penjual. Hal ini dikarenakan keuntungan merupakan bagian dari harga
barang.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang yang memiliki varian
yang serupa
Barang-barang dalam ha ini merupakan barang yang bisa ditukar,
ditimbang, dan dijual satuan dengan varian yang berdekatan. Jika barang
tersebut tidak memiliki varian yang sgjenis maka penjual tidak boleh
menjual dengan cara murabahah. Oleh karena itu, jika barang yang dijua
variannya berjauhan maka bisa sgja orang yang menjua barang tersebut
adalah orang yang menguasai dan memiliki atau orang yang tidak
menguasal dan memiliki barang tersebui.

4. Jua beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak
menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama
Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan
barang yang sgjenis, dan dengan jumlah yang sama. Hal ini, pembeli tidak
boleh menjualnya kembali dengan cara murabahah. Jika jenis barangnya
berbeda, baru pembeli boleh menjual dengan cara murabahah.

62 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema | nsani
Press, 2001), him. 102.

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islamwa Adillatuhu, Jilid 5.., hal. 358-360.
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5. Transaks yang pertama hendaknya sah
Untuk melakukan transaks murabahah maka transaksi jual beli yang
pertama harus sah, karena murabahah merupakan jual beli dengan harga
pertama ditambah keuntungan. Jika transaksi yang dilakukan tidaklah sah
maka kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang
dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga.

Melihat penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah
adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan adanya
kesepakatan untuk penambahan harga pokok barang sebagai keuntungan yang
diperoleh si penjual. Harga pokok dan keuntungan tersebut harus diberitahukan
oleh penjual kepada pembeli dikarenakan tanpa adanya pemberitahuan, jual beli
menjadi tidak sah.

Adanya akad murabahah juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para
pihak. Pihak yang menjadi penjual berhak mendapatkan bayaran sgjumlah harga
perolehan yang telah ia keluarkan ditambah dengan margin atau keuntungan yang
telah disepakati bersama dan mempunya kewajiban untuk menyerahkan barang
yang telah dipesan oleh pembeli. Sedangkan pihak yang menjadi pembeli
mempunyal kewajiban untuk membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh
penjual berserta margin yang telah ditetapkan bersama diawal perjanjian dan
mempunyai hak untuk menagih barang yang iainginkan.

Selain berdasarkan aturan figih atau secara umum, akad murabahah diatur
juga dalam fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah. Terlihat
bahwa pengaturan akad murabahah dalam fatwa tersebut dilaksanakan oleh dua
pihak, yaitu bank dan nasabah. Dalam fatwa dinyatakan bahwa bank dan nasabah
tidak boleh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan riba begitupun barang yang
dijadikan objek perikatan harus sesuai dengan syari’ ah Islam.

Pada prakteknya, bank membiayai harga pembelian terlebih dahulu untuk
barang yang telah dipesan oleh nasabah. Sebelum bank menjual kembali kepada
nasabah, bank harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang
tersebut, baik pembelian jika dilakukan secara berutang maupun harga pokok barang
yang dibeli oleh bank. Bank baru bisa menjual barang yang telah dibeli apabila secara
prinsip barang telah menjadi milik bank. Setelah barang yang dipesan oleh nasabah
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telah sampai kepadanya maka nasabah wajib membayar barang tersebut dengan harga
pokok ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian.

2.1.3 Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad yang didalamnya pemilik modal
memberikan modalnya untuk dikelola oleh orang lain. Keuntungan dari
pengelolaan tersebut menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang telah mereka
sepakati sedangkan kerugiannya hanya akan menjadi tanggungan dari pemilik
modal sgja.*

Menurut para imam mazhab, mudharabah diperbolehkan berdasarkan al-
Quran, sunnah, ijma dan giyas. Landasan yang memperbolehkan adalah Al-
Muzzamil (73): 20 yang menyatakan bahwa “Dan yang lain berjalan di bumi
mencari sebagian karunia Allah”. Pengelola (mudharib) adalah orang bepergian
di bumi untuk mencari karunia Allah. Al-Jumu’ah (22): 10 menyatakan bahwa
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaraniah kamu di bumi, dan
carilah karunia Allah”. Ayat-ayat ini secara umum mencakup didaamnya
pekerjaan dengan memberikan modal. Dalil sunnah yang memperbolehkan akad
mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa Abbas
Muthalib apabila memberikan hartal moda untuk mudharabah, maka ia
mensyaratkan pada pengelolanya agar jangan menyebrangi laut, menuruni
lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika
mudharib melakukan hal tersebut makaia harus menanggungnya.®

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari mudharabah ini adalah ijab dan
kabul. Lafal ijab adalah dengan menggunakan asal kata dan derivas kata
mudharabah, mugaradhah, mu'amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan
makna-makna lafal tersebut. Dalam ijab, pemilik modal dapat berkata “ambillah
modal ini berdasarkan akad mudharabah dengan catatan bahwa keuntungan yang
akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian”.
Sedangkan gabul, pengelola dapat mengatakan, “saya setuju”, atau “saya ambil”,

% 1bid., hal. 476.

% |bid., hal. 477.
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atau “saya terima’. Apabila telah terpenuhi ijab dan kabul tersebut maka akad
mudharabah telah sah.*®

Mudharabah memiliki dua jenis, yaitu muthlagah dan mugayyadah.
Mudharabah muthlagah adalah ketika seseorang yang memberikan modal kepada
orang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini
kepadamu untuk dilakukan mudharabah, dan keuntungannya untuk kita bersama
secara merata’. Sedangkan mudharabah mugayyadah adalah akad yang pemilik
modalnya menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan atau siapa yang
boleh berinteraksi dengannya.®’

Mudharabah sendiri memiliki beberapa syarat yang juga harus dipenuhi
agar akad yang dijalankan menjadi sah. Syarat-syarat tersebut antara lain:®

1. Pelaku akad
Daam mudharabah yang menjadi pelaku akad adalah pemilik modal dan
mudharib. Dua pelaku akad ini diharuskan memenuhi kecakapan sebagai mana
mestinya. Pemilik modal dan mudharib tidak diharuskan mempunya agama
yang sama. Mudharabah tetap sah meskipun dilakukan antara seorang muslim
dengan non muslim.

2. Moda
Modal yang digunakan dalam mudharabah adalah modal berupa uang yang
masih berlaku, besarnya modal harus diketahui karena ketidakjelasan modal
menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan yang didapat, modal
merupakan barang tertentu dan ada, modal harus diberikan kepada mudharib
agar mudharib dapat mulai bekerja dan mengelola modal yang diberikan
pemilik modal.

3. Labaatau keuntungan
Keuntungan yang didapat harus diketahui dan juga merupakan bagian dari
bersama dengan rasio yang telah disepakati bersama, yaitu bisa dengan
sepertiga, seperempat atau setengah.

% |bid., hal. 479.
57 1bid., hal. 480.

% |bid., hal. 482-488.
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214 Konsep Tawarrug

Dalam bahasa Arab akar kata dari tawarruq adalah ‘wariq’ yang artinya
simbol atau karakter dari perak (silver).® Kata tawarruq ini dapat digunakan
untuk mengartikan mencari perak, sama dengan kata ta'allum yang artinya
mencari ilmu, yaitu belgjar atau sekolah. Kata tawarruq dapat diartikan dengan
lebih luas, yaitu mencari uang dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari
perak, emas, atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara
yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah tawarruq
ini diperkenalkan oleh Mazhab Hanbali. Mazhab Shafi’i mengena tawarruq
dengan sebutan ‘ zarnagah’, yang artinya bertambah atau berkembang.”

Dalam Hukum lIslam, tawarrug artinya adalah struktur yang dapat
dilakukan oleh seorang mustawrig/mutawarriq yaitu seseorang yang kekurangan
atau membutuhkan likuiditas. Transaks tawarrugq adalah ketika seseorang
membeli sebuah barang dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan
menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk
tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang |ebih murah.”

Menurut Mohammad Netgjullah Siddigi, dalam Tawarruqg, seseorang
membeli X dengan cara pembayaran tangguhan dari International Finance
Institutions (IF1) dan menjual X kepada pihak ketiga-mutawwarriq dengan
jumlah harga kurang dari harga yang ditangguhkan. Tawarrug memungkinkan
IFI untuk menjamin besarnya presentase pengembalian yang telah ditentukan
untuk depositer-nya. Hal tersebut terjadi ketika depositer membeli XX dari nya
dengan cara pembayaran yang ditangguhkan. Kemudian, depositer menjual XX
dengan harga tunai, sehingga pembayaran ditangguhkan menjadi |ebih besar dari
harga tunai." Hal tersebut yang memungkinkan bank untuk membuat

keuntungan.”

% NibraHosen, " Tawarruq”, http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21, diunduh
padatanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16

© bid.
™ 1bid.

2 UEA, “Tawarruqg dalam Keuangan Islam”, http:/ilovetheuae.com/2011/03/05/tawarrug
-in-islamic-finance/ diunduh padatanggal 15 Maret 2012, pukul 20:05
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Menurut Salah Al-Shahoob, menentukan bank pasar, yang merupakan
pasar internasional dan jenis komoditas yang biasanya adalah logam. Kemudian
bank menunjukkan kontrak yang ditawarkan kepada klien, yang isinya adalah
mark-up penjualan (‘bay al-murabahah). Ini berarti menunjukkan bahwa biaya
komoditas kepada klien berupa jumlah laba serta harga yang harus dibayar
dalam jangka waktu tertentu. Transaks ini mungkin dibawah konsep penjualan
ditangguhkan (al-bay ‘al-mu'ajjal) jika pembayaran adalah satu transaks.
Namun, jika pembayaran adalah dengan lebih dari satu angsuran maka penjualan
cicilan (bay al-tagsit). Peran lembaga tidak mungkin berakhir setelah menjual
produk ke klien. Namun, bank juga dapat menawarkan jasa mereka kepada klien
untuk bertindak sebagal agen dan menjual komoditas tersebut atas namanya dan
menerima harga, yang dikreditkan ke account klien.”

Ada 3 bentuk dari tawarrug:”

1. Seseorang yang membutuhkan likuiditas (uang tunal) membeli
produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjualnya kepada
pihak lain dengan cara tunai, tanpa diketahui niat dibalik menjual
barang tersebut.

2. Seseorang (muttawarrig) yang membutuhkan uang tunai, memohon
untuk diberikan pinjaman uang dari penjua yang menolak untuk
meminjamkan uangnya. Namun, penjual tersebut berkeinginan untuk
menjual barangnya kepada muttawariq dengan cara kredit. Sehingga
muttawarriq dapat menjua kembali barang tersebut kepada orang
lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dan
mendapatkan uang secara tunai.

3. Hampir sama dengan bentuk nomor dua, kecuali si penjual, menjual
barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada
muttawarrig, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan
cicilan.

Adapun bentuk transaksi tawarrug pertama dan kedua dapat diterima dan
diizinkan oleh para ulama tanpa adanya perdebatan. Sedangkan pada bentuk

transaks tawarrug nomor tiga masih diperdebatkan oleh pakar hukum ekonomi

syariah.

?1bid.

™ Nibra Hosen, “Tawarrug”, http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21, diunduh
padatanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16.
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Tawarruq menurut standar internasional dibagi menjadi dua, yaitu
unorganized tawarruq (tawarruq ghair munazaam) atau tawarruq hakiki dan
organized tawarruq (tawarrug munazaan). Dalam standar AAOIFI (Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) di Bahrain yang
diperbolehkan adalah unorganized tawarruq dikarenakan transaksi yang terjadi
adalah secara natural, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga™.

Berikut penjelasan untuk tawarruq ghair munazaam dan tawarruq

munazaam:”®

1. Tawarrug Ghair Munazaam (unorganized tawarruq)

Tawarruq ini memiliki definisi, yaitu kegiatan antara nasabah dan bank
yang daam ha ini nasabah membutuhkan uang tunai. Kemudian, nasabah
membeli barang dari bank namun nasabah membayar kepada bank secara
angsuran. Barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut dijual kepada pihak lain
guna mendapatkan uang tunai. Dalam melakukan penjualan barang, nasabah
bolen memilih menjual barang tersebut untuk diwakilkan oleh bank atau dijual
sendiri oleh nasabah.

Misanya

Pak Saleh membutuhkan uang sebesar 50 juta rupiah dan dia tidak
mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, maka ia
membeli mobil dari bank dengan cara angsuran seharga 60 juta rupiah. Kemudian,
dia menjual mobil tersebut kepada pihak lain dengan harga 50 juta rupiah secara
tunai.

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa tawarrug ghair munazaam terdiri dari 2

transaksi:

1. Akad jual-beli angsuran. Pada umumnya akad ini berlangsung dalam bentuk
bai' Murabahah lil wa'id bi syira'.

2. Akad jual-beli tunai.

™ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanny Hidaya selaku Wakil Sekretaris
DSN MUI di Dewan Syariah Nasioanl (DSN) Majelis Ulama Indonesia MUI) pada tanggal 14
Januari 2012.

® Dr. Yusuf Al Subaily, “Figh Perbankan Syariah: Pengantar Figh Muamalat dan
Aplikasinya dalam Ekonomi Modern”, http://marhamahsaleh.files.wordpress.com/2010/08/figh-
muamal ah-kontemporer.pdf. diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 22:10.
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Hukum dari tawarruq ghair munazaam sendiri adalah mubah. Namun,
dengan catatan harus dipenuhi 5 persyaratan yang terdapat pada bai' Murabahah,
karena akad ini adalah lanjutan akad bai' Murabahah. Ditambah persyaratan
berikut:

1. Nasabah tidak boleh menjual barang yang telah dibelinya hingga
kepemilikannya telah berpindah dan barang telah diterima
Misanya
Seorang nasabah membutuhkan uang tunai sebanyak 10 juta rupiah, lalu dia
membeli saham perusahaan mubah dari bank dengan harga 12 juta rupiah
tidak tunai. Kemudian, dia menjual saham tersebut di bursa saham dengan
tunai seharga 10 juta rupiah. Dalam kasus ini nasabah dilarang menjual
saham tersebut sebelum tercatat di portofolio investasi miliknya yang berarti
saham telah berpindahkepemilikan dan telah diterima.

2. Nasabah tidak bolen menjual kembali barang tersebut ke penjual pertama
(bank), karena bila dijual kembali ke bank pertama. Akad ini disebut bai'
‘inah.

Misanya

Seorang nasabah membeli sebuah mobil secara kredit dari bank, maka dia
tidak bolen menjualnya kembali secara tunai kepada bank tersebut, yang
dibolehkan adalah dia menjualnya ke pihak lain.

2. Tawarruq Munazzam

Tawarruq munazzam memiliki definisi, yaitu transaksi yang dilakukan
oleh nasabah dengan pihak bank dengan nasabah membeli barang dari bank
secara angsuran. Namun, nasabah tidak menjua kembali barang tersebut sendiri.
Penjualan barang hanya dapat diwakilkan oleh pihak bank. Dalam tawarrug ini
nasabah juga tidak menerima fisik barang. Hal ini dikarenakan nasabah hanya
membutuhkan uang tunai.

Tawarruq munazzam ini dapat dilihat melalui contoh berikut: Pak Said
membutuhkan uang tunai sebanyak 70 juta rupiah, kemudian dia membeli barang
tambang dari salah satu bank seharga 80 juta rupiah. Lalu, dia meminta pihak
bank untuk mewakilkan dan menjualkannya di bursa saham dengan harga 70 juta
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rupiah, bank menerima uang penjualan kemudian menyerahkannya ke nasabah.
Pada umumnya obyek tawarrug munazzam komoditas internasional seperti bahan
tambang, namun terkadang juga komoditas lokal seperti besi, berasdll.

Jika melihat dari transaks yang dilakukan oleh nasabah dengan bank di
atas maka hukum tawarruq munazzam adalah haram. Dikarenakan pada transaksi
tersebut tidak terjadi perpindahan fisik barang dari bank kepada nasabah.
Melainkan hanya sebatas perpindahan di atas kertas.

Selain transaks tawarruq ada transaksi lain yang fungsinya sama, yaitu
bai’ al-inah. Akar kata ‘inah adalah ‘ayn (barang yang telah dibeli) dapat
menemukan jalannya kembali kepada pemilik asalnya. Jual beli ini disebut ‘inah
karena s pemilik barang tidak berminat menjual barangnya, melainkan
menginginkan sgiumlah uang tertentu, atau karena s penjual kembali memiliki
benda yang dijualnya. Menurut terminologi fikih, ‘inah adalah jual beli
manipulasi untuk alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlah yang
dipinjam dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu
membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.”

Sedangkan tawarruqg adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana
segar/uang tuna membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kepada
pihak ketiga dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah struktur
transaksinya tidak mengindikasikan hilah (melegalkan cara untuk mendapatkan
riba), karena barang tersebut tidak kembali pada pemilik asalnya. Oleh karenaitu,
para pakar hukum Islam berpendapat bahwa tawarruq adalah transaksi yang sah
dan dapat diterima.

Para ulama klasik dari Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali memandang
tawarruq sebaga transaksl yang diperbolenkan secara legal. Para ulama
kontemporer/modern juga memandang transaksi tawarrug diperbolehkan.
Diantara para ulama itu adalah Abdul Aziz Ibn Baz dan Muhammad Ibn Salih al-
Uthayamin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari bank-bank syariah juga
mengizinkan transaks tawarruq ini, termasuk DPS dari Al-Rahi Bank dan

" NibraHosen, " Tawarrug”, http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21, diunduh pada
tanggal 15 Maret 2012, pukul 21:16.
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Kuwait Finance House. Islamic Figh Academy yang beranggotakan negara-negara
Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunannya sesi ke 15 di kota
Mekkah telah mengeluarkan resolusi yang mendukung diperbolehkannya
transaks tawarruq dengan syarat pembeli tidak menjua kembali barang yang
telah dibelinya kepada penjua pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung
atau tidak langsung, karena jika itu terjadi, maka akan menyebabkan transaksi
tersebut mengandung unsur riba.™

Sedangkan ulama dari Mazhab Maliki tidak menyetujui dengan penjualan
barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dan jika hal tersebut
dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman, maka cara
tersebut termasuk dalam kategori riba. Sebagian dari ulama Mazhab Maliki
menyatakan tidak menyetujui apabila s penjual itu mempraktekkan transaksi
‘inah. Indikasi ini tampaknya membuat tawarruq adalah transaksi yang tidak
diperkenankan olen Mazhab Maliki. Umar Ibn Abdul Aziz dan Muhammad Ibn
al-Hasan tidak setuju dengan tawarrug. Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hanbali dan
muridnya |bn al-Qayim sangat tidak setuju dengan tawarrug dan menyamakannya
dengan kategori 'inah. Sebagian dari ulama Hanafi pun telah melarang transaksi
ini dan menyamakannya juga dengan ‘inah, namun sebagian lagi seperti Ibn al-
Human mengatakan kalau tawarrug tidak terlalu disenangi atau khilaf al-awla.”

2.2  Pengaturan Perdagangan Komoditi Menurut Hukum Positif Yang
Berlaku.

2.2.1. Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Undang-undang Nomor
10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Per dagangan Berjangka K omoditi

Definisi komoditi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.10
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No0.32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:

8 1pid.

™ 1hid.
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“Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif
dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya” .

Berbeda dengan definisi yang terdapat pada Undang-undang No.32 Tahun
1997, yang hanya memberikan pengertian komoditi sebagai barang dagangan
yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan. Ha ini dapat
dilihat bahwa dalam definis pada Undang-undang No.10 Tahun 2011 sudah
mulai mengarah pada sistem syariah dan juga ditambahkan dengan adanya
kontrak derivatif lainnya.

Dikarenakan komoditi ini adalah barang, jasa, hak dan kepentingan
lainnya yang dapat diperdagangkan maka dibutuhkanlah suatu bursa berjangka.
Bursa berjangka menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.10 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jua beli  komoditi
berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya.

Bursa berjangka dalam Pasal 18 Undang-undang No0.10 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi mempunyal kewenangan antara lain:

a. mengevaluasi dan menguji kualifikas calon anggota serta menerima atau
menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;

b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama
dengan Lembaga Kliring Berjangka;

C. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota
Bursa Berjangka;

d. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan
dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu
diperlukan;

e. menetapkan biaya keanggotaan dan biayalain;

melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif

lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;

g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan
sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;

—h
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h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme
transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan

I. memperoleh informas yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka
yang berkaitan dengan transaks yang dilakukan oleh Anggota Kliring
Berjangka, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara dan Pialang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Menurut Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pihak dalam
perdagangan berjangka komoditi yaitu orang perseorangan, koperasi, badan usaha
lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau
perusahaan yang terorganisasi. Terlihat dari definisi ini maka tidak terbatas bagi
Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan berjangka komoditi.

Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan dalam
perdagangan komoditi dilakukan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi). Hal ini sesuai dengan definis dari Bappebti (Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sendiri, yaitu lembaga pemerintah
yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan
pengawasan Perdagangan Berjangka.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No0.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komaoditi, Bappebti mempunyai kewenangan antaralain:

1. membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan

Berjangka.

2. memberikan:

a izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka,
Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra
Dana Berjangka;

b. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;

c. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang
Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola
Sentra Dana Berjangka;

d. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka

e. persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk
menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka
luar negeri;

f. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia
untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana
jaminan yang berkaitan dengan transaks Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta
untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
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0. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan
penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;

h. persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan
kegiatan Kkliring dan penjaminan penyelesaian transaks di pasar
fisik komoditi terorganisasi; dan

i. persetuyjuan kepada Pedagang Berjangka dan Piadlang Berjangka
untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain
Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam
penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang

dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan

Berjangka.

menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif

lainnya.

melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin

orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.

menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam

rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada

huruf e.

memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak

yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

Undang ini dan/atau peraturan pel aksanaannya.

menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga

Kliring Berjangka, termasuk perubahannya; dan lain-lain.

memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan

digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka

dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan
yang telah ditentukan.

menetapkan persyaratan dan tata cara pencal onan dan memberhentikan

untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direks serta

menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga

Kliring Berjangka, sampa dengan terpilihnya anggota dewan

komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum

Pemegang Saham. Dan lain-lain.

Daam penyelenggaran Bursa Berjangka juga dilengkapi dengan Lembaga

Kliring Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka seperti yang disebutkan dalam
Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No0.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin
usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.
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Kewenangan Lembaga Kliring Berjangka menurut Pasal 28 Undang-
undang No0.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:

a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau
menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;

b. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota
Kliring Berjangka;

c. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan
dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu
diperlukan;

d. menetapkan besarnya margin, membentuk dan mengelola dana kliring,
serta menetapkan dana jaminan kliring, biaya keanggotaan dan biaya lain;

e. memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang
berhubungan dengan transeksl yang dilakukan oleh Anggota Kliring
Berjangka; dan

f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme
kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau transaksi
fislk Komoditi dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti.

Badan usaha yang membantu terjadinya perdagangan komoditi selain yang
disebutkan di atas terdapat pihak dan badan usahalain, yaitu Pialang Perdagangan
Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, Penasihat Perdagangan
Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana
Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana
Berjangka, dan Pedagang Kontrak Berjangka yang selanjutnya disebut Pedagang
Berjangka.Badan usaha yang telah disebutkan di atas memiliki peranan yang
penting dalam pedagangan komoditi. Tanpa adanya badan usaha-badan usaha
tersebut maka transaksai perdagangan komoditi pun tidak akan berjalan bahkan
tidak ada perdagangan sama sekali.

Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi terdapat kegiatan-
kegiatan yang dilarang kecuali kegiatan tersebut didasarkan atau sesuai dengan
aturan yang ada di dalam Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No0.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi. Pelaksanaan perdagangan berjangka berdasarkan Pasal 50 dan 51
Undang-undang No0.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang
N0.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa

sebelum melakukan perdagangan komoditi atau mewakilkan nasabahnya, Pialang
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Berjangka harus mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan
mengenal perdagangan Berjangka dari Nasabahnya. Pialang berjangka juga wajib
menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan
Adanya Resiko serta membuat janji dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka
dapat menerima dana milik nasabah. Dalam perdagangan komoditi ini, Pialang
Berjangka berhak mengambil margin atau keuntungan dari transaks yang
dilaksanakan. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa uang maupun surat
berharga tertentu.

Dana dari nasabah wajib disimpan dalam rekening yang berbeda dengan
rekening Pialang Berjangka. Hal ini sudah dapat dipastikan supaya tidak terjadi
percampuran harta kekayaan dan menghindari kecurangan yang dapat dilakukan
oleh Pialang Berjangka. Dalam melakukan setiap transaksi, Pialang berjangka
harus telah menerima perintah dahulu dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk
secara tertulis untuk melakukan kegiatan transaksi.

Berkaitan dengan Penasihat Berjangka maka ia mempunyai kewajiban
yang hampir sama dengan Pialang Berjangka. Perbedaannya terletak pada nasabah
dan klien. Penasihat Berjangka juga wajib mengetahui latar belakang, keadaan
keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari klien.
Penasihat Berjangka dapat memberikan rekomendas untuk membeli dan menjual
Kontrak.

Para pihak yang mengambil andil dalam perdagangan komoditi seperti
Pidlang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka
wajib memenuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No.10 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi dan wajib menjamin kerahasiaan yang mereka miliki. Hal ini
sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang berisi sebagai berikut:

“Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana

Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai

Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang

mengungkapkan data dan informas tersebut, kecuali memperoleh
persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana
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Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku” .

2.2.2 Pengaturan Perdagangan Komoditi menurut Fatwa DSN No.82/DSN-
MUI/VI11/2011 tentang Perdagangan Komoditas berdasarkan Prinsip
Syariah

Pengaturan perdagangan Komoditi selain diatur dalam undang-undang
perdagangan berjangka komoditi diatur juga dalam fatwa DSN No0.82/DSN-
MUI/VI11/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di
Bursa Komoditi. Munculnya fatwa DSN ini menunjukkan bahwa perdagangan
komoditi sudah mulai mengarah kepada aturan yang berdasarkan prinsip syariah.

Daam Bagian Pertama Butir 5 fatwa DSN No0.82/DSN-MUI/V111/2011
tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi,
komoditi didefinisikan sebaga komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk
ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas
Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

Ada perbedaan pada definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi
pada undang-undang sebelumnya. Perbedaanya adal ah jika dalam undang-undang,
definis komoditi tidak hanya berkaitan dengan barang tetapi juga berkaitan
dengan jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap turunannya. Sedangkan pada
fatwa, definisi komoditi hanya berkaitan dengan barang. Hal ini dapat dilihat dari
ketersediaannya yang sudah dipastikan ada sebelum ditransaksikan.

Komoditi sebagal barang yang ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah,
maka membutuhkan sebuah tempat yang dinamakan Bursa untuk mengadakan
aktivitas Pasar Komoditi Syariah. Bursa yang dimaksudkan disini menurut Bagian
Pertama butir 1 fatwa DSN N0.82/DSN-MUI/V111/2011 adalah sebagal berikuit:

“PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah

memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi

Syariah” .

Menurut Bagian Pertama butir 12, 13, 14, 15, dan 19 fatwa DSN
N0.82/DSN-MUI/VI11/2011 selain akad murabahah yang digunakan pada
perdagangan komoditi syariah terdapat beberapa akad lain. Akad-akad tersebut
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adalah wa’'d, bai’, wakalah, dan mugayadhah. Berikut penjelasan dari akad-akad
yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan komoditi syariah.

Pertama, wa'd menurut fatwa DSN No.82 ini adalah janji sepihak yang
disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi. Dalam
ketentuan mekanisme perdagangan serah-terimafisik dan penjualan lanjutan, akad
wa’d ini akan terjadi ketika Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada
Peserta Komersial dan berjanji akan melakukan pembelian komoditi.

Kedua, bai’ adalah jua beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang
menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Hal ini akan terjadi
ketika Peserta Komersial membeli komoditi dari sgjumlah Peserta Pedagang
Komoditi dengan pembayaran tunai. Akad ketiga adalah murabahah, yaitu
penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Akad ini
digunakan ketika Peserta Komersiad menjual komoditi kepada Konsumen
Komaoditi dan ditkuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan. Dan Konsumen
Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran
sesual kesepakatan keduanya.

Ketiga, wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak
(muwakkil/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal
yang boleh diwakilkan. Penggunaan akad ini digunakan ketika penjual maupun
pembeli komoditi di Bursa ingin menggunakan jasa agen. Agen yang
dimaksudkan disini adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta Pedagang
Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta Komersial.

Akad yang terakhir adalah mugayadhah, yaitu salah satu bentuk jual beli
yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya. Pertukaran tersebut
adalah pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi
yang berbeda jenis. Akad ini digunakan ketika penyelesaian transaksi komoditi
antarPeserta Pedagang Komoditi.

Dalan Bagian Ketiga fawa DSN No0.82/DSN-MUI/VIII/2011 ini
mengatur mengenai hal perdagangan komoditi berdasarkan syariah. Ketentuan
tersebut beriss mengenai komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak

dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kemudian jenis, kuaitas, dan
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kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas, harus sudah ada (wujud) dan
dapat diserahterimakan secara fisik. Harga komoditi yang diperdagangkan pun
harus jelas dan disepakati pada saat akad (ijab kabul). Akad yang akan dilakukan
melalui penawaran dan penerimaan disepakati para pihak yang melakukan
perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa.

Ketentuan lainnya adalah penjual harus memiliki komoditi atau menjadi
wakil pihak lain yang memiliki komoditi. Penjual wajib menyerahkan komoditi
yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan.
Pembeli kemudian wajib membayar komoditi yang dibeli dari penjual dengan tata
cara dan waktu berdasarkan kesepakatan. Pembeli boleh menjual komoditi
tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi gabdh
haqgigi atau gabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.

Bagian Keempat fatwa DSN ini mengatur mengenai Bursa. Dalam
transaks perdagangan komoditi syariah Bursa wajib memenuhi ketentuan yang
telah diatur dalam fatwa DSN ini. Ketentuan tersebut berkenaan dengan peraturan
mekanisme perdagangan komoditi dan mekanisme akan terjadinya serah terima
fisk yang wajib dibuat oleh Bursa. Selain hal tersebut, Bursa wajib menyediakan
sistem perdagangan di Bursa, melakukan pengawasan terhadap perdagangan
komoditi dan bolen menetapkan pihak-pihak yang dapat turut serta dalam
perdagangan komoditi.

Bagian Kelima faiwa DSN No0.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengatur
mengenal mekanisme perdagangan dengan serah terima fisik. Perdagangan serah
terima fisik ini diawali dengan Konsumen Komoditi memesan komoditi kepada
Peserta Komersial. Kemudian, Peserta Komersial membeli komoditi dari Peserta
Pedagang Komoditi. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan berupa
Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui yang selanjutnya disebut dengan
SPAKT vyang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem. Setelah menerima SPAKT,
Peserta Komersiad menjual kepada Konsumen Komoditi dengan diikuti
penyerahan dokumen kepemilikan atau SPAKT dan menerima Komoditi yang
telah dipesan. Pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi kepada
Peserta Komersial adalah secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan. Pada
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mekanisme perdagangan dengan serah terima fisik, yang menjadi Konsumen
Komoditi adalah nasabah pembiayaan bank syariah.

Bagian Keenam fatwa DSN No0.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengatur
mengenai mekanisme perdagangan penjualan lanjutan. Pada dasarnya mekanisme
perdagangan dengan penjualan lanjutan sama dengan mekanisme perdagangan
serah terima fisik. Perbedaan keduanya terdapat pada Konsumen Komoditi yang
menjual kembali komoditi yang ia pesan dari Peserta Komersial kepada Peserta
Pedagang Komoditi. Konsumen Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan
lanjutan ini adalah bank syariah. Komoditi yang telah di pesan oleh bank syariah,
kemudian dijual kembali kepada Peserta Pedagang Komaoditi, hal ini dikarenakan
bank syariah tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas.
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BAB 3

PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(PUAS) DENGAN MENGGUNAKAN PIRANTI SERTIFIKAT
PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
ANTARBANK (SIKA)

3.1 Pengaturan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
Menurut Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia,
dan Fatwa DSN-M Ul

Ketentuan mengena Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
selanjutnya disebut PUAS saat ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
yang dikeluarkan pada tangga 30 Maret 2007 jo PBlI Nomor 14/1/PBI/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI1/2007 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia juga telah
mengeluarkan Surat Edaran sebagal ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis
dari PUAS itu sendiri, yaitu Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain PBI dan Surat Edaran,
PUAS juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Magéelis Ulama
Indonesia (MUI), yaitu fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) tanggal 23 Oktober 2002.

3.1.1 Pengertian dan Tujuan Dibentuknya PUAS

Dalam PBI, Surat Edaran, dan fatwa DSN memberikan definiss PUAS
yang tidak jauh berbeda antara satu sama lain. PBI Nomor 9/5/PBI1/2007 jo PBI
Nomor 14/1/PBI/2012 memberikan definis PUAS sebagai kegiatan transaksi
keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah
maupun valuta asing. Definis ini juga tercantum sebagaimana dalam Surat
Edaran Nomor 14/1/DPM tahun 2012 mengenai ketentuan pelaksanaan Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Menurut Bagian
Pertama butir 3 fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian PUAS
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adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.

Menurut fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/2002, PUAS dibentuk sebagai
saranainvestas antarbank syariah. Adanya PUAS ini bank syariah dapat terhindar
dari penanaman dana pada bank konvensional, sehingga menghindari
pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga. Dalam ketentuan umum
fatwa ini, PUAS tidak dibenarkan menjalankan transaks berdasarkan bunga.
Namun, melalui PUAS tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk
melakukan investasi pada bank syariah. Oleh karena itu, dalam PUAS ini yang
terlibat sebagai peserta tidak hanya bank syariah atau UUS pada bank
konvensional, tapi juga bank konvensional, walaupun hanya terbatas sebagai
investor (pihak yang mel akukan penanaman modal).

3.1.2 Ketentuan Khusus PUAS

Akad yang dapat digunakan dalam PUAS menurut fatwa DSN
N0.37/DSN-MUI/2002 adalah:

a Mudharabah (Mugaradhah)/Qiradh

b. Musyarakah
c. Qardh
d. Wadi’'ah
e. Al-Sharf

Pemindahan kepemilikan instrumen PUAS menggunakan akad-akad yang
disebutkan di atas dan hanya boleh dipindahtangankan 1 (satu) kali. Apabila salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara
para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah. Apabila
tetap tidak terdapat kesepakatan maka penyelesaian dapat dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syariah yang berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan mengenai akad seperti yang disebutkan dalam fatwa DSN di
atas tidak terdapat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/5/PBI/2007 jo PBI
No. 14/1/2012 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal
ini dikarenakan, menurut PBI tersebut bahwa akad yang digunakan tidak sebatas
pada akad yang telah disebutkan di atas, melainkan tidak menutup kemungkinan
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ada akad lain yang nantinya dapat diterapkan pada instrumen PUAS. Saat ini
Instrumen PUAS yang ada berdasarkan fatwa DSN MUI no.82/DSN-
MUI/VI11/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di
Bursa Komoditi adalah Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah Antarbank yang disingkat dengan SIKA. Sertifikat ini diatur oleh Bank
Indonesia mengenal karakteristik, mekanisme dan tata cara untuk penerbitannya,
yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012
tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.
Menurut Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, akad yang digunakan
didalamnya untuk bertransaksi perdagangan komoditi syariah di bursa komoditi
adalah akad murabahah.

3.1.3 Piranti PUAS

Menurut PBI  No0.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah, yang digunakan sebagai piranti dalam PUAS pada
saat itu adalah sertifikat Investas Mudharabah Antarbank (IMA). Dalam Pasal 1
butir 6 PBI No.2/8/PBI/2000, sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan
sebagal sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Menurut
Pasa 3 PBI No. 2/8//PBI/2000, sertifikat IMA merupakan satu-satunya piranti
dalam melakukan transaksi PUAS di Indonesia. PBI No0.2/8/PBI/2000 juga telah
mengalami perubahan pada beberapa pasal. Perubahan PBI tersebut diatur dalam
PBI No.7/26/PBI/2005 tentang Perubahan Atas PBI No0.2/8/PBI/2000 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Pasal 10 PBI N0.2/8/PBI/2000 mengatur mengenai perhitungan
imbalan bagi investor yang menanamkan dananya pada sertifikat IMA. Besarnya
imbalan sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang
disepakati. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat 2 menjabarkan mengena perhitungan
besarnya imbalan sertifikat IMA. Perhitungan tersebut menggunakan rumus
sebagal berikut:

X=PxRxt/360 x k
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Keterangan:

X = Besarnyaimbalan yang diberikan kepada bank penanam dana
P = Nilai nominal investasi

R = Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah

t = Jangkawaktu investasi

k = Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

Contoh dari perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA menurut
penjelasan Pasal 10 ayat 2 adalah sebagal berikui:

Misalnya pada Bank A, tingkat investasi imbalan deposito investas di
bulan Maret 2000 sebesar 8% untuk 1 bulan dan 8,5% persen untuk 3 bulan (R).
Tingkat investasi imbalan deposito di bulan April 2000 sebesar 9% untuk 1 bulan
dan 10% untuk 3 bulan (R). Tangga 3 Maret 2000, Bank B menanamkan dana
pada Bank A sebesar Rp 10 miliar (P) selama 10 hari (t) dan dengan nisbah bagi
hasil sebesar 70:30 (k). Pengembalian nomina investas terjadi pada tanggal 13
Maret 2000 dengan jumlah Rp 10 miliar. Oleh karena itu, imbalan sertifikat IMA
yang didapatkan oleh Bank B pada tanggal 3 April 2000 dihitung berdasarkan
rumus X= Rp 10 miliar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp 15,55 juta.

Pada tanggal 15 Maret 2000, Bank C menanamkan dana pada Bank A
sebesar Rp 20 miliar (P) selama 40 hari (t) dan dengan nisbah bagi hasil sebesar
75:25 (k). Pengembalian nomina investas terjadi pada tanggal 24 April 2000
dengan jumlah sebesar Rp 20 miliar. Pada tanggal 3 April 2000 imbalan yang
didapatkan oleh Bank C berdasarkan rumus di atas adalah Rp 20 miliar x 8,5% X
16/360 x 0,75= Rp 56.67 juta. Namun, dikarenakan pengembalian nominal
investasi pada Bank C jatuh pada bulan April maka tingkat imbalan deposito
investasi Mudharabah-nya pun juga berubah. Oleh karenaitu, tangga 1 Mei 2000
Bank C mendapatkan imbalan sertifikat IMA sebesar Rp 20 miliar x 10% x
24/360 x 0,75 = Rp 99,99 juta.

Penyerahan imbalan sertifikat IMA seperti yang tercantum pada Pasal 10
ayat 3 PBI N0.2/8/PBI/2000 diberikan pada hari kerja pertama bulan berikutnya,
tidak bisa diterima pada saat jatuh tempo.

Namun, saat ini PBlI No0.2/8/PBI1/2000 jo PBI No.7/26/PBI/2005 telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, diperbaharui dengan PBI No.
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9/5/PBI/2007 jo PBI No. 14/1/PBI1/2012 maka sertifikat IMA bukan lagi sebagai
piranti satu-satunya yang digunakan dalam transakss PUAS. Dalam PBI No.
9/5/PBI/2007 jo PBI No. 14/1/PBI/2012 tidak menjelaskan secara spesifik seperti
PBI sebelumnya mengenai jenis piranti yang digunakan dalam transaksi PUAS.
PBI baru tersebut hanya menggunakan istilah instrumen PUAS sgja.

Berdasarkan Pasal 3 PBI No0.9/5/PBI/2007 instrumen yang dapat
digunakan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank
Indonesia sebagai Instrumen PUAS. Menurut Pasal 1 butir 5 PBI No.
9/5/PBI/2007 jo Pasal 1 butir 7 PBI No. 14/1/PBI/2012 pengertian instrumen
PUAS adalah Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan
oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan
sebagal saranatransaksi di PUAS.

Menurut Pasal 2 ayat 1 PBI No. 9/5/PB1/2007 jo Pasal 2 ayat 1 PBI No.
14/1/PBI/2012, yang menjadi peserta PUAS adalah BUS, UUS, maupun bank
asing dan bank konvensional. Dijelaskan bahwa BUS dan UUS dapat mel akukan
kegiatan penempatan dana atau dapat melakukan kegiatan penerimaan dana.
Sedangkan Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan kegiatan
penempatan dana (Pasal 2A PBI No. 14/1/PBI1/2012). Pasal 2B PBI No.
14/1/PBI1/2012 menyatakan jika instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Asing
digunakan oleh BUS dan UUS dalam hal penempatan dana pada transaksi PUAS
maka wajib memenuhi prinsip syariah.

Berkaitan dengan sertifikat IMA di atas DSN MUI juga telah
mengeluarkan fatwa tersendiri, yaitu fatwa DSN N0.38/DSN-MUI/X/2002, yang
menjelaskan bahwa sertifikat IMA merupakan salah satu piranti yang dapat
digunakan dalam PUAS berdasarkan akad mudharabah. Saat ini sertifikat IMA
telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2102 mengenai Sertifikat
Investas Mudharabah Antarbank. Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis
bagi BUS, UUS, dan Bank Asing yang ingin menerbitkan Sertifikat IMA.

Menurut Bagian Kedua Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 mengatur
mengenal karakteristik dan persyaratan penerbitan sertifikat IMA. Karakteristik
dan persyaratan tersebut antaralain:

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah.
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2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.

3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless).

4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus enam

puluh lima) hari.

5. Dapat diaihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau

aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap.
Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar

penerbitannya.

Bagian Ketiga Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 mengatur tentang

mekanisme transaksi. Mekanisme tersebut sebagal berikuit:

1.

SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS.

2. SIMA dapat dibeli olen BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing.

SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan

menggunakan akad jual beli (al bai’) pada harga yang disepakati.

Penjual SIMA dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang

telah diaihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang

disepakati di awal.

Transaks pembelian SIMA dan transaks penjualan SIMA dapat dilakukan

secaralangsung dan/atau melalui Perusahaan Pial ang.

Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana

dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau

UUS menggunakan akad Ju’ alah.

Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain :

a. nila nominal investas;

b. jangkawaktu investasi;

C. nisbah (bagi hasil);

d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA vyaitu asset yang
memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak
tetap; dan
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e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat
imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai
dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.

8. Daam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir
harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.
9. Informas sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit

SIMA dalam membayar nominal investass pada saat jatuh waktu dan

pembayaran imbalan.

3.1.4 Tata Cara Permohonan Penerbitan Instrumen PUAS

Di dalam Pasal 3 PBI No. 9/5/PBI/2007 tercantum bahwa Instrumen
PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah Instrumen yang telah
diatur oleh Bank Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BUS dan
UUS dapat menerbitkan instrumen PUAS lainnya. Oleh karenaitu, BUS dan UUS
yang ingin mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS selain yang
telah diatur oleh Bank Indonesia tersebut wajib terlebih dahulu mengajukan
permohonan kepada Bank Indonesia dan harus sudah memperoleh fatwa
mengenai  kesesuaian Instrumen PUAS dengan prinsip syariah dari Dewan
Syariah Nasional.

Daam Bagian Kedua butir 2 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012,
maka pengauan permohonan penerbitan Instrumen PUAS harus dilengkapi
dengan dokumen-dokumen yang telah diatur didalamnya. Dokumen tersebut
antaralain:

a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasiona tentang Instrumen PUAS yang akan
diterbitkan.

b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap
Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.

c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling
kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak
yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen
PUAS tersebut.

d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan, dan
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e. informas dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk
menilai manfaat sertarisiko Instrumen PUAS tersebut.

Bagian Kedua butir 3 dan 4 Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012
tentang PUAS menyatakan bahwa bagi BUS yang mengaukan permohonan
penerbitan Instrumen PUAS maka surat permohonan tersebut ditandatangani oleh
direksi sedangkan bagi UUS, surat permohonan ditandatangani oleh direks kantor
pusat Bank Konvensional atau oleh kepaa UUS. BUS dan UUS yang telah
mengajukan permohonan penerbitan instrumen, keduanya juga harus melakukan
presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas
Instrumen PUAS yang akan diterbitkan oleh BUS dan UUS.

Berdasarkan Bagian Kedua butir 7 dan 8 Surat Edaran No. 14/1/DPM
tahun 2012 menyatakan bahwa BUS dan UUS hanya dapat menerbitkan
Instrumen PUAS tersebut apabila Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran
Bank Indonesia mengenai instrumen PUAS yang digukan oleh BUS dan UUS,
dan telah disetujui olen Bank Indonesia. BUS dan UUS lainnya yang ingin
menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS tersebut, maka tidak perlu
mengajukan permohonan baru selama Instrumen PUAS tersebut tidak berbeda
dengan Instrumen yang sudah ada. (Bagian Kedua butir 9 Surat Edaran No.
14/1/DPM tahun 2012).

Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya diatur oleh Bank
Indonesia sebelum jatuh waktu. Pengalihan dilakukan dengan menggunakan akad
jua beli (al-bai’) pada harga yang telah disepakati, kemudian penjua Instrumen
PUAS dapat berjanji (al wa'd) untuk membeli kembali instrumen yang telah ia
jual sesual harga yang disepakati di awal (Pasal 6 PBI no. 14/1/PBI1/2012).

Ha-ha lain yang diatur berkenaan dengan kegiatan transaks adalah
laporan kegiatan dan sanks yang dikenakan apabila terdapat pelanggaran.
Berkaitan laporan kegiatan transsks PUAS berdasarkan Pasal 7 PBI
No/9/5/PBI1/2007 maka segala transaks PUAS yang dilakukan oleh peserta PUAS
wajib melaporkan kepada Bank Indonesia. Periha sanksi bagi BUS dan UUS
yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administratif atau

sanksi lain berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp
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35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bergantung pada pelanggaran apa
yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.

Berikut ini Skema Tata Cara Penerbitan | strumen PUAS:

Dewan Syariah

) Bank Indonesia
Nasional

%

BUS dan UUS

@

Pada angka 1 menunjukkan bahwa BUS dan UUS yang ingin menerbitkan
Instrumen PUAS yang baru maka harus memperoleh fatwa Dewan Syariah
Nasional yang digjukan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian fatwa
DSN mengenal kesesuaian Instrumen PUAS dengan prinsip syariah tersebut
diterbitkan olen Dewan Syariah Nasiona (angka 2). Setelah BUS dan UUS
mendapatkan fatwa DSN mengenai Instrumen PUAS tersebut, keduanya
mengajukan surat permohonan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank
Indonesia. Dalam mengajukan surat permohonan tersebut BUS dan UUS juga
harus melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi fatwa DSN tentang
Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, opini syariah Dewan Pengawas Syariah
dari BUS dan UUS, penjelasan mengena karakteristik, skema transaksi, proses
akuntansi, pihak yang berwenang, kemudian pokok-pokok ketentuan dalam akad,
dan dokumen lainnya yang berguna untuk bisa menilai manfaat dan resiko dari
Instrumen PUAS tersebut (angka 3). Setelah pengajuan surat permohonan
tersebut, BUS dan UUS juga melakukan presentasi kepada Bank Indonesia untuk
mendapatkan persetujuan atas Instrumen PUAS (angka 3). Apabila bank
Indonesia menyetujui permohonan yang digjukan oleh BUS dan UUS maka Bank

Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Instrumen
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PUAS tersebut (angka 4). BUS dan UUS hanya dapat menerbitkan Instrumen
PUAS apabila Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang dimaksud.

3.1.5 Mekanisme Transaks Instrumen PUAS

Daam Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 tentang PUAS terdapat
mekanisme mengenai transaksi Instrumen PUAS. Transaks Instrumen PUAS ini
dilakukan oleh BUS dan UUS, maupun Bank Konvensiona dan Bank Asing
untuk ikut berperan serta didalamnya. Transaks Instrumen PUAS ini merupakan
transaks yang kepemilikan Instrumen PUA Snya dapat dipindahtangankan kepada
pihak lain. Syarat bagi BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing untuk
dapat mengalihkan kepemilikan atas instrumen tersebut adalah sebelum jatuh
waktu atas keberlakuan dari Instrumen tersebut.

BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing dalam melakukan
penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS dapat
menggunakan jasa Perusahaan Pialang (Bagian Ketiga butir tiga Surat Edaran No.
14/2/DPM tahun 2012). Terkait penjualan atau akan adanya pengalihan
kepemilikan Instrumen PUAS yang dilakukan BUS dan UUS maka keduanya
harus memberikan informas terkait Instrumen PUAS yang telah keduanya
terbitkan kepada BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing (Bagian Ketiga
butir empat Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012). Informasi terkait Instrumen
PUAS yang akan dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, dan Bank Asing,
kemudian jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya dan tata
cara pengalihannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bank Indonesia
yang mengatur Instrumen PUAS tersebut (Bagian Ketiga butir lima Surat Edaran
No. 14/1/DPM tahun 2012).

Menurut Bagian Keempat Surat Edaran No. 14/1/DPM tahun 2012 ini
setigp BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang telah melakukan kegiatan
transakss PUAS wajib melaporkan kegiatannya tersebut melalui sistem Laporan
Harian Bank Umum (LHBU), sesua dengan ketentuan yang mengatur sistem
LHBU tersebut. Sistem LHBU ini sebagai sarana pelaporan Bank kepada Bank
Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan

pengumuman dari Bank Indonesia.
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Ketentuan mengena sanks yang diatur dalam Surat Edaran tidak berbeda
dengan yang diatur dalam PBl N0.9/5/PBI1/2007. Hanya terdapat tambahan pada
sanksi kewgjiban membayar. Kewajiban membayar akan dilakukan dengan cara
Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah BUS atau UUS yang ada pada
Bank Indonesia

3.1.6 Perbandingan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
(PUAS) dengan Pasar Uang Antarbank secara Konvensional (PUAK)

Antara PUAS dan PUAK terdapat persamaan dan perbedaan di keduanya.

Pada prinsipnya terdapat persamaan antara PUAS dan PUAK antara lain sebagai

berikut: ®

a. Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan
perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, balk berupa kekurangan
maupun kelebihan likuiditas.

b. Keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis
Investas jangka pendek.

c. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit atau melalui kliring atau
bilyet giro Bl atau transfer dana secara el ektronis.

Perbedaan antara PUAS dan PUAK tampak pada beberapa hal, antaralain
sebagai berikut:*

a. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola
bagi hasil. Sedangkan PUAK seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku
bunga.

b. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan
peserta PUAK hanya bank konvensional.

c. Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah Instrumen PUAS sebagaimana
yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan piranti umum yang digunakan

PUAK adalah promes atau promissory notes.

8 Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti,
Bank dan asuransi ISsam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 147.

8 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 113.
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d. Instrumen dalam piranti PUAS, yaitu sertifikat IMA hanya dapat dialihkan 1
(satu) kali dan pada SIKA tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Sedangkan
terhadap promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh
tempo.

e. Risiko yang timbul dari aktivitas transaks pada PUAS relatif jauh lebih kecil
daripadatransaksi PUAK.

f. Sertifikat IMA sebagai piranti PUAS diterbitkan sebagai bukti bagi bank yang
melakukan investasi sehingga hanya dapat dialihkan satu kali. Piranti PUAS
lainnya, yaitu SIKA diterbitkan sebagali bukti pembayaran tangguh yang
dilakukan oleh bank syariah yang mengalami kesulitan pemenuhan likuiditas
sehingga tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Sedangkan promes
merupakan negotiable instrument, yang dapat dinegosiasikan oleh para pihak
hingga waktu jatuh tempo.

Berikut ini Tabel Perbandingan Antara PUAS dengan PUAK : %
No. PUAS PUAK
1. | Keuntungan berdasarkan bagi hasil | Keuntungan berdasarkan suku bunga
Peserta meliputi Bank Syariah dan :
2. _ Hanya Bank Konvensional
Bank Konvensional
Piranti yang digunakan adalah
3. Umumnya adalah promes
Instrumen PUAS
Pengalihan kepemilikan pada
4 piranti Sertifikat IMA hanya 1 kali Promes dapat dipindahtangankan
' dan SIKA tidak dapat dialihkan berulang kali sebelum jatuh tempo
kepemilikan
5. Risiko yang timbul lebih kecil Risiko lebih besar
5 Sertifikat IMA sebagai bukti atas Promes merupakan negotiable
" | adanyainvestasi dan SIKA sebagai instrument yang dapat dialihkan

% Ibid.
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bukti utang atas pembayaran dengan adanya negosiasi hingga
tangguh dalam memenuhi likuiditas waktu jatuh tempo

3.2 Pengaturan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip
Syariah Antarbank (SIKA)

3.2.1 Dasar Hukum Penerbitan SIKA

Pada sub bab sebelumnya telah membahas mengena Instrumen PUAS,
tata cara penerbitan Instrumen PUAS, dan mekanisme transaksi Instrumen PUAS.
Dalam tata cara penerbitan Instrumen PUAS berdasarkan Surat Edaran No.
14/1/DPM tahun 2012 bagi BUS atau UUS yang ingin menerbitkan Instrumen
PUAS baru waib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan
Instrumen PUAS. Jika Bank Indonesia menyetujui permohonan tersebut maka
Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang Instrumen
PUAS tersebut. Dalam Pasal 4 ayat 3 PBI No. 9/5/PBI/2007 menyatakan bahwa
Instrumen PUAS yang akan diterbitkan harus telah mempunya fatwa yang
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berkenaan dengan ha di atas maka dalam perdagangan komoditi
berdasarkan prisip syariah untuk menerbitkan Instrumen PUAS baru harus
melaui berbagal tahap yang telah ditetapkan dalam PBI, Surat Edaran, maupun
fatwa DSN. Dalam perdagangan komoditi syariah membutuhkan suatu Instrumen
PUAS baru untuk dapat bertransaksi didalamnya. Instrumen PUAS tersebut
adalah Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank,
selanjutnya disebut SIKA. SIKA diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun
2012. Surat Edaran ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai petunjuk teknis
dari PBI No. 9/5/PBI1/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBlI No. 14/1/PBI/2012. Pengaturan
SIKA dalam Surat Edaran tersebut mengacu pada fatwa DSN No. 82/DSN-
MUI/VI11/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah.
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3.2.2 Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang melakukan mekanisme transaksi SIKA adalah Peserta
Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, dan Konsumen Komoditi. Peserta
Pedagang Komoditi sendiri adalah peserta yang menyediakan persediaan (stock)
komoditi di pasar komoditi syariah (Bagian Pertama butir 10 Surat Edaran No.
14/3/DPM tahun 2012 tentang SIKA). Peserta Pedagang Komaoditi dapat berperan
serta sebagai penjual maupun pembeli. Berperan sebagai penjual  ketika
menjualkan komoditi kepada Peserta Komersial dan berperan sebagai pembeli
ketika Konsumen Komoditi menjual komoditi yang ia miliki kepada Peserta
Pedagang Komoditi. Peserta Komersial, menurut Bagian Pertama butir 11 Surat
Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli komoditi
di Bursa. Sedangkan Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli
komoditi di Bursa melalui Peserta Komersial (Bagian | butir 12 Surat Edaran No.
14/3/DPM tahun 2012).

3.23 Karakteristik dan Persyaratan SIKA

Untuk bukti dari jual beli komoditi yang dilakukan oleh pihak-pihak
seperti Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Komersial, dan Konsumen Komoditi
maka dibutuhkan suatu sertifikat perdagangan komoditi. Sertifikat ini diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum syariah (BUS) atau Unit Usaha
Syariah (UUYS). Sertifikat ini memiliki beberapa karakter dan persyaratan yang
harus dipenuhi sesuai dengan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 agar benar-
benar bisa diakui sebagai bukti jua beli.

Berdasarkan Bagian Kedua Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012,
SIKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar transeks jual beli Komoditi di Bursa dengan
menggunakan akad Murabahah.

2. Diterbitkan dalam rupiah.

3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless).

4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari.
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Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa.

Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi di Bursa yang
menjadi dasar penerbitannya.

Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SIKA harus halal dan tidak
dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SIKA harus
sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

3.24 Mekanisme Penerbitan SKA

Dalam Bagian Ketiga Surat Edaran No. 14 /3/DPM tahun 2012 tentang

Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank diatur

pula mengenai mekanisme penerbitan dan transaks Sika. Mekanisme dan

transaksi tersebut antaralain:

1.
2.

SiKA diterbitkan olen BUS atau UUS selaku Konsumen Komoditi.

SIKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan BUS, UUS, atau

Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

selaku Peserta Komersial.

Transaks SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan

Pialang.

Dalam hal transaksi SIKA dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana

dimaksud pada angka 3, maka penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud

menggunakan akad Ju’ alah.

SIKA memuat informasi antaralain :

a. nila nomina perdagangan Komoditi di Bursa sesua Surat Penguasaan
Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);

b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan

c. jangkawaktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.

Mekanisme Transaksi SIKA

a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial
untuk melakukan pembelian Komoditi di Bursa dan berjanji (al wa’d)
akan melakukan pembelian komoditi dimaksud.
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b. Peserta Komersid membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang
Komoditi dengan pembayaran tunai (al bai’) sebesar nilai nominal
komoditi.

c. PesertaKomersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT.

d. Peserta Komersia menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan
akad Murabahah.

e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh
atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad Murabahah dan menerbitkan
SIKA.

f.  Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam
bentuk SPAKT dari Peserta Komersia (Qabdh Hukmi).

g. Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada Peserta
Pedagang Komoditi secaratunal dengan akad al bai’ sebesar nilai nominal
komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.

h. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan SPAKT
yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf f.

I. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang
Komoditi.

7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaks dengan Peserta

Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh merupakan pihak yang sama.

Terlihat bahwa dalam mekanisme yang ada pada SIKA di atas merupakan
mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan kembali. Perdagangan
penjualan lanjutan dalam mekanisme di atas adalah sampai ketika Konsumen
Komoditi menjual kembali komoditi tersebut kepada Peserta Penjual Komoditi
dan Konsumen Komoditi akan menerima pembayaran tunal dari Peserta Pedagang
Komoditi. Hal ini berbeda dengan perdagangan serah terima fisik. Perdagangan
serah terimafisik ini hanya sampai pada Konsumen Komoditi menerima komoditi
dari Peserta Komersial.

Pada mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan yang menjadi
Konsumen Komoditi adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS) sedangkan dalam mekanisme perdagangan dengan penjualan serah terima
fisk yang menjadi Konsumen Komoditi adalah nasabah pembiayaan bank
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syariah. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai
Konsumen Komoditi boleh menjual kembali komoditi dikarenakan BUS atau
UUS yang turut serta tersebut mengalami kekurangan likuiditas dan pada
nyatanya BUS dan UUS memang tidak membutuhkan komoditi tersebut.
Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan Kembali di atas dapat
digambarkan sebagai berikut:

M ekanisme Per dagangan dengan Penjualan Lanjutan Kembali.®

Perserta Komersil @
(Bank Syariah/ > Peserta

Komoditi

Peserta
Bursa Pedagang
Berjangka
Jakarta

(BBJ)

Komoditi

L
®

Peserta

Pedagang

Konsumen Komoditi
Komoditi

(BUSUUS)

A

8 Mekanisme dibuat oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang kemudian dilengkapi
melalui wawancara dengan Bapak Kanny Hidaya selaku Wakil Sekretaris Dewan Syariah
Nasional (DSN) Mgjelis Ulama Indonesia (MUI).
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Melihat skema diatas dapat dijabarkan bahwa mekanisme perdagangan
dengan penjualan lanjutan kembali menggunakan beberapa akad untuk dapat
menjalankan transaksi komoditi syariah. Pada angka 1 terjadi kegiatan pemesanan
barang komoditi yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi, yaitu Bank Umum
Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Peserta Komersia yang
juga merupakan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau
Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Pada kegiatan pemesanan ini terjadi wa' d, yaitu janji sepihak yang dilakukan oleh
salah satu pihak untuk mengadakan adanya suatu transaksi .

Setelah adanya pemesanan dari Konsumen Komoditi kepada Peserta
Komersial, maka Peserta Komersial melakukan pembelian barang komoditi sesuai
yang diinginkan oleh Konsumen Komoditi ke Peserta Pedagang Komoditi. Peserta
Komersial melakukan pembelian tersebut dengan menggunakan akad jual beli
(ba'i biasa) atau pembayaran secara tunai. (dapat dilihat pada angka 2). Peserta
Komersial menerima dokumen kepemilikan berupa Surat Penguasaan Atas
Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui system. SPAKT
juga merupakan bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi.
Barang komoditi pun telah berpindah kepemilikannya dari Peserta Pedagang
Komoditi kepada Peserta Komersial (angka 3).

Peserta Komersial kemudian menjual  komoditi kepada Konsumen
Komoditi dengan menggunakan akad murabahah (angka 4). Barang komoditi pun
berpindah kepemilikan dari Peserta Komersia ke Konsumen Komoditi, yang juga
diikuti dengan penyerahan SPAKT. Namun, pembayaran yang dilakukan
Konsumen Komoditi adalah secara tangguh, tidak tunai seperti halnya Peserta
Komersial membayar kepada Peserta Pedagang Komoditi. Pembayaran secara
tangguh ini dilakukan juga berdasarkan kesepakatan bersama dalam akad
murabahah (angka5).

Setelah terjadi pemindahan kepemilikan barang komoditi, Konsumen
Komoditi segera menerbitkan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank, yang selanjutnya disebut SIKA. SIKA ini merupakan
bukti jual beli atas pembayaran tangguh yang dilakukan Konsumen Komoditi.

SiKa sendiri berisi informasi mengenai nilai nominal perdagangan Komoditi di
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Bursa sesua Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT), marjin
perdagangan Komoditi di Bursa, dan jangka waktu pembayaran tangguh oleh
Konsumen Komoditi.

Untuk memenuhi likuiditas, Konsumen Komoditi melakukan penjualan
Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai (akad ba’i). Peserta
Pedagang Komoditi disini bertindak sebagai wakil dari Bursa untuk membeli
Komoditi tersebut (akad wakalah). (angka 6). Peserta Pedagang Komoditi yang
bertindak sebagali pembeli tersebut tidak boleh sama dengan Peserta Pedagang
Komoditi yang melakukan transaksi pertama dengan Peserta Komersial.
Kemudian, Konsumen Komoditi menyerahkan Komoditi dengan mengalihkan
jaminan bahwa akan terjadi pengaihan fisik, yaitu SPAKT. Adanya penjualan
yang telah dilakukan Konsumen Komoditi maka Konsumen Komoditi berhak
mendapatkan pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi (angka 7).

Adanyajual beli komoditi secaratuna antara Konsumen Komoditi dengan
Peserta Pedagang Komoditi maka SPAKT telah berpindah kepemilikan pula
kepada Peserta Pedagang Komoditi. SPAKT yang telah dipegang oleh Peserta
Pedagang Komoditi menyebabkan Peserta Pedagang Komoditi berhak melakukan
apapun terhadap komoditi tersebut. Peserta Pedagang Komoditi dapat melakukan
penukaran komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi lainnya sesuai yang
dibutuhkan. Daam hal ini penyelesaian transaksi Komoditi antar Peserta
Pedagang Komaoditi tersebut dilakukan dengan akad mugayadhah (angka 8).

Setelah Konsumen Komoditi mendapatkan pembayaran tunai dari Peserta
Pedagang Komoditi, uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk
memenuhi likuiditasnya. Jika SIKA yang diterbitkan oleh Konsumen Komoditi
telah jatuh tempo maka Konsumen Komoditi harus segera membayar hutang
murabahahnya kepada Peserta Komersial sebesar nilai Komoditi ditambah marjin
perdagangan Komoditi di Bursa (angka9).

UNIVERSITAS INDONESIA
Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



65

BAB 4

ANALISIS TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH (PUAS) MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH
MELALUI PIRANTI SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK (SIKA)

4.1  Analisis Kesesuaian Akad Murabahah Pada Sertifikat Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) dengan
Ketentuan Hukum lslam

Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa
DSN No. 82/DSN-MUI/VI111/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank di Bursa Komoditi dan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya. Pada sub bab ini akan menganalisa akad murabahah yang terdapat
pada fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VI11/2011 dan Surat Edaran No. 14/3/DPM
tahun 2012 yang dikaitkan dengan ketentuan akad pada fatwa DSN No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 mengenai murabahah dan juga menganalisa pemenuhan rukun dan
syarat akad pada akad murabahah yang digunakan dalam Sertifikat Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA).

411 Analisis Kesesuaian Akad Murabahah Pada Fatwa DSN No. 82/DSN-
MUI/VIII/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM
yang Dikaitkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-M Ul/1' /2000

Akad murabahah telah diatur dalan fatwa DSN No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 yang didaamnya beris mengenai ketentuan umum akad
murabahah pada bank syariah, ketentuan umum akad murabahah pada nasabah,
jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran
dalam murabahah dan bangkrut dalam murabahah. Ketentuan-ketentuan akad
murabahah tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Jka dilihat pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah tersebut maka yang menjadi pihak adalah bank dan nasabah. Bank
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dalam hal ini akan membiayal pembelian barang baik seluruh ataupun sebagian
dari harga pembelian. Bank membeli barang sesuai dengan yang dipesan oleh
nasabah. Kemudian setelah bank memiliki barang tersebut bank akan menjual
kembali kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang
telah disepakati diawal. Nasabah juga harus membayar atas barang yang telah ia
pesan sebagai mana harga pembelian ditambah dengan keuntungan dan dibayarkan
sesuai waktu yang telah disepakati.

Dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VI111/2011, yang menjadi pihak
dalam akad murabahah tidak hanya bank syariah dengan nasabah pembiayaannya
tetatpi juga antara bank syariah dengan bank syariah. Dikaitkan dengan ketentuan
murabahah pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/1V/2000, pihak yang bertransaksi
adalah bank dengan nasabahnya maka ketentuan fatwa ini masih dapat dijadikan
acuan dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/V1i1/2011 yang pelaku transaksi
perdagangan komoditi syariah adalah bank syariah dengan nasabah
pembiayannya. Transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah
pembiayaan ini dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/V111/2011 dikatakan sebagai
mekanisme dengan penyerahan fisik barang. Pada mekanisme penyerahan fisik
ini, nasabah tidak dapat menjual kembali komoditi tersebut kepada Peserta
Penjual Komoditi karena dalam hal ini nasabah pembiayaan bukanlah pihak yang
turut sertadalam transaksi PUAS.

Transaks dalam fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VI111/2011 yang dilakukan
antara bank syariah dengan bank syariah merupakan transaksi dengan mekanisme
penjualan lanjutan. Penjualan lanjutan yang terjadi dilakukan oleh bank syariah
yang bertindak sebagai Konsumen Komoditi dikarenakan bank syariah tersebut
mengalami  kesulitan likuiditas (Liquidity Shortage). Bank syariah tersebut
membeli dari bank syariah yang mengalami kelebihan dana (Liquidity Surplus),
yang dalam hal ini adalah Peserta Komersial.

Pada Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, pihak yang diatur untuk
dapat bertransaksi dalam pasar uang antarbank dengan menggunakan akad
murabahah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan
Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
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Seperti yang telah dijelaskan maka pengaturan akad murabahah pada
fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar
untuk fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VI11/2011. Hal ini dikarenakan dalam fatwa
murabahah tersebut tidak mengatur secara keseluruhan apa yang terdapat pada
fatwa DSN 82/DSN-MUI/V111/2011. Berlaku pula pada SE No. 14/3/DPM tahun
2012 bahwa fatwa murabahah tidak dapat dijadikan acuan untuk akad murabahah
pada SE tersebut, yang mana digunakan untuk dapat bertransaksi dalam pasar
uang antarbank dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak
ada pihak nasabah pembiayaan yang turut serta dalam transaksi PUAS.

Oleh karena itu, aturan murabahah yang dijadikan pedoman dalam
bertransaksi perdagangan komoditi syariah adalah aturan yang berasal dari figih,
yang diatur secara umum. Aturan figih tidak mengatur secara spesifik pihak-pihak
yang terlibat di dalam akad murabahah, namun menjelaskan syarat-syarat yang
harus dipenuhi ketika akad murabahah tersebut digunakan.

4.1.2 Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad pada Akad Murabahah
yang Digunakan pada Sertifikat Perdagangan Komaoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SIKA)

Sebelum masuk kepada analisis pemenuhan rukun dan syarat akad pada
akad murabahah yang digunakan dalam transaksi perdagangan komoditi syariah
berdasarkan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, terlebih dahulu akan
dijelaskan mengenai dasar yang digunakan dalam bertransaks perdagangan
komoditi murabahah. Konsep atau dasar yang digunakan dalam bertransaksi
perdagangan komoditi murabahah ini merupakan penerapan dari konsep
tawarrug.?* Konsep tawarruq ini tidak hanya melibatkan dua pihak seperti bai
‘inah, melainkan minimal tiga pihak yang terlibat di dalam transaks tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ‘inah merupakan kegiatan yang
dilakukan seseorang, yang membutuhkan likuiditas membeli barang dengan cara

kredit namun menjual kembali barang tersebut kepada pemilik awal dengan harga

8 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanny Hidaya selaku Wakil Sekretaris
DSN MUI di Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia MUI) pada tanggal 14
Januari 2012.
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lebih rendah dari harga kreditnya. Terlihat bahwa transaksi dalam ‘inah tersebut
hanya terdapat dua pihak, yaitu penjua sekaligus pemilik pertama dan pembeli
yang sedang membutuhkan dana.

Dilihat dari konsep tawarruq yang melibatkan minimal tiga pihak dan
ketika melakukan penjualan kembali tidak kepada penjual pertama maka transaksi
perdagangan komoditi murabahah ini dapat dikatakan tidak mengarah kepada
kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan
komoditi syariah melibatkan tiga pihak, yaitu Konsumen Komoditi, Peserta
Komersial, dan Peserta Pedagang Komoditi.

Namun, permasal ahan muncul ketika jenis tawarrugq mana yang digunakan
dalam transaks tersebut, tawarrug munazzam atau tawarrug hakiki. Dalam
standar AAOIFI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tawarrug hakiki
(unorganized tawarrug) yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi yang
terjadi adalah secara natural, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pihak
ketiga.

Jika ditelaah |ebih lanjut transaksi dalam sertifikat perdagangan komoditi
berdasarkan prinsip syariah ini maka tawarruq yang diterapkan adalah tawarruqg
munazaam. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang turut serta dalam perdagangan
komoditi syariah telah ditentukan. Ini terlihat ketika Konsumen Komoditi tidak
dapat menjua Komoditi tersebut kepada pidak lain, hanya kepada Peserta
Pedagang Komersial. Selain itu, tidak terdapat perpindahan fisik barang
melainkan hanya sebatas pengalihan SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi
kepada Konsumen Komoditi.

Hal ini dapat dilihat pada transaksi berikut, yaitu bank syariah atau UUS
sebagai pihak Konsumen Komoditi yang mengalami kesulitan likuiditas memesan
barang atau komoditi kepada bank syariah lainnya sebagai pihak Peserta
Komersial, yang memiliki kelebihan likuiditas. Setelah Peserta Komersia
mendapatkan barang yang diinginkan Konsumen Komoditi beserta surat
kepemilikan barang tersebut, maka Peserta Komersial bisa menjual kembali
kepada Konsumen Komoditi dengan cara pembayaran tangguh sesuai dengan
kesepakatan mereka diawal perjanjian. Setelah Konsumen Komoditi mendapatkan
surat kepemilikan barang dari Peserta Komersial maka Konsumen Komoditi dapat
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menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga melalui Bursa, yang
tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Terlihat bahwa dalam transaksi
diatas tidak terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli. Perpindahan
yang terjadi hanya sebatas pada surat kepemilikan barang sgja. Praktek tawarruq
munazzam dapat dikatakan sebuah proses untuk mendapatkan uang tunai dimana
transaksi jual belinya hanya sebatas di atas kertas.

Setelah membahas mengenai dasar yang digunakan dalam bertransaksi
perdagangan komoditi syariah maka selanjutnya membahas mengenai beberapa
akad yang digunakan untuk dapat menjalankan transaksinya. Namun, sesuai
dengan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, yang didalamnya menyatakan
bahwa akad yang digunakan adalah akad murabahah maka akad yang menjadi
sorotan utama adalah akad murabahah. Oleh karena itu, dalam anak sub bab ini
akan membahas pemenuhan rukun dan syarat akad dari akad jual beli murabahah
yang terdapat dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dilihat
dari segi subjek, objek sertaijab dan kabul.

1. Subjek

Berkenaan dengan subjek pada komoditi syariah, yang menjadi subjeknya
adalah manusia dan badan hukum. Dalam sertifikat perdagangan komoditi
berdasarkan prinsip syariah terdapat pihak-pihak yang melakukan transaksi
kegiatan perdagangan komoditi, antara lain Peserta Pedagang Komoditi, Peserta
Komersial, Konsumen Komaoditi, Bursa, dan Perusahaan Pialang.

Pihak yang dapat dikategorikan orang atau manusia adalah Peserta
Pedagang Komoditi. Peserta Pedagang Komoditi seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya dalam SE No. 14/3/DPM tahun 2012 merupakan peserta yang
menyediakan persediaan (stock) komoditi di pasar komoditi syariah. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh manusia
untuk bisa menjadi subjek yang sah dalam bertransaksi pada komoditi syariah
adalah:

1. Aqil, yaitu orang yang harus berakal sehat
2. Tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk
3. Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan
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Jika dikaitkan dengan subjek pada komoditi syariah maka Peserta
Pedagang Komoditi telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Jika Peserta Pedagang
Komoditi tidak memenuhi ketiga syarat tersebut maka ia tidak dapat menjadi
subjek yang sah dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan
juga pastinya ia tidak akan bisa menjalankan aturan man yang ada pada
perdagangan komoditi dengan baik. Selan Peserta Pedagang Komoditi,
Konsumen Komoditi juga dapat dikategorikan sebagai manusia dikarenakan yang
menjadi subjeknya adalah nasabah Bank Syariah yang menabung di bank tersebut.
Namun, karena aturan yang digunakan spesifik mengacu pada SE No. 14/3/DPM
tahun 2012 mengenai SIKA maka Konsumen Komoditi yang dalam hal ini adalah
nasabah Bank Syariah tidak akan ditelaah Iebih jauh lagi.

Pihak selanjutnya adalah Peserta Komersial, Konsumen Komoditi, dan
Bursa. Ketiga pihak tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan
badan hukum. Syarat badan hukum untuk dapat menjadi subjek yang sah dalam
bertransaksi seperti yang telah dijelaskan adalah badan hukum tersebut dianggap
dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan
hubungan terhadap orang lain dan badan hukum lainnya.

Ketiga badan hukum tersebut sudah pasti memiliki hak-hak dan
kewajiban. Pertama, Peserta Komersial dalam hal ini mempunya hak, yaitu
mendapatkan keuntungan dari perwakilan yang ia lakukan ketika membeli
komoditas pada Bursa Komoditi dan kewajibannya adalah membeli komoditi
sesual dengan yang dipesan oleh Konsumen Komoditi. Kedua, Konsumen
Komoditi mempunyal hak yaitu mendapatkan komoditi yang ia pesan dari Peserta
Komersial disertai dengan penyerahan dokumen kepemilikan dan kewajibannya
adalah membayar kepada Peserta Komersia secara tangguh atau angsuran
ditambah marjin atau keuntungan sesuai yang telah disepakati. Ketiga, Bursa
mempunyal hak yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan komoditi dan
kewgjibannya adalah menyediakan komoditi untuk ditransaksikan dalam pasar
uang antarbank.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka ketiga pihak tersebut mempunyai
hak-hak yang dapat mereka tuntut, mempunyal kewajiban-kewajiban yang harus

mereka penuhi dan mempunyai hubungan dengan orang maupun badan hukum
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lainnya untuk melakukan suatu kegiatan yang telah mereka sepakati bersama.
Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut dapat dikatakan sebagal subjek yang sah
untuk dapat melakukan transaksi dalam pasar uang antarbank.

2. Objek

Dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini, objeknya
adalah komoditi, yang ketersediannya dapat ditransaksikan di pasar komoditi
syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas persetujuan Dewan Syariah
Nasional, kecuali indeks dan valuta asing. Objek dalam perdagangan komoditi
berdasarkan prinsip syariah ini harus jelas, dapat dikenali, betul-betul telah
menjadi milik orang yang melakukan transaksi, sudah berada dalam kekuasannya
dan dapat diserahterimakan.

Berkenaan dengan syarat objek yang harus jelas dan dapat dikenali maka
komoditi yang akan diperdagangkan ini telah memenuhi syarat. Komoditi yang
diperjualbelikan dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini
untuk sementara adalah berhubungan dengan pertanian seperti kakao (cokelat),
kopi, kacang mete, dan crude palm oil.

Berkenaan dengan syarat objek yang dapat diserahterimakan, maka
melihat mekanisme yang terjadi dalam perdagangan komoditi syariah ini maka
komoditi sebaga objek tidak diserahterimakan secara nyata, hanya melalui surat
kepemilikan. Dikaitkan dengan syarat objek lainnya, yaitu bahwa barang yang
diperjualbelikan harus dikuasai atau sudah dimiliki oleh pihak yang akan menjual
barang tersebut maka komoditi dalam perdagangan komoditi syariah ini sudah
dimiliki oleh Peserta Pedagang Komoditi di Bursa. Hal ini dibuktikan dengan
adanya survey yang dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional ke gudang-
gudang penyimpanan komoditi tersebut. Jika Peserta Pedagang Komoditi itu tidak
memiliki komoditi yang iajual makatidak sah akad jual beli.

Melihat komoditi yang diperjualbelikan dalam jumlah yang sangat besar
maka tidak memungkinkan untuk memindahkan komoditi tersebut ke tempat lain
atau diserahterimakan secara nyata. Sehingga untuk melakukan jual beli atas
komoditi tersebut dapat diwakili oleh surat kepemilikan atas komoditi. Pada
perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini menggunakan SPAKT
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(Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui) sebagai bukti kepemilikan dan
penguasaan dari komoditi tersebut.

Pengalihan SPAKT ini jika dikaitkan dengan gabdh hukmi (penguasaan
komoditi melalui dokumen kepemilikan) maka berakibat pula pada objek
komoditi, yaitu terhadap komoditi tersebut dapat dilakukan tindakan hukum
seperti menjual atau mendapatkan manfaat dari komoditi. Menurut para ulama
kontemporer, menjual suatu barang diperbolehkan melalui dokumen kepemilikan
apabila barang yang diperjuabelikan tersebut benar-benar telah berada dalam
kekuasannya. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadist Nabi yang menyatakan
bahwa “janganlah menjual barang jika belum di gabdh-kan”. Melalui hadist Nabi
inilah para ulama kontemporer memperbolehkan jua beli barang melalui
dokumen kepemilikan.

Oleh karena itu, meskipun tidak terjadi penyerahan fisk secara nyata
dalam perdagangan komoditi syariah ini maka objek yang ditransaksikan tetap
dapat dikatakan sah. Hal terpenting yang perlu dilihat adalah komoditi tersebut
harus benar-benar dimiliki oleh penjual dengan dibuktikan secara nyata dan
adanya surat kepemilikan atas objek tersebut yang menandakan bahwa sudah
berada pada kekuasaan si penjual.

3. ljab dan kabul

Kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan ijab dan kabul. ljab
dan kabul terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam perdagangan komoditi
syariah khususnya yang telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun
2012, yang menggunakan akad murabahah maka yang menjadi penjual adalah
Peserta Komersial dan yang menjadi pembeli adalah Konsumen Komoditi.

Daam transaksi SIKA ijab disampaikan oleh pihak Konsumen Komoditi
yang menyatakan bahwa akan memesan komoditi dan membayar secara tangguh
atau angsuran terhadap komoditi yang dipesan dari Peserta Komersial. Sedangkan
kabul disampaikan oleh Peserta Komersial sebagai tanda menerima atas
pernyataan yang disampaikan olen Konsumen Komoditi. Peserta Komersia
berhak mendapatkan imbalan dari harga pokok ditambah keuntungan.
Keuntungan yang diperoleh oleh Peserta Komersia ini juga disampaikan dalam
ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak yang
melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini, yang harus
dipenuhi agar memiliki akibat hukum.®
1. Jala’'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
Berkenaan dengan tujuan yang dikehendaki harus jelas maka tujuan dalam
transaks perdagangan komoditi syariah ini telah memenuhi syarat ini. Hal ini
terlihat pada tujuan yang hendak dicapai oleh Konsumen Komoditi dan
Peserta Komersial. Konsumen Komaoditi, yakni bank syariah yang mengal ami
kesulitan likuiditas memesan komoditi kepada Peserta Komersial. Kemudian
komoditi tersebut dijua kepada Peserta Pedagang Komoditi guna
mendapatkan uang tunai. Pada Peserta Komersial, yakni bank syariah yang
mengalami kelebihan likuiditas membeli pesanan komoditi yang dibutuhkan
Konsumen Komoditi. Setelah Peserta Komersial mendapatkan komoditi,
komoditi tersebut dijua kepada Konsumen Komoditi. Transaks yang terjadi
antara Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi ini adalah jual beli dengan
menggunakan akad murabahah.

2. Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antaraijab dan kabul.
Kesesuaian ijab dan kabul dalam transaksi perdagangan komoditi syariah ini
juga terpenuhi. Dalam hal ini ijab disampaikan oleh Konsumen Komoditi
yang menyatakan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya
melalui Peserta Komersial. Sedangkan kabul disampaikan oleh Peserta
Komersial sebagai tanda persetujuan atas pernyataan kehendak dari
Konsumen Komoditi.

3. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para
pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
Syarat ketiga ini juga telah terpenuhi dalam transaksi perdagangan komoditi
syariah. Kehendak para pihak telah disampaikan secara pasti, dan tidak
terpaksa. Hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh Peserta Komersial
dengan Konsumen Komoditi sama sama memberikan timbal balik yang
menguntungkan bagi kedua pihak.

8 Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah” .., him. 253
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Dikaitkan antara perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah
dengan syarat-syarat akad murabahah pada umumnya seperti yang telah
disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui harga pertama

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang yang memiliki varian yang
serupa

4. Tansaks yang pertama hendaknya sah

5. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak
menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama

Terlihat bahwa dalam pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan
prinsip syariah, yaitu Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 telah memenuhi
syarat-syarat akad di atas. Berkenaan dengan penjual memberi tahu biaya modal
kepada pembeli, kontrak harus bebas riba dan penjua harus menjelaskan kepada
pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli serta penjual harus
menyampaikan semual hal yang berkaitan dengan pembelian, semua hal tersebut
telah diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Didalam Surat Edaran
No. 14/3/DPM tahun 2012 tercantum bahwa SIKA memuat informasi antaralain :

a.nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesual Surat Penguasaan

Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);

b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan
c. jangkawaktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi.

4.2 Analisis Perbandingan Antara Sertifikat Investass Mudharabah
Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA)

Mengenai sertifikat IMA seperti yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, bahwa sertifikat ini merupakan sertifikat yang digunakan sebagai
sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Sertifikat IMA ini
diatur dalam PBI No. 2/8/PBI/2000 jo PBI No. 7/26/PB1/2005, namun kedua PBI
sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam PBI N0.9/5/PBI1/2007 jo PBI No.
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14/1/PBI/2012 ini sertifikat IMA bukan lagi sebagai instrumen satu-satunya yang
digunakan dalam bertransaksi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip
syariah. Selain kedua PBI tersebut, sertifikat IMA juga diatur dalam Surat Edaran
No. 14/2/DPM tahun 2012 sebagai petunjuk teknis dari PBI.

Sedangkan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah,
selanjutnya disebut SIKA diatur dalam Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Surat Edaran ini mengatur
mengenai pihak-pihak, karakteristik, dan mekanisme penerbitan SIKA.

Dalam sub bab ini membahas mengenai perbandingan antara Sertifikat
Investass Mudaharabah Antarbank (SIMA) dengan Sertifikat Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) ditinjau dari para pihak,
karakteristik, mekanisme, serta cara perhitungan besarnya imbalan atau
keuntungan yang didapat. Perbandingan keduanya dilihat berdasarkan ketentuan
yang terdapat dalam masing-masing fatwa DSN dan Surat Edaran.

421 ParaPihak

Pada sertifikat IMA, berdasarkan fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002
tentang Sertifikat Investas Mudharabah Antarbank dikatakan bahwa yang
menjadi pelaku transaksi, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank
Syariah dalam hal ini menjadi pemilik atau penerima dana dan Bank
Konvensional hanya sebaga pemilik dana. Dalam pengaturan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 14/2/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Investass Mudharabah
Antarbank, yang menjadi para pihak adalah Bank Konvensional, Bank Umum
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Asing yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Perusahaan Pialang. Terlihat dari
kedua pengaturan tersebut bahwa terdapat tambahan pihak atau pelaku transaks,
yaitu Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Asing dan Perusahaan Pialang.

Menurut Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 pada Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) terdapat
para pihak antara lain yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah
(UUS), Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
dan Perusahaan Pialang. Di dalam SIKA ini juga terdapat istilah lain untuk para
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pelaku transakss SIKA antara lain Peserta Pedagang Komoditi, Peserta
Komersial, dan Konsumen Komoditi.

Persamaan dan perbedaan dari kedua instrumen terlihat dari penjabaran di
atas. Persamaan pihak yang turut serta dalam perdagangan komoditi syariah
antara sertifikat IMA dan SIKA adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha
Syariah, Bank Asing berdasarkan prinsip syariah, dan Perusahaan Piaang.
Sedangkan perbedaannya adalah pada sertifikat IMA terdapat pihak Bank

Konvensiona dan SIKA, Bank Konvensional tidak turut serta dalam transaksi.

4.2.2 Karakteristik

Pengaturan karakteristik sertifikat IMA dan SIKA sudah dijelaskan pada
bab sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran No. 14/2/DPM tahun 2012 dan Surat
Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012, sertifikat IMA dan SIKA memiliki persamaan
antara lain sama-sama dapat diterbitkan dalam rupiah, dapat diterbitkan dengan
atau tanpa warkat, berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga
ratus enam puluh lima) hari.

Dilihat dari kedua karakteristik antara sertifikat IMA dengan SIKA, maka
ada beberapa perbedaan antaralain:

1. Daam sertifikat IMA transaks berdasarkan akad mudharabah, sedangkan
pada SiIK A akad yang digunakan adalah akad murabahah.

2. Sertifikat IMA dapat diterbitkan menggunakan rupiah dan valuta asing,
sedangkan pada SIKA hanya dapat diterbitkan menggunakan rupiah.

3. Mengenal pengalihan kepemilikan, pada sertifikat IMA dapat dialihkan
sebelum jangka waktunya. Pada SIKA, tidak terdapat pengalihan
kepemilikan.

4. Penerbitan pada sertifikat IMA didasarkan pada asset yang memiliki imbal
hasil tetap maupun tidak tetap, sedangkan pada SIKA didasarkan pada
perdagangan Komoditi di Bursa.

5. Sertifikat IMA paling banyak diterbitkan sebesar nilai asset yang menjadi
dasar penerbitannya, dan pada SIKA penerbitannya paling banyak

didasarkan pada nilai perdagangan Komoditi di Bursa.
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Pada SIKA terdapat pengaturan mengenai Komoditi harus halal dan tidak
dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang mana komoditi
tersebut yang akan diperjualbelikan sebagal dasar penerbitan SIKA.

Dalam karakteristik SIKA juga mengatur mengenai perdagangan Komaoditi
di Bursa harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

M ekanisme

Berkenaan dengan mekanisme transaks sertifikat IMA dan SIKA maka

keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persaman keduanya adalah
dalam menerbitkan kedua instrumen tersebut dilakukan oleh Bank Umum Syariah
atau Unit Usaha Syariah, transaks keduanya dapat dilakukan secara langsung
dan/atau melalui Perusahaan Pialang, dan jika transaksl keduanya melalui

Perusahaan Pialang maka menggunakan akad ju’alah

Dilihat dari kedua Surat Edaran yang mengatur keduanya maka terdapat

perbedaan. Perbedaan keduanya antara lain sebagai berikuit:

1. Dalam SIKA terdapat istilah Konsumen Komoditi, Peserta Komersia dan

Peserta Pedagang Komoditi. Konsumen Komoditi dalam hal ini adalah
BUS atau UUS. Peserta Komersial adalah BUS, UUS dan Bank Asing
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sertifikat IMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional atau
Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah. Sedangkan SIKA dapat ditransaksikan dengan BUS, UUS dan
Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
selaku Peserta Komersial. Dalam SIKA, Bank konvensiona tidak
termasuk pihak yang dapat bertransaksi dalam melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan komoditi.

Dalam mekanisme sertifikat IMA dinyatakan bahwa sertifikat tersebut
dapat diaihkan kepemilikannya sebelum jatuh tempo dan cara
pengalihannya menggunakan akad jual beli sesuai dengan harga yang telah
disepakati. Sedangkan dalam mekanisme SiKA tidak disebutkan mengenai
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pengalihan kepemilikan, dikarenakan SIKA sendiri tidak dapat dialihkan
kepemilikannya.

4. Mekanisme sertifikat IMA menyatakan bahwa penjua dapat berjanji untuk
membeli sertifikat IMA yang telah dialihkan.

5. Dalam ha memuat informasi pada dasarnya sertifikat IMA dan SIKA
adalah sama, yaitu mengenal nilai nominal, jangka waktu, dan nisbah pada
sertifikat IMA atau marjin pada SIKA. Selain ketiga ha tersebut, ada 2
(dua) tambahan pada sertifikat IMA, yaitu mengenai jenis asset yang
menjadi dasar penerbitan sertifikat IMA dan tingkat imbalan sebelum
didistribusikan sesuai dengan jenis asset yang menjadi dasar penerbitan
sertifikat IMA tersebui.

4.2.4 Cara Perhitungan Besarnya I mbalan atau Keuntungan

Daam mendapatkan imbalan atau keuntungan dari sertifikat IMA dan
SIKA keduanya memiliki penghitungan berbeda. Didalam sertifikat IMA seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa didalam PBI No. 2/8/PB1/2000 memiliki
rumus penghitungan besarnya imbalan, yaitu X = P x R x t/360 x k dan imbalan
diberikan pada hari pertama kerja bulan berikutnya. Sedangkan pada SIKA
imbalan yang didapat berasal dari selish harga perolehan dengan ditambah
keuntungan yang telah disepakati bersama dan imbalan tersebut diterima pada saat
jatuh tempo.

Dilihat dari rumus sertifikat IMA bahwa penghitungan besarnya imbalan
didasarkan pada besarnya jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito
investass Mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah
bagi hasil yang disepakati. Pemberian imbalan tersebut diberikan pada hari kerja
pertama bulan berikutnya sehingga tidak bisa diterima pada waktu jatuh tempo.
Oleh karena itu, sertifikat IMA kurang menarik bagi investor PUAS, yang terdiri
tidak hanya Bank Syariah tetapi juga Bank Konvensional.
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Secara lengkap penjabaran mengenai perbedaan antara sertifikat IMA
dengan SIKA untuk |ebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel perbandingan antara sertifikat IMA dengan SIKA:

No. Perbandingan Sertifikat IMA SIKA
) - Saranainvestas Bukti jual beli dengan
1. | Fungs Sertifikat _
jangka pendek pembayaran tangguh
Dimungkinkan
adanya Bank
K onvensional Tidak dimungkinkan
2. Para Pihak
selain BUS, UUS, adanya Bank
Bank Asing dan Konvensional
Perusahaan Pialang.
X Akad yang Berdasarkan akad Berdasarkan akad
' Digunakan mudharabah murabahah
Dapat diterbitkan
dengan Hanya diterbitkan
4. | CaraPenerbitan menggunakan dengan menggunakan
rupiah dan valuta rupiah
asing
Dapat dialihkan \ o
Pengalihan i Tidak dapat dialihkan
5. . kepemilikannya 1 .
Kepemilikan _ kepemilikannya
(satu) kali
didasarkan pada
asset yang memiliki | didasarkan pada
6. | Dasar Penerbitan imbal hasil tetap perdagangan Komoditi
maupun tidak tetap di Bursa
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_ i |.ng benyak Penerbitannya paling
diterbitkan sebesar banyak didaserkan pada
1. Penerbitan nilai asset yang o
. nilai perdagangan
menjad dasar Komoditi di Bursa
penerbitannya
nilai nominal
investasi, jangka nilai nominal
waktu investasi perdagangan Komoditi,
Informasi yang | Msvah, mengenal jangkawaktu
. Ditampilkan jenis asset dan pembayaran tangguh,
tingkat imbalan dan marjin
sebelum perdagangan Komoditi
didistribusikan. pada SIKA
berasal dari selisih
Perhit berdasarkan jumlah | harga perolehan dengan
er hitungan
9 Lmbal ’ investasl yang ditambah keuntungan
mbalan
dilakukan yang telah disepakaii
bersama
diberikan pada hari
Waktu kerja pertama bulan
10. Pemberian berikutnya sehingga diterima pada saat jatuh
Imbalan tidak bisa diterima tempo.

pada waktu jatuh

tempo
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BAB 5
PENUTUP

Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal sebagal berikut:

1) Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam maka

2)

subjek, objek, dan ijab dan kabul pada akad murabahah yang digunakan
dalam perdagangan komoditi syariah telah sesuai dengan prinsip syariah
yang berlaku. Hanya sgja dalam penerapan akad murabahah pada fatwa
DSN No0.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai  perdagangan komoditi
berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012
tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
yang disebut dengan SIKA jika dikaitkan dengan ketentuan fatwa DSN
No. 04/DSN-MUI/IV/2002 tentang murabahah maka pengaturan akad
murabahah dalam fatwa DSN tersebut tidak dapat digunakan pada Surat
Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012. Hal ini dikarenakan dalam Surat
Edaran No. 14/3/DPM tahun 2012 yang menjadi para pihaknya adalah
bank dengan bank, bukan bank dengan nasabah pembiayaannya. Oleh
karena itu, aturan akad murabahah yang digunakan mengacu pada aturan
figih.

Berdasarkan perbandingan antara sertifikat IMA dengan SIKA seperti
yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan mengenai kelebihan dan
kekurangan penggunaan piranti  Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA) pada Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Kelebihan dari penggunaan SIKA
adalah jumlah imbalan yang didapatkan lebih pasti, dapat diterima pada
saat jatuh tempo, dan bank syariah lebih cepat mendapatkan uang tunai
dadam memenuhi kebutuhan likuiditas. Sedangkan kekurangan
penggunaan SIKA adalah dalam pengaturan Surat Edaran No. 14/3/DPM
tahun 2012 tidak mengatur mengenai sanks yang dikenakan bagi Peserta
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Pedagang Komoditi apabila pihak tersebut adalah pihak yang sama ketika

bertransaksi dengan Peserta Komersial maupun Konsumen Komoditi.

Saran
Berdasarkan pemaparan keseluruhan isi dan kesimpulan tersebut maka

penulis menyarankan agar:

1. Adanya Instrumen PUAS yang baru, yaitu SiKA diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan likuiditas di perbankan syariah secara cepat, efektif
dan efisien. Bagi pihak-pihak seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha
Syariah atau Bank Asing yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah, yang akan melakukan transaks perdagangan komoditi syariah
juga diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal
ini dikarenakan agar transaks tersebut tetap sesual syariah, tidak hanya
sebagal alat untuk menutupi sesuatu yang tidak sesuai syariah. Oleh
karena itu, aturan figih yang sudah ada dapat dijadikan sebaga pedoman
atau pengontrol formal legal hukum dan juga pengontrol moral etika
masyarakat.

. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan komoditi dengan penjualan

lanjutan, diperlukan suatu pengaturan yang pasti pada Peserta Pedagang
Komoditi. Hal ini dikarenakan agar pihak Peserta Pedagang Komoditi
dalam transaks perdagangan komoditi syariah tidaklah pihak yang sama
ketika bertransaksi dengan Konsumen Komoditi maupun Peserta
Komersial.

. Terkait dengan perdagangan komoditi syariah ini yang menggunakan akad

murabahah maka diharapkan nantinya akan ada fatwa murabahah yang
baru atau melengkapi fatwa murabahah yang lama agar dapat ditujukan
kepada semua pihak. Dalam hal ini, tidak hanya antara bank dengan
nasabah pembiayaannya akan tetapi juga antara bank dengan bank.
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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /DPM tanggal 4
Januari 2011 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat
Investasi Mudharabah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank

Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :
1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional.

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah
Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari
bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang
selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan
Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah
dan valuta asing.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan
jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing.

Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang
digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Sertifikat Investasi Mudaharabah Antarbank yang selanjutnya
disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau
UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di
PUAS dengan akad mudharabah.

9. Mudharabah ...
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II.

9. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana
(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk
melakukan kegiatan wusaha tertentu, dengan pembagian
menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss
sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati
sebelumnya.

10. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan tertentu (9wadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah)
yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

11. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut
Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank
Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar

uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIMA

SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah.

2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.

3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless).

4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga
ratus enam puluh lima) hari.
Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.
Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil
tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap.

7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi

dasar penerbitannya.

III. MEKANISME ...
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[II. MEKANISME TRANSAKSI

SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS.

2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau
Bank Asing.

3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu
dengan menggunakan akad jual beli (al bai) pada harga yang
disepakati.

4. Penjual SIMA dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali
SIMA yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka
3 pada harga yang disepakati di awal.

5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat
dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan
Pialang.

6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang
sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan
Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad Ju’alah.

7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara
lain :

nilai nominal investasi;

a
b. jangka waktu investasi;

O

nisbah (bagi hasil);

e

jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu aset
yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki
imbal hasil tidak tetap; dan
e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau
indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada
bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar
penerbitan SIMA.
8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA
terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA.

9. Informasi ...
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9.

Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan

oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada

saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1.

Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer

dana kepada penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA.

Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan

transfer dana kepada pembeli SIMA:

a. sebesar nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA
yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal
hasil tetap.

b. sebesar nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan
dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap

Untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki

imbal hasil tidak tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.,

pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan

berikutnya setelah SIMA jatuh waktu.

Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh

waktu dengan menggunakan akad jual beli (al bai), pembeli

SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar

harga yang disepakati.

Dalam hal SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh

waktu dengan akad jual beli (al bai) dan penjual SIMA berjanji

(al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan

tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pada awal transaksi, para pihak yang bertransaksi
menyepakati harga pada saat penjualan SIMA dan harga
pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli

kembali .

b. Penjual ...
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VI.

b. Penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali
SIMA dengan menandatangani dokumen janji untuk
membeli kembali yang terpisah dari dokumen perjanjian
jual beli.

c. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan
transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang
disepakati.

d. Pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli
kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana kepada

pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal.

PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi
SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia
melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai LHBU.

PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret
2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 4 Januari 2012.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Baard - indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Iax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 37/DSN-MUI/X/2002

Tentang

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

) e A
Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas
disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan
penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi
karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada
pihak yang memerlukan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana,
bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;

c. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan
prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1

ol T S iy
“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”
2. Firman Allah SWT , QS. an-Nisa [4]: 58

A G S G ) il 3 O s g

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan
adil...”.

3. Firman Allah SWT , QS. al-Bagarah [2]: 275

e e L T
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
4. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 278
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37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syéri'a2

“Hai orang yang beriman! Bertagwalah kepada Allah dan
tinggakan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.

5. Firman Allah SWT, QS. al-Baqgarah [2]: 280

° 2 - ///ug/ oo /vl/ e Lo c,f// o/
d‘v-Q T 0la Oy e I sokD 3e 3 0 Ol
’ i i g /oﬂ/a/o}o;
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui”

6. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4] : 29
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”

7. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 2
Ly Gl A S 0 5 T B
Ot s 4 oy 2
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

8. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
Lx

P> 2> b Y el 2 pe O o'y
(P55 ot 9o oF S oly))
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghala-
Ikan yang haram.”

9. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
S A BT e S 6 ey e 1 s L0
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37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syéri'a3

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum
halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.”

10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:
Lrist ol uu Lo Laisf 2 ’;Juu&ﬂj\ quu
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“Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat
selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain.
Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka.”

11. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud,
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

ol );;ssé;;;@;/)a;iusg;ms J}L;d’@j
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“‘Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung
gharar”.

12. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari
Yahya
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“Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya
dengan bahaya yang lain.”

13. Kaidah figih:
IO B R WER KT
“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh

dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkanny@As-
Suyuthi Al-Asybah wan Nadzai60)
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“Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat
mungkin.” (As-Suyuthj Al-Asybah wan Nadzai62)

e -y

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan(As-Suyuthj
Al-Asybah wan Nadzaif0)
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37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syéri'a4

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

il

ey Lo e e sy OBYas
“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus
mengikuti mashlahat.”(As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,
121)

A L e A i 8 o
“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada

mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan
Nadzair, 78,105).

Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Mudharabah, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000
tentang Musyarakah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/
2001 tentang Qardh, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-
MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/1V/2000 mengenai akad
Wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/I11/2002
tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya’ban 1423 H.

MEMUTUSKAN

:FATWA  TENTANG PASAR UANG ANTARBANK

BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

Ketentuan Umum
1.

oo

Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah
yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.

Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu
pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah
kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:

a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Ketentuan Khusus
1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank

berdasarkan prinsip Syariah adalah:

a. Mudharabah (Mugaradhah)/ Qiradh

b. Musyarakah

c. Qardh

d. Wadiah

e. Al-Sharf

Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana
tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang
digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
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37 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syéri'ab

Ketiga . Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang

berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

Keempat : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :_ 23 Oktober 2002 M.
16 Sya’ban 1423 H.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Ql/d:/

\ QA
K.H.M.A. Sahal Mahfudh mﬁf‘é Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
e
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Baard - indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Iax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 38/DSN-MUI/X/2002

Tentang

SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK
(SERTIFIKAT IMA)

gV e N

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang ‘a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana,
bank gariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar
Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang sudah ada;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank
berdasarkan prinsip Syariah diperlukan instrumen yang sesuai
dengan prinsip syariah;

c. bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam Pasar
Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sertifikat
investasi berdasarkan akad Mudharabah;

d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang sertifikat investasi mudharabah antarbank;

Mengingat :1.  Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 1

2

-4 A A S
“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”
2. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58.

f

L

°

A BT A 1 A I IS WAL G
£ ‘}f Jﬁ £

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya.”

3. Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 279
Ol ¥y e Y LR ) KB

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya.

4. Firman Allah, QS.Al-Baqgarah [2]: 275
LN R D 5
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38 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 2

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
5. Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 278

o A~

e VIS O TN e (Y B AR AT G
“Hai orang yang beriman! Bertagwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”

6. Firman Allah, QS. al-Baqgarah [2]: 280

f

L

O W T Tl Ofy e ) ki s s 0l o)

O golad (28
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui”

8. Firman Allah, QS. an-Nisa [4] : 29
0,55 of . ety A Sl ristE Y e S Gl

s -

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”

9. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 2
L S0 A B O 5 T B
Ol 20 A1 oy
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

10 Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Shuhaib:
Jsgsggxﬁu% ;Jéw)g&;&»y;ﬁ\gf
RIS I e EECe R A A e S O P

(e

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum
halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.”
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11

12

13

14

15

Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
Ll o1 W s b Y ey P aMs}
(D58 2 gme o2 gl dloly))

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Abu Daud,
dan lIbnu Majah dari Abu Hurairah

WO‘)J))F‘&}”}&&\&@\JWSG@/

(3_/;}; LS" O i U"\j Jjb Tj E;LM.JU Lﬁg.)\.njﬂ\j
“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”
Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Rafi’

GRUETPHEprons P

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling
baik dalam pembayaran hutangnya”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

P

u&,\.b\) CML.QJ‘UJ a:L&u& P P u.,\ o\))) )ﬂf,a‘y) )f,a‘y
(& oF My (ol
“Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya

dengan bahaya yang lain.”
Kaidah Figih:

oz @

L@.«qu le; J.J; J.Ls of Eﬂ 4.>-b§1\ u‘)’ul.mj\ d.s Ja\ﬂ -

Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannygAs-
Suyuthj Al-Asybah wan Nadzai60)

3708 8.3

LY PRty st
“Segala madharat (bahaya) harus d|h|ndarkan sedapat
mungkin.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

Ay a) -y
“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan.” (As-Suyuthi,
Al-Asybah wan Nadzair, 60)

wbb}iu)\ngu ,@ —
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38 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 4

“Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti
mashahat.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

] e e A i Ss e
“Pencegahan dari kerusakan (mafsadah) harus didahulukan

daripada mengambil kemaslahatan.” (As-Suyuthi, Al-Asybah
wan Nadzair, 78, 105).

Memperhatikan  :1. Pendapat para ulama yang menegaskan:
e g mu & Vel o8 5 o oSO 00 X5 6728 )

o b

s o-

yang artinya: “Jika salah seorang dari yang bermitra membeli
bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh,
karena ia membeli hak milik orang lain.” (Ilbnu Qudamah, Al-
Mughni, juz V hal:56)

2. Substansi fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Mudharabah, fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa
DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan
Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya’ban 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :FATWA TENTANG SERTIFIKAT INVESTASI
MUDHARABAH ANTARBANK (IMA)

Pertama . Ketentuan Umum

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak
dibenarkan menurut syariah.

2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah,
yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
(IMA), dibenarkan menurut syariah.

3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah
dibeli pertama kali.

4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua . Ketentuan Khusus

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional MUI
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38 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 5

Ketiga . Penyelesaian Perselisihan

Jikasalah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di
Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat . Penutup

Fawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :_ 23 Oktober 2002 M.
16 Sya’ban 1423 H.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Ql/d:/

N\t )| /&7
K.H.M.A. Sahal Mahfudh mﬁf‘é Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
e
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Sekretariat 1 JI, Dempo No. 19 Pegangsnan - Takann Pusat 10320
Telo, (0217 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASTONAL
NO: BXDSN-MUL/VIITR201 |

Tentang

FERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIF SYARIAH

DI BURSA KOMODITI

et e P

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUT) seteluh:

Menimbang

Mengingat

L4 i ¥
. |
- -

i & bahwa di kalanzan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah

munctl kebituhan untuk  melakukan perdagangin  komodits
yung memeruhi prinsip syariah di Bursa:

- buthwen dalam merespon kebutuhan terschut, Bursa memerhukan

lamdaesn  syariah wntak Mefyusun perafuran dsn tata tertib
(PTT) dan- menyediakan sistem yang sesusi dengan priasip
syarish dalam pelikxicuan perdugangan komoditi;

2, bahwa  benlnwarkan pertimbangan scbagsimana dikemukukn

dabun huruf a dan b, DSN-MU] memumdang perlu menetaphin
fatwa lentimg Perdogangan Komodit Berdasarkzn  Prinsip
Syariah di Bura unmk dijsdiksn pedoman dan landisan
operasional,

. Firman Allah s.w.i.:

a5 al-Ma'ideh |5]: 1
P e o b gl
“Hai orang vang beriman! Tanailanlah ahad-kead n:n... .
be QLS al-Tsr® [17] 234
s Yl O e Dpagalt Gy
o Dam tunerikaniah jasji-fanji in, .rr.uuuggu}m_;n Jangt it
alan dimintad pertanggung joweban,,

©. Q5. ol-Baegrah [ 2): 275:
SR Ty FON S
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“ ddan  Alch  telah eenghalalkan jual Beli dan
mengharpmban b,

d. Q5. al-Bagarals [2]: 27TH:

...... P v

P RGN e Gy B ST L Gl
“Hai arang yang berimm! Bertakwaloh beperda Allah dan

timggerthern apier eiba piker kanw orang vang Beriman,

e 08, al-Niw' 4] 2%

2555 of Wy pady h5z it niel v o Sk
Sl A L
“Hai orang yang berimantfanganiah  kalion memakan
[rengimbnild) harte arang lain secara bartl, kecunli fika

heruma  peraagangan wing  dileadasi aras sukarels '
anrarea kaliar...

£ Q8. ul-Bayarad [2]: 283:
T ARV B TR BB S 5 ST
v Mala, jika seleginon ke menyrercayal sebagion yang

tain, hendakloh yang dipereayai i menunailan amandatnya
dim feenadeklah o heerabwe kepada Allah Twhanayer.

g Q5. ul-Kisa® [4]: 58
AT R iy Gl ) cuad gty Ol e
il

“Sesungpuhnye  Allah menyurult lamn menyongpaiian
arutaal kepada yang berhok menerimanya dan apabila
kevny menetipkan buakum 8 ansara manesia, hendokiah
ket meretaskan hukum dengan adil,,, "

2. Huafis Nubi saw.:
a Hudis Mabi viwayal Thau Majah dari “Ubadah bin S hamat,
riwayal Aherid duri Thou “Abbas, don riwiyan Dmam balik
o Yaliya:
" o e oSy L S |
;,IJ._,‘:_,J,J*!JJ;;?.E_.JT._J.;&HJL;#.J}._,J
|.|-L§-1-=‘l'| [T LA T e ) el g File e ambe b -.-.J_p-'-IJ # A
Mg ATTTY D gt ) gl s aim g g o 0 ol

(o of ey o e b e arl

Tinjauan yuridi's.'.., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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7. Dalam bl kedudukan agen pembeli schugui wukl] pembeli,

agen pembeli tidak boleh menjunfikin hurga yang pasti kepada
pembeli:

Dualam hal kedudukun agen pembeli sebugai pembeli, agen
patuh pada ketenfuan perdagangan, dan terikit pacy huk dan
kewajibum pembeli;

Ketenfuzm mengerui mekanisme perdagungun melahii agen
merujuk pada ketentuan kelima dun keenam dalam fatws i,

Kedelapan ¢ Ketentuen Penptop

Jika  terjudi  perselivibun  di antura  para  pihak, maky
penyelesaionnyy dilakikan berdssurkan musyswsrah untuk
mufakat. Dulam hal tidsk tercepai kemufakastan, maka
penyelesaian perselisihun dapat dilakuksn melalii Badun
Arbitrase Syarish atau berditarkin persturan perundang-
undangan dan sesuui prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini berlaku sejuk tanggal ditetspkan, dengan keteniwm
jika di kenmscian hari temyaty terdipat kekeliman, akan diubah
dan disempurnakan sebapairmm mestinys,

Ditetapkan di : Jakaria

Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1432 H

05 Agustus 2011 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESLA

Dewean Syariah Masional - Majelis Ular Indonesta
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“Razulullah saw. mersapkan: Tidal beleh mmemisafuryir-
katdmerugiban  orang  loin dan widak Boleh {pulis)
membalas hahetye (kerugian vorg ditmbulkan oleh arang
lain) dengan bahaya (perbuaian yang merugikenye). ”
(HR. Tbou Majuh)

Hadis Nabi fiveayat Muslim dari Abu Hursirah:

(A pley e A Gl b 0 R s

SORT T Jg 4., J_Jj'l ;_‘,"H:, ianh j o u'}':'h: bty
(TWAT

Drirtwayatiksn dari Abi Hurirah ra, ia berkata, Rasalullah
Law, melarang junl beli hashah dam jual bell yang
mengandung ghacar,” (HR. Muslim).

Hadis Nabi dwayat Imam al-Bukhar;

.?P;aé;,;;f;}_;amp;m:;;;r;;?:.;

‘_r-l_,iib'ul-" ._HJ:HEHF%‘.}\;'M“—)-;}
(LA Dl 5y mmlah

Diriwayatkan dari Thou Umar ra buhwa Rasilullah sq w.
melarang (untk) melakukan majsy (penaweeae paliu).”
(H B Bukhari),

Hasdlia Nabi riw ayat T Abbas:

e v e i 0, 06 06 gt an s s
G oo i ol 6 s 5 S 0
o pely L Fi% 9 0 w0 s b Y W
W ol s ol g umw '.J i

R L N LTI ey
Diriwayatkun dari Toou Abdas ra, berkat: Rerserdlinh s
bersabda:  “langan kamu  sekalion menghadang  para
pengendar (pembawa barang dagangen, pen.) dan jongn
melakukart bai* hadhile 1i-bad (arang kora menjiual kepada
nrang desal” la (perlwayear) beekata: Aku beetaaya kepada
M Abbas: Apa arti: “Jongan melokikon bai® hadhis
fi-benl?™ la menfownb: Orang ketg fidak Boleh menjadi
fecamiand {cali) bagl orang desq, (HRL Bukhari),

Dewem Syariah Nasional - Majelis Ulama Indunesia
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Hladis Mubi Awayat Tirmide dari Hakam bin blisim:

mploy e St A% 100 B 06 e o LS5 e

'_,:llahgrdfz_p'u,__'i G e A T JL,LH,J.

Jogde M oae ey Bile _',.:ll.,-:.:_i Y n Ju ~i;ﬁr;jj;Jl

B e P R T-SN% P ST JENE. 4 e
(1heT flqasl 3

Diriwayatkon dari Hakdm bin Hizn, @ berkats: Sy
menemui Basulullih <aw., labe berkavy Seorung laki- ki
dutang kepalaku memint agar says menjual suat barang
yung tidik wbo pists siya. savs akon membelikan unnekny:
i pavsar, kermudion suys menjunlnya kepods orang tersebur,
Rasululluh saw. menjawabs “JSanganiah kama menjual
renwenhy pang fidok ada podaeue” THR. Tiemidzi).

Hadis Nubi ciwayat et Hakim bin Hizam:

PIRREIEC PR PO HECITRN [ i S Ry
Y L 6 e N G e
._..i..l dee b AN e oJ el q.-,_;-‘] P US'

e i i
o e B e el \_fl'" JJI o et {..:g.v- dinns § b
Yy ok

“Diriwayaikan ethwa hakime bin Higem berkane o Al
herbarra @ Wakni Rasdullah sew © Aky membeli beberamr
berang: apa yemz halal dan yang harem saya lakukan?
Ruswlullah sow bersabda o fika enghau membeli sesuati.
jangan  engkon menjualnya  kecuall  serelalt enghaw
terisn ot {ragebaeh), " (HE. Ahmad)

Hadis Mabi dwayat Ibn Majub dari T Ueeiar:

¥

ey e b L S 6 e Al e
1 YA T S
|'4-..-\'|4:-|-n-',.l'|1.n_|,:i1}.d‘,l-u.'-iu'l}l--_r:-r_&r‘]||’h[

[YEVE : JORES| er u"_..l-';i"l _,.l-r taldl ir'-;.r-!&" R4

Dririwayakun dri Thou Urnir ran b berkata, Hamlallah
raw Rersabdo; “Merikaslah wpah pelecjo  sebelum
Leringarnya Lering.” (HE. Ibnu Mujah)

Dewan Syariah Nasional - Majelis Llama Indonesia
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Ketujuh

K2 Perdugengen Komiodind Berdasarken Prinsip Syvorieh of Buesa KEomodie 12

Peserty Bomersial  menjual  komoditi - kepada Konsumen
Komoediti dengan wkad  marabahal; dan didkali desgan
penyerabian dokemen kepemilikim;

Konsumen Komodi membayar kepatis Pesera Komersisl
secard langruh slau anpsuran sesuai kesepakstan dalam akal
manuretiraheah:

Konsumen Komoditi mendapat  jaminan  untux meacrima
komoditi dalum  benuk SPAKT dad Pesena  Komersial;
schinggs dengan demikian, telsh terjudi gabdl ukmi,

“eserty Pedugang Komoditi mewakilkan kepuds Bursa untuk
membe's komodit secars wunai dengan akad wekealzh;
Konsumen Komoditi boleh menjual komoditi kepals Peserta
Pedupang Komoditn secars s deagan akad bai' melalui
Busa ssluku wakil pembeli (Pesena Pedagungy Komoditi),
Kunsumen  Komoditi | menyerhkan  komoditi,  dengan
mengalibkun jaminan skan egadinga seeah Fsik (SPEAT)
yang diterima dari Peserta Kornersial sebasgaimns dimiksud
dalarn hutir &;

. Kensumen Komoditi menerima pembuayanio il diri Peserta

Pedagang Komoditi;

. Serlement (penyelesaian transaksi) Komoditi wntar Peserts

Pedagang Komoditi dilakukan dengan akicd oeagepedhok;

Ketenluan mengenai Agen dan Mekanisme Perdaganpannys

Pempual  tnavpuzi  pembell komodia i Busa boleh
mengy anakan jasa apen dengan akad wakalah,

Agen penjual tidak boleh merungkap sebagai ayren pombeli
clabiarry e ik yasgy sama d pada st pang bersamaan;

Diaslam hul agen penjual dalam kedudukannys sebagai wakil
penjur] merangkap scbugui pembeli dalam transdkad yang
samifpisiy ssl yang bersamian, kKedudukan agen sebagpasi
witkil gupur; selanjuinys upen berkedudukan sebapui pembeli;
Dulain hal kedudukan agen pemjual sebagai wakil penjual,
agen penjual tdak boleh mensjanjikan kewmtungas kepada
penjual;

Dalsm hal kedudukan agen penjual scbapui pembeli, agen
patuh pads ketentuan perdagangan, din tenbal pada hak dan
kewajibun pembeli;

Dulam hal agen pembeli dalam kedudukannys sebapai wakil
pembeli memngkap schagsi —enjual dslem trunsaksi yang
ek saat yang bersamaan, kedudekan agen  sebapai
witkil pupur; selanjuinys apen berkedudukan sebagai penjual;

, 2

war Syveareiah Nasisnal « Mujelis Dlang Indonesia
I, 2012
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Bursu wajibh membuat peruuran rmengenai mekanisme yuyg
memungkinkan  tequdinya  sersl fisik  komodit vy
diperdagangkun:

Bursa liduk  boleh  membual  peraturan yang  melaring
terjadinyu serabi-terima fisik komoditi yang diperdagungkan;
Bursa wajib menyediakan sistem perdugangn df Bursa;

Burss wajib melskikin pengawasan techadap perdogangan di
Bursi,

Bursw boleh menetapkun syural-syaral lentang  pihak-pihak
yang melikukan perdagangan di Bursa.

Ketentuan mengenai Mekanisme Perdagangan Serah-Terima

Fisik

Kelima
l.
a
i
i,
5.
fr.

Keennm

Ketentuan mengenai  Mekanisme Perdagangan

Konsumen Komodit seliku pemeeli memesan kepada Peserta
Komersial dun begunji {wa'd) skun melakukim pembelinn
komexdiin;

Peserta Komersiel membeli komoditi dari sejumlah Peserta
Pedagang Komoditi denpan pembayarin tanai (hai 'y,

Peserta Komersial menerima dokumen  kepemilikan  yang
beropa Sural Penpussasn Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
yang diterbitkian olsh Bursa melalui sistemn, sebagai bukt atas
pembelion komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;

Peserta  Komersinl menjual  komoditi kepads  Konsumen
Komoditi  dengin akid  omeababak; dan ditkuti dengan
penyerihan dokumen kepemilikan:

Kemsimen Komoditi membuyar kepada Peserta Komersial
seciri tingpuh it angsuran sesuai kesepikatan dalum akad
merrabahalk;

Konsumen Fomediti monerimas fisik komoditi tersebut dard
Pesertu Komersiul.

dengan

Penjualan Lanjutan

Konsumen Komuodit sel ke pembeli memesan kepada peserta
Komersial dan beanji (wo'sh akan melakukan pemnbetin
komoditi;

Pesests Komersiad membeli komodifi dard sejumlah Peserta
Pedupunp Komoditi dengan pembayaran tunai (b );

Peserta Komersial menoima dokumen kepemilikan  yang
berupa Surat Penguasasan Atas Komediti Tersetujui (SPAKT)
yang diterima oleh Bura melaloi sistem, sehagsi bukii atas
pembelian komoditi dari Peserty Pedagrang Komoditi;

Dewan Syariah Nasiemal - Majelis (lama Indonesia
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Fladis Mabi riwaya A b al-Razig dari Sa'ad:
I_.l.-._.]l..l...l_.',.nJ.;.-4|'I“_‘_:_.¢- "-Ila_l:-..;l:"..uq..n_.,;.
A A e HG el H,J_..f .*“T“ 1_,__.,.| ,..L,._L
el G LA T P PR L PR P [ WY T
- I.
“Dari Abi Satid  radbivaileh  Canbe,  sesungpciya
Ranelublah saw bersabedn: ‘Harang siapa memprkerjalon
pekerja, beritahulanlah npalnyae.” THR. " Abd al-Baswg).

Hadis Nubi rivenyat by Abi Sa%id ul-Khedd dan Abi
Huruiruh:
ol e 8 (i e G s '_,-F
tWﬁhhufaLrF?}JL}u.ﬁ'l.lernJlﬁ
i ﬂai.-_,._,.,uf I.J..,‘...;.Jlﬁ.i.n,_',.'.‘,hju
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O el e =y S I.:...“_,..I.Jh f"’ '_. Ly \“.ﬁu-." a
T Y L1 R U ERPE <
[ - LY X )
“Dari Abi Saied al-Khudei dan At Huraicahl ro., befan
Resulullnh sow menugaskan seorang sahabar di Khaibar,
Kemudian Sahebar tersebut darang kepeadn Rasulullah saw
wemthawe burma vang bagier, Resalillah saw beaanga:
Apakal selurnts kurma Khaibar tepersi ini? Sehabar il
menfawal. Tidak wahai Ratalullah tow, Kami mevickar
st sta® ael kuema bagus ind dengan dua sha® berona
fhinta, pen. ), dan memeker dua sha® dari kiema bagus in
drmgan riga sha” korma (higna, pen. ) Maks Roselhellah sow
heesabda: Sangan enghen lokikan i dapi juetiah kurma

dengun dirfem; kemudicon dengan dichem tersebat, engloe
mieetheli kisrma yang bagus”. [HE, Bukhari}.

Hadix Mahi riwayat digi *Amr bin “Auf al-Muzani;
iljul_.:..ll_u.._,Ju_,. -"“-'[.,r"‘r'_r"L‘—')"._. .J"“ 3
o M l__.e_.J.._.._HLﬂ. ;u. Al .JLrI..L-an..-

e v .I..L.,J,,W,l PO i PR et
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el e oy Sl Dk i i e T G s
apat gl Sy 5 e sl R S S

(AR A BHPEREE
Cririwayatkan diri “Ame Fin Al al-Mugani, dari ayuhuys,
dari kakekoyn Rasulullah caw. bersibda:“Perdarafan
bedelh  dilakakan  oF anrarn kowm oweslimin kecuali
perdimman vang  mengharamiban ety helnd dtaw
menghelalban vang haramn; dan koum suoslimin terike
dengan  syararayenat meerka kecwali o sparar yang

menghicramhan  yomg  hedal  aton menghalation  yeng
feteae " {HR Tirmida)

3. Kaidah fikih:
IS TP T W& ¥ L LM |
(b et Ay

"Prda dasarnya, segalo sexacie delom murrmalah Bolek
difwbakan maepai oda dabl yeny mengharamlonmyr, ™

n.rl.‘;.p-"“ Hr e RN 2 ,q!ﬁ.‘.:\ﬁ ',.J.-i.: &:.L.I IJ;-L" =
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"Segala madharar (hahaga, kerieginon) harus dihindarkon
Aeclerpeld muerighin,

R G Al b bl Yy Wil -
2l ke y U s e alady gif (F boaT. Lk
LAREIERE il

“Segalr madkeent (hahaya,  kerugian)  fries
dihilangken. "

Ao ey anlalhy BN S R g e e
datt lpdeiy GRS T BT et el e i sl sty
AR £ lhb-Jer‘Hb-quM

“Tindaken ataw bebijakan Imam [pemegang oiorinas]
terlndan rakyar hearws berorientoass pada machiohal,

iy A e C]|_,.J1| w oy :IT.L‘-:.J.I -
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M2 Perdugangan Komodind Bevducackan Pringip Svariek di Beesa KEemaditi 1)

17, Qabdl Hogigi adulah penpuasaun komoditi oleh pembeli aras
fisik komoditi yary dibelinya;

18, Qabdh Hukdmd wdalah penguisen komuodit cleh pembeli
secairg dukumen kepemilikin komoditi yang dibelinya baik
dalim bentuk cutstan elekironik maupun ron-elekromk;dan

19, Mugayadhat adalub salubh sst bentuk jusl beli vang berupa
perukanun koo dengan kensodit luinnya, bs ik pertukuran
antur komoditi yung sejenis maupun periukisan antar kemodin
yauny berbeda jenis;

Ketentuan Hukum

Penlagungan Komoditi di Bursa, baik yang berbentul Perdagangan
Serah Terimu Fisik muupun yang berbenuk Perdgrangan Lanjutien,
nukumays bolel dengan memenwhi ketenan yang diatur dalam
Futwa ini.

Ketentuan mengenai Perdugangan
I. Kemoditi yang diperdaganghkan harus halal dan tidak dilarang
oleh peratorn perumsbong-undimgan:

[

Jenis, koulitas, dun Kountites komoditi yang diperdaganzkan

harus jelas;

3. Komodit yany diperdagangkan harus sudah ada (wiggied) dan
dapat discratierimakan secara fisik;

4. Hurgs Komoditn yany  diperdagangkin higus jelss dan
Uisepakati pada sl akad (ol gabul);

5 Akod dikkukan melald penawaran dun penerimesn yang
disepakiti purs pihak yang melskukan perdugangun denpan
cari-cara yung lagim berlaku di Burs;

th. Penjuil harus memiliki komodit atau menjedi wiskil pili lan
yang cemiliki komedin,

7. Penjual wajib menyerahikan komodin yaap dijual kepada
pembeli deogan tuts curu dan wakiu sesuai kesepukatun;

8. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepuda penjual
dengan tutucars dun wakin berdiasarkan kesep kit dan

9. Pembeli bolch menjusd koamodit terscbun kepada selan pengual

sehelumnywperiama hunya setelah terjudi gabdl hagigl st

gebstle Fuckend atis komodit vang dibel,

Ketentuan mengenai Bursa

l. Bursa cwujib membusl  peraluran  mengenat nekanisme
perdagungan komodit yang tdak bertentugzan dengan prinsip-
prinsip syariah;

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FHR9tepfyggah Nasional - Majelis Ulama Indanesia
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i

dlam  perdugangen dengan penjualun lanjwian, jual beli
dilakukin  amtars  Konsumen  Komoditi  dengan Peserta
Pedagang Komodit;

Perdigrampgant Serah Terima Fisik wdalab perdugangan jyug
diskhirl dengan  penerimant  komoditi secarn fisik  oleh
Konsumen Komaoditi sebapui pembeli:

Perdagangan denpan Penjualan Lanjutun adaluh perdagangan
yung dilanjutkan dengan penjualan komediti oleh Konsunszn
Komoditi,

Komoditi of  PBurss  sdaluh  komoditi  yang  dipastikisn
ketersediuannya  uniek  ditransaksikan df Pasar Komodit
Syariah sehupsimana Jitetapkan oleh Bursa atas Persefujuun
Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks clan valuts asing;
[enjual adalah Peserta Pedapang  Komediti,  Lembagn
Kewsngan Syarfah (LES) yang menjadi Peserta Komerskil,
b Konsumen Kormodit;

Pembeli adalah Pesert Eomersial atae Konsumen Komodit,
dun Peserta Pedugang Komoditi dalum perdagangan dengan
penjuithan lmjutan;

Peserta Pedagang Komoditi udalah peserta yang menyediakan
stock komoditi di Pasar Komoditi Syarish:

Peserta Komersial alalah LKS yang membeli komoditi dari
Praagrung Komoditic

. Komaemen BKomoditi adalsh pilud yang membeli komoedit dari

Peserta Komersial;

. Peserta Agen adaluh pitwk yang melaksanakan st Peserta

Pedagang Komoditi ataw  melaksinakan  amsanat Peserta
Kaomersial;

. Wa'd wdalsh junji sepihak yang disampaikan salab satw pibak

untuk melaksnikan suatn s

. Bai' adabuh jual beli, yait pertukaran hurta dengian harts yang

menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;

. Murahahah slalah penjualun suay harang (komoditi} dengin

mencgiskan harga belings kepada  pembeli dun pembeli
membuyimya dengan harga yang lebih tinggi sebagul Lubu:

. Wakalah adulah skad pelimpuhan kekussaun oleh satu pihok

(Muwgbkillpemberi kuasa) kepuds pihak lain {wakil) untuk
melukukan hal-hal yang Boleh diwakilkin:

Qabd  wduluh  penguasasn  komoditi oleh pembeli yang
menyebabkun ia berhak wiuk melakukan tindikan hukum
(tasharmf seperii menjual)l lerhadup komoditi  tersebut,
FRCETimL man K it mEnangEunge fsikoys;

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama fndoresia
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Memperhatiknn  © 1.

(2]

“Mencegah  mafiadah  (kerusakan)  Tedih
deripeda mengambil Lemasiahater ™

diseranakan

La f T TP i 5 wf -
j.] el Itl_.m.- J ,-L;:J-":' il Byl g .;1_,.n.!| JI!_ o alla e
CTOAIT saalall SN e s ey et e
“Apa safg yeng oenfodi perantora (media cechadap
prechuaian haram, maka heram pala hudamnm ™
Perdapur T Qudamah:
Jig :.:44 Gl -J.I_, T i 2115"!11 e ‘_'_J.r- a4 ,,_.L-f:
L b i B G ety LSS
TR TS B SIS PR PR, )

“Uhmar (wlama) telzh sepakar balwa secarg getsis besar
werketleth it Bkiemmya boleh; devt karena hajar [bebichen)
arang pun mendormy oatk melolidon wakalah. Tidok teap
arang hita melobukoa letgiung apa yomg ia bumbian, Deagon
demikian, ada ke 'witichan terhadap wetkalah rersebw. ™

. Pendapat Tbmu Chadlivmzab @

iy dfy e 30 o U g e D B G NG
o g ot Wy s s T By G s o e
g ) Py LNl B eaF O 5 a5 a2

[IETOE I LR ..1 T R P H]| J..-U..l ..,r‘l" gkl

“Akad fmiekil (wakalah) boleh dilakukian, bk depgan imbalan
trasupus fanpa imbalan. Hal i karena Nubi shaltallalm Saloihi
wa alihi wa sefhon pernah mewakilkin kepada Unais untuk
meluksunukan kv, kepads  Urwah  untuk membeli
kambing, an kepieln Abo Rafi' untuk melakukan gabul nikih,
{semuanys) lunpa memberikan imbalin. Mabi permab jugs
menguts pary pegawainys wntuk memungul sedekah (zakat)
dan belive memberikin imbulan kepadi mercka.™

3, Penddupun Imam 5 yaukani:

(AT AT e vt b thalall 8 el e 1 by

*Hadis Butr fin 5a'id tervebut menufublon pula bahwa orang

vang melokihan seincne desgan niar tibarm belel meneeion
irritwalen. "
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4. Pendapar Tim Penyusun Ensikloped Figh [stam Kuwit -

PS5 s oo 5 GG g L
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(Tl

Walaleh denpmn upah (imoagen) hakumayn somg dengen
hubum ffarale Wakil  berhol  mendapatkan  wpak  dengan
menyeratikan abyek yang divatitkan kepada vong mewalifkan
Jikn obyek rersebur biva divergh-terimakan, maka fa berkak
merdfaparkan upah.

- Pendapat al-Mirdawi :
B, A i ‘_‘l.‘l P JS CRAT T B
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{TTA fmis Lt
Tnsen al-Mirdawi berkaty: jiki seseomng membutuhkan vang,
Lempudion ia membeli baang yung ceharge 100 dengan lurga
150, maka hukumnya boled. Ini wdulsh pendapal Madzhob
(FLanbisli); dian masalah tersebut dinumakan mwirmg,
. Pendapat Ibnw ai Hueren:
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fbatu al-Humere beckaia: Seperti orang moy berutang, rapi
pihak  yang  dimitta wnek memberikon  unang  enggan
memberikan pinjomutn futang). fa oeleh menjeal kepada arang
ity tereany veng setiaege 10 dengan harpa (3 secara rangguch
Kemudion orang ine pun membeli barong  terrebur  dan
medfualnya of pasdr dengan karga 10 secarn runed Suel beli
veperti it dudkemunya bodeh, karena jangguh [Lurie wakm
pembayaran) i berimbal horgs. Sedongkan  memberikan
ngerman (aiare g gandh, Tudkeeme e tidak wajih, tetapi tunmals
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Menclapkan

Pertuma

1.

Al-Maayir Al-Syariyah. (2000, b 413}

) el ey i R e e B T

s A G i £ VO el e G gy

G5 J s o g s i

GBS [k Ay e e LS g ek,
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Tuwiarrey  bukan  merupakan  skems  investisi  maupun
pembiayiun, Tawaruy hanys dibolehkan kirens hajat (ada
kebutuhan) denpun syarac-syacat yaap harus dipenuhi. Oleh
kureny i, lembaga kewangan syariah (LKS) tidak buleh
meluhukan twieug dalam memenuhi o kebutubin likuiditas
operisionalnys, unfuk menggantikan penerimasn duna melalui
produk  modharabab,  wakalah  uniek  investsd,  produk
reksudanay dan sebapuinys. Tawarug huys boleh digunakan
untuk menutup kekurangan (kesulitan) likuidines, meoghinduri
{re.ninimalisir] kerugiun nasabaly, dan menpatasi | kesulitan
operasional LS.

B. Keputusan DSN Tentang Murabahah Komoditi Tahun 2007, 5

({13
1.

e
. Surat dur Direksi FT Bursa Berjunpka Jakara (BEJ) No.

L/BBITIRAD2-1 1100 tanggal 25 Februr 200 1.
Husil Workshiop DSMN-MUT denpan BRI taoggral 09 Mei 2011

Penlapal dan saran peserta Rupat Pleno DSN-MUL pada Jumat,
03 Agustus 2000 MOS Birnadhan 1432 H

MEMUTUSKAN

Perdagungun Koemoediti Berdasarkan Prinsip Syarish di Burss
Komoditi

Ketentuan U
Dialam favwa ini yang dimabsud dengan;

[

Bursa adulah PT Bursa Berjungka Jakarta [Jukartn Fulures
Exclouge) yang tzlah memperoleh persetujum dari Badin
Penguwies Perdupanpun  Berjunpgks Komedti (BAPPEBTI)
untuk mengaidian kegivtan Pasar Komodic 5 yiariiah;

Perdopunpan  wislah  pemloganpan komoditi di Buirsa
berdasarkan prinsip syarish berupa kegiitan jual beli komodic
antars Pesery Pedugung Eomodin dengen Peserts Komersial,
antara Pesertas Komerdial dengan Konsumen Komodit: dan

Dewan Syariah Nesional - Majelis Wama Indonesiz

, Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/26/PB1/2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/8/PB1/2000
TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK

Menimbang

Mengingat

a.

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang
mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor
moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia
telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum sebagai
sarana penyampaian laporan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 tentang Laporan
Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
2/8/PBI/2000  TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:2/8/PBI/2000 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3936) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor
pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah,
atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.”

2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“7. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan
yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank

Indonesia."

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 11
(1) Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan informasi Sertifikat
IMA kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja yang sama dengan hari
penerbitan Sertifikat IMA.
(2) Dalam hal tidak terdapat penerbitan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Bank Syariah wajib mengirimkan form header kepada Bank

Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.

(3) Bank ...
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(3) Bank Syariah wajib melaporkan tingkat imbalan deposito investasi
Mudharabah untuk semua periode jangka waktu kepada Bank Indonesia pada
setiap hari kerja.

(4) Dalam hal tidak terdapat perubahan tingkat imbalan deposito investasi
Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Bank Syariah wajib
menyampaikan data tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah yang telah
dilaporkan pada hari kerja sebelumnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
disampaikan melalui LHBU sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai

LHBU.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh kantor pusat

Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA”

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.

Ditetapkan ...
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 74

DPM
Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/26/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PB1/2000
TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Informasi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diperlukan oleh Bank
Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Untuk memenuhi
kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di
bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan
Laporan Harian Bank Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Syariah diwajibkan menyusun laporan
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah secara benar dan lengkap serta
menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia secara real time dan tepat

waktu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
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Angka 3
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai LHBU.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 4524

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007
TENTANG
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat
memerlukan pengelolaan likuiditas dan pasar uang antarbank
berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien;

b. bahwa instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip
syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah
belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan
likuiditas perbankan syariah;

c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas
perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk
menggunakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan
prinsip syariah selain akad mudharabah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempurnaan terhadap

ketentuan..
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Mengingat :

Menetapkan :

1.

ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syariah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG
ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional.

2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:

a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau

b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar
negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan atau unit syariah.

4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut
PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan
prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang
diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi
di PUAS.

6. Prinsip...
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6. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998.

BAB I
PESERTA PUAS
Pasal 2

(1) Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional.

(2) Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
penempatan dana dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen
PUAS yang ditetapkan oldank Indonesia.

(3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan
penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

BAB Il
INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS
Pasal 3
Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah instrumen yang

telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS.

Pasal 4...
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 4
Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang
telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada
Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan
Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah memperoleh
fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari
Dewan Syariah Nasional.
Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank Syariah
atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS sejak Bank
Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa perlu mengajukan
permohonan terlebih dahulu.
Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 5
Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank

Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.

(2) Bank...
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(2) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

Pasal 6
(1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan
sebelum jatuh waktu.
(2) Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal7
Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 8
Bank Syariah atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9...
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Pasal 9
Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai pelaporan PUAS.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Instrumen PUAS yang saat ini telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) tetap berlaku
sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:
2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
7/26/PBI/2005.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia
Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 53
DPM Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

. UMUM
Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dewasa ini telah
meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini
mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga
diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang
lebih likuid dan efisien.
Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang
antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan pengembangan instrumen
PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan demikian instrumen PUAS yang
digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam.
Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai
dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam
mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangka pengembangan

instrumen PUAS dimaksud Bank Indonesia perlu mengatur dan menetapkan

instrumen...
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instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang
perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah yang ada saat ini.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dikeluarkan setiap kali Bank Indonesia menyetujui permohonan Bank
Syariah atau UUS untuk menerbitkan Instrumen PUAS. Materi yang

diatur dalam Surat Edaran ini meliputi antara lain karakteristik dan

persyaratan..
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persyaratan, mekanisme transaksi, penyelesaian

pelaporan.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

transaksi,

dan

Surat Edaran Bank Indonesia dalam ayat ini adalah Surat Edaran yang

mengatur mengenai tata cara pelaksanaan PUAS.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Tinjauan yuridis

..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012

Pasal 10..
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4715

DPM
Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



Menimbang

Menginget

PERATURAN BANK INDONESA
NOMOR: 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a bahwa ddam rangka menyedidken sarana

untuk penanaman dana aau pengeolaan dana
berdasarkan  pringp syarieh perlu disdenggarakan
pasar uang antarbank berdasarkan prindp syariah;

b. bahwa oleh kaena itu dipandang pelu untuk

mengtapkan  ketentuan  tentang  pasar uang  antarbank
berdasarkan prindp syariah ddam suau Peraturan Bank
Indonesig;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
sebagamana tdah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

2. Undag ...
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR
UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Bank Indonesain yang dimaksud dengan:

1. Bank Konvensond addah bank umum sebagamana dimaksud ddam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang meakukan
kegiatan usaha secarakonvensond,

2. Bak Syaish addah bank umum sebagamana dimeksud ddam  Undang
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prindp syariah, termasuk Unit Usaa Syariah;

3. Unit ...
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3. Unit Usha Syariah, yang untuk sdanjutnya dissbut UUS addah unit kerfja
di kantor pust Bank Konvendond yang befungs sebaga kantor induk dari
kantor cabang syariah;

4. Pssx Uang Antabank Berdesarken Pringp Syariah, yang untuk sdanjutnya
dissbut PUAS, addah kegiatan investas jangka pendek ddam rupiah antar
peserta pasar berdasarkan pringp Mudharabah;

5. Mudharabah addah perfjanjian antara penanam dana dan pengedola dana
untuk meakuken kegigdan ustha guna mempeoleh  keuntungan, dan
keuntungan terssbut akan dibagikan kepada kedua belah pihak  berdasarkan
nisheh yang telah disgpekati sshdumnye;

6. Satifiket Invesas Mudharabah Antarbank, yang untuk sdanjutnya dissbut
Satifikat  IMA, addah  satifika yang digunekan sebaga  sarana  untuk
mendapatkan dana dengan pringp Mudharabah;

7. Pust Informes Pasr Uang, yang untuk sdanjutnya dissout PIPU, addah
gddem otomes yang menyedisken informes pesar uang yang diatur oleh
Bank Indonesia

BAB lI
PESERTA DAN PIRANTI
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasdl 2

(1) PesataPUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensiond.

(2) Bank ...
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(2) Bank Syariah sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dgpat meakukan
penanaman dana dan atau pengelolaan dana.

(3) Bank Konvensond sebagamana dimeksud ddam aya (1) hanya dapat
melakukan penanaman dana

Pesal 3

Ddam meakukan transskd PUAS bank hanya dagpat menggunakan  Sertifikat

IMA.

BAB Il
PERSYARATAN SERTIFIKAT IMA

Pasdl 4

(1) Setifikaa IMA yang diterbitken oleh bank pengeola dana memenuhi

persyaratan sebagal berikut:
a  sekurang-kurangnya mencantumkan:

1.

O N Ok W

Katarkata “SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH
ANTARBANK";

Tempat dan tangga penerbitan Sertifiket IMA;

Nomor seri Sertifikat IMA;

Nilal nomind invedes;

Nigheh bagi hedl;

Jangka waktu investas;

Tingkat indikas imbaan;

Tanggd pembayaran nila nomind investad danimbdan;

9. Tempat ...
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9. Tempat pembayaran;
10. Namabank penanam dang;

11. Namahbank penerbit dan tandatangan pgabat yang berwenang;
b. berjangkawaktu paing lama 90 (sembilan puluh) hari;
C. diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah atau UUS.

(2 Format  Sertifiket IMA sebagamana dimeksud ddam ayat (1) sekurang
kurangnyamengikuti formet seagaimanaterlampir.

Pasal 5
(1) Nomind Setifikat IMA harus ditulis dllam angka dan huruf.

(20 Ddam hd terdapat perbedaan perulissn nomind antara angka den huruf,
meka yang belaku addah jumleh ddam huruf yang ditulis  sHengkep-

lengkapnya.

BAB IV
MEKANISME TRANSAKS
SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH
ANTARBANK
Pasal 6

(1) Setifikat IMA sebagamana dimaeksud ddam Pasa 3 diterbitkan oleh Bank
Syariah pengeloladanadadam rangkap 3 (tiga).

(2) Sertifikat ...
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(2) Setifika IMA yang diterbitkan oleh Bank Syarish  sebagamana dimeksud
ddam ayat (1) wgib diserahkan kepada bank penanam dana sebaga bukti
penanaman dana.

Pasal 7

(1) Pembayaran Setifikat IMA oleh bank penanam dana depat  dilakukan
dengan  menggunekan  nota kredit medui  kliing dau bilyet giro Bank
Indonesa dengan meampiri lembar kedua Setifikat IMA, aau trander dana

ecara gektronis.

(2 Ddam hd pembayaan Setifiket |IMA dilakukan dengan menggunakan
transder dana secara dektronis, bank penanam dana waib menyampakan

lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia

Pasal 8

(1) Setifikaa IMA yang bedum jaun wekiu dgpa dipindahtangankan kepada
bank lain.

(2) Pemindahtanganan Sertifiket IMA sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
hanya dapet dilakukan 1 (satu) kdi.

(3) Ddam hd tefjadi pemindahtanganan Setifikat IMA ssbagamana dimaksud

ddam aa (2), bank teakhir pemegang Setifikaa IMA  wgib

memberitahukan kepada bank penerbit Sertifikat IMA.

BABV ..
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BABV
PENY ELESAIAN TRANSAKSI

Pesal 9

(1) Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank
pemegang Satifikat IMA ssbesar nila nomind invedas.

(2) Pembayaan oleh bank penerbit sebegamana dimeksud ddam ayat (1)
dapa dilekuken dengan  menggunekan nota  kredit medui  Kliring,
menggunekan  bilyet giro Bank Indonesa aau trander dana  secaa
elektronis.

BAB VI
PERHITUNGAN IMBALAN

Pasal 10

(1) Tingkat redisses imbadan Setifika IMA  mengacu peda tingka imbaan
deposto invetas Mudharabah bank penerbit sesua dengan jangka waktu
penanaman.

(2) Besanya imbdan Satifika IMA dhitung berdasarken  jumlah  nomind
investad, tingkat imbadan deposto invedas Mudharabah sesua  dengan
jangkawaktu penanaman dana dan nishah bagi hasl yang disspakati.

(3) Redissa pembayaan imbdan sdbagamana dimeksud ddam aya (2
dilakukan pada hari kerja pertamabulan berikutnya

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Bank penerbit Setifikat IMA wagib meaporkan kepada Bank Indonesa
padahari penerbitan Sertifiket IMA mengenal ha-ha sebegal berikut:
a nila nomind invetas;
b. nisiehbagi hedl;
C. jangkawakiu invedes;
d. tingkat indikas imbaan Sartifikat IMA.

(2) Bank penerbit Sertifikat IMA wgib meaporkan kepada Bank Indonesa
tingkat regisas imbaan Sertifiket IMA padahari kerja pertama setigp bulan.

(3) Pada hari kerja petama sdtigp bulan, Bank Syariah wagib  megporkan
kepada Bank Indonesa tingkat imbaan deposto invesas Mudharabah
untuk semua periode jangka waktu.

(4) Laporan sebegamana dimaksud ddam  aya (1), aya (2) dan ayat (3)
disampaikan mddui saranaPIPU.

(5) Ddam hd bank bdum memiliki sxyana PIPU aau mengdami  kerusskan
pada sarana PIPU, maka pelaporan sebagamana dimeksud ddam ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara manud kepada
a. Direktorat Pengelolaan Moneter c.g. Bagian Operas Pasar Uang, Bank

Indonesia, Jdan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Syariah
yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek.

b. Direktorat ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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b. Direktorat Pengelolaan Moneter c.g. Bagian Operas Pasr Uang, Bank
Indonesia, Jdan M.H. Thamrin No. 2 Jekarta 10110, meldui Kantor Bank
Indonesa  sgtempat bagi Bank Syariah yang berkentor pusat di luar
wilayah Jabotabek.

Pasa 12

Pelgporan sebagamana dimaksud ddam Pesd 11 dilakukan oleh Kantor Pusat
Bank Syariah atau UUS penerbit Sertifikat IMA.

BAB VI
PENY ELESAIAN PERSELISIHAN

Pasdl 13
Dadam hd tefjadi persdishan, meka penydesdan persdishen dapa dilakukan

meldui  badan abitrase berdasarkan pringp syariah  yang berkedudukan di
Indonesa

BAB IX ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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BAB IX
PENUTUP

Peraturan Bank Indo i % ) 5 0

— X~
v QD) =
Y >

(&) 4
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Ditetapkan di Jakarta
Padatangga 23 Februari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 23
DPM
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 2/ 8 /PBI/2000

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

. UMUM

Perbankan yang befungs sbega lembaga intermedias  antara pemilik  dan
pengelola dana dgpa  berpotens  mengaami kekurangan  aau  keebihan
likuidites. Kekurangan likuidites umumnya disebabkan olen perbedean  jangka
waktu antara sumber dan penanaman dana sedangkan kelebihan likuiditas depat
tejadi karema dana yang terhimpun beum depat disdurken kepada yang
membutuhkan.

Sgak diberlakukannya Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan schagaimana tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, telah berdiri bank-bank umum yang meakuken kegidan ussha
berdasartkean  pringp  syaiah. Ha  ini - memberiken kesempatan  kepada
mesyaaka luas  untuk menyimpan dana dan mempeoleh pembiaysan sata
jasa perbankan lainnya berdasarkan prindp syariah.

Ddam wupaya untuk meningkatkan €fisend pengdoleen dana  pelu
disdenggaraken pasxy uang berdasarkan prindp syarish serta piranti yang dapat
diguneken untuk menanamkan dana bak bagi Bank Konvensond maupun
Bank Syariah, dan untuk memperoleh danabagi Bank Syariah.

II. PASAL ...

1. PASAL DEMI PASAL

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Pasd 1
Butir 1 sampa dengan butir 7
Cukup jelas
Pasd 2
Aya (1)
Cukup jelas
Ayat (2) dan ayat (3)
Pada desanmya PUAS dimeksudkan sebaga sarana investes
atar Bank Syaiah  sehingga Bank  Syarish tidek depat
melakukan penanaman dana pada Bank Konvensond untuk
menghindari  pemanfestan dana yang akan menghesilken  suku
bunga, namun tidek tertutup kemungkinan bagi  Bank
Konvensona untuk melakukan investas pada Bank Syariah.
Pasal 3
Cukup jelas
Pesd 4
Ayat (1)
Yang dimeksud dengen tingket indikes imbaan addah tingkat
imbaan deposito investas Mudharabah (sebelum
didigtribuskan) pada bulan sebelumnya
Ayat (2)
Cukup jelas
Ped 5...
Pasd 5
Ayat (1)
Cukup jdas

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012



Pesal 6

Pasal 7

Pasdl 8

Ayat (2)

Ayat (1)

Aya (2)

Aya (1)

Aya (2)

Ayat (1)

-14-

Cukup jeas

Adi dan lembar kedua Sertifikat IMA diserahkan kepada bank
penanam dana Lembar kedua Setifika IMA digunekan oleh

bank penanam dana sebaga lampiran pada pembayaran dengan
nota kredit, aau bilyet giro Bank Indonesa aau dikirim ke
Bank Indonesa ddam ha pembayaan dengan trander dana
scaa dektronis. Sedangkan lembar ketiga untuk arsp bank

penerbit.
Penyershan oleh bank penerbit dan diterimanya Serifikat IMA
oeh bank penanam dana menunjukkan adanya kesepakatan

antara paa pihak untuk mematuhi  pernyataan permnyasen yang
tercantum dalam Sertifiket IMA tersebut.

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Aya (3)

Pasd 9
Ayat (1)

Aya (2)

Pasdl 10
Ayat (1)
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Pemindahtanganan  Satifikat IMA  dapat  dilakukan  dengan
menggunakan &kta otentik  bak dibawah tangan  maupun
notaxiil.

Pemindahtanganen Satifika IMA hanya depat dilakukan oleh
bank penanam dana petama sedangkan bank penanam dana

sanjutnya tidek diperkenankan  memindahtangankan  Sertifikat
IMA kepada bank lannya hingga berakhirya jangka wektu
sertifikat dimaksud.

Tuuan memberitehukan dai bank pemegang Sertifikat IMA
terakhir kepada bank penerbit Setifikat IMA addah untuk

memudahkan bank penerbit Sertifikat IMA ddam membayar
nomina pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbdan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Tingka redissd imbdan Setifika IMA  yang bejangka

wektu:

- smpa dengen 30 hai mengeou pada tingket imbalen
deposto  investas  Mudharabah  (ssbelum  didistribusikan)
dengan jangkawaktu 1 (satu) bulan;

= diatex...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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« di atas 30 hai sampa dengan 90 hari mengacu pada tingkat
imbaan deposito investes Mudharabah (sebelum
didigtribuskan) dengan jangkawaktu 3 (tiga) bulan.

Yang dimeksud dengan tingka redisss imbdan Setifikat IMA
addah tingkat imbaan deposto invesas Mudhardbah (ssheum
didigribuskan) dkdi nisbeh bagi hesl untuk bank penanam
dana

Ayat(2)
Rumus perhitungen besamnya imbdan  Satifiket IMA  sebaga
berikut:

X = PxRxt/360 x k
K eterangan:

X = Besanyaimbaan yang diberikan kepada bank
penanam dana

P = Nila nomind invetes

R = Tingka imbaan deposto investas
Mudharabah (ssbelum didigtribusikan)

T = Jangkawaktuinvestas

K = Nisbhahbagi hadl untuk bank penanam dana

dau

X = Pxt/360 x tingkat realisasi Imbalan
Sertifikat IMA

Contoh 1

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Bank A

» pada bulan Maret 2000, R deposito investas Mudharabah 1
bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.

» pada bulan April 2000, R deposito investas Mudharabah 1
bulan =9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:
Bank B menanamkan dana pada Bank A ddam bentuk
Satifiket IMA sehesy Rp 10 miliar sdama 10 hari dengan

nisbeh bagi hasi| yang disepakati (70:30).

Tanggal 15 Maret 2000:
Bank C menanamkan dana pada Bank A ddam bentuk
Sertifikat IMA ssbesyr Rp 20 miliar sdama 40 hai  dengan

nisbeh bagj hasil yang disepakati (75:25).

Pengembalian nominal investasi:

» kepada Bank B sebesar Rpl0 miliar pada tanggad 13 Maret
2000.

» kepada Bank C sebesar Rp20 miliar pada tanggd 24 April
2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:
Tanggal 3 April 2000:
» kepadaBank B sebesar
Rp10 miliar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp15,55 juta.

» kepadaBank C sebesar
Rp20 miliar x 8,5% x 16/360 x 0,75 = Rp56,67 juta.

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Tanggal 1 Mei 2000:
» kepadaBank C sebesar
Rp20 miliar x 10% x 24/360 x 0,75 = Rp99,99 juta.

Contoh 2

Bank A

» pada bulan Maret 2000, R deposito investas Mudharabah 1
bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %.

« pada bulan April 2000, R deposto investas Mudharabah 1
bulan =9 % dan 3 bulan = 10 %.

Tanggal 3 Maret 2000:
Bank B menanamkan dana pada Bank A ddam bentuk
Satifikat IMA sbesr Rp 10 miliar sdama 10 hari dengan

nisbeh bagi hasil yang disepakati (70:30).

Tanggal 10 Mar et 2000:

Bank B memindahtangankan Sertifiket IMA  kepada Bank D
yang sanuinya membayarkan jumlah invesas kepada Bank
B sesua dengan jumlah yang disgpakati.

Tanggal 15 Mar et 2000:
Bank C menanamkan dana pada Bank A ddam bentuk
Sartifikat IMA sebesr Rp 20 miliar sdama 40 hai dengan

nisbeh bagi hasil yang disepakati (75:25).

Tanggal 11 April 2000: Tagee -
Bank C memindahtangankan Sertifikat IMA kepada Bank E
yang SHanjutnya membayakan jumlah invedas kepada Bank
C s=sua dengan jumlah yang disepakati.

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Pengembalian nominal investasi:

» kepada Bank D sebesar Rpl0 miliar pada tanggal 13 Maret
2000.

» kepada Bank E sebesr Rp20 miliar pada tanggd 24 April
2000.

Pembayaran imbalan Sertifikat IMA:
Tanggal 3 April 2000:
« kepadaBank D sebesar
Rp10 miliar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp15,55 juta.
« kepada Bank C sebesar
Rp20 miliar x 8,5% x 16/360 x 0,75 = Rp56,67 juta.

Tanggal 1 Mei 2000:
» kepada Bank E sebesar
Rp20 miliar x 10% x 24/360 x 0,75 = Rp99,99 juta.

Ddam menghitung tingkat imbdan (R) dapat menggunekan 2
metode yatu revenue sharing aau profit sharing. Daam hd
bank penerbit  Sertifiket |IMA menggunakan metode profit
sharing, tingka imbdan (R) dgpat bemila negaif bila bank
penerbit mengdami kerugian. Ddan  hd R bemila negaif,
bank penanam

dana tidsk akan memperoleh imbdan. Sdanjutnya, < dana...
kerugian terssbut bukan dissbabkan oleh kecuranganvkddaan
bank penerbit, bank penanam dana akan menanggung Kerugian
tersebut makdmum sebesar nilal nomindl investas.

Cukup jelas

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Pasd 11

Ayat (1)
Yang dimeksud dengan tingket indikes imbdan Sertifika IMA
addah tingkaa imbdan deposto invetas  Mudharabah
(ssbedlum didistribuskan) pada bulan sebdumnya dikdi  nisbah
begi hasil untuk bank penanam dana

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayét (4)
Cukup jeas

Ayt (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13 ...
Pasal 13
Cukup jeas

Pasd 14
Cukup jelas

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012






PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 1 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan
mengembangkan pasar uang antarbank
berdasarkan prinsip syariah, dibutuhkan

penyempurnaan mekanisme transaksi pasar uang

antarbank berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip

Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG
ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip

Syariah ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional.

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah
Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari
bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang
selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan
Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah

dan valuta asing.

6. Pasar ...
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Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan
jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing.

Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang
digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

(4)

Pasal 2

Peserta PUAS terdiri atas BUS, UUS, Bank Konvensional,
dan/atau Bank Asing.

Dalam melakukan transaksi di PUAS, Peserta PUAS dapat
menggunakan Perusahaan Pialang.

Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan transaksi di PUAS
untuk dan atas nama Peserta PUAS.

Peserta PUAS dan Perusahaan Pialang wajib memenuhi

ketentuan transaksi PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal

2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pada saat penerbitan Instrumen PUAS:

a.

b.

BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana atau
penerimaan dana.
Bank Konvensional dan Bank Asing hanya dapat melakukan

penempatan dana.
Pasal ...
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Pasal 2B
Penempatan dana oleh BUS dan UUS pada transaksi PUAS dengan
menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib

memenuhi Prinsip Syariah.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat
dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

(2) Pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu
dapat dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (al bai)
Instrumen PUAS pada harga yang disepakati.

(3) Penjual Instrumen PUAS dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli
kembali Instrumen PUAS yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pada harga yang disepakati di awal.

(4) Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya
sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihan kepemilikan
Instrumen PUAS dimaksud diatur dengan Surat Edaran Bank

Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(I) BUS atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2B
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi
atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),

dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:

a. teguran ...

Tinjauan yuridis..., Shima Kencono Puteri, FH Ul, 2012
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a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh

lima juta rupiah).

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A

Semua penyebutan “Bank Syariah” dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah beserta peraturan pelaksanaannya

harus dimaknai sebagai “BUS”.

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari

2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIATAHIUN 2012 NOMOR 2
DPM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 14/ 1 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

UMUM

Untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam
membiayai pertumbuhan ekonomi, diperlukan pasar uang antarbank
berdasarkan prinsip syariah (PUAS) yang berkembang sebagai sarana
untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Agar
PUAS lebih berfungsi secara efektif dan efisien dalam mempertemukan
pihak-pihak yang mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas,
diperlukan penyempurnaan mekanisme PUAS dengan menambahkan
peran perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dalam
transaksi PUAS. Selain itu diperlukan penyempurnaan pengaturan
untuk menjamin pemenuhan prosedur perizinan penerbitan Instrumen

PUAS dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi PUAS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Transaksi PUAS melalui Perusahaan Pialang
dapat dilakukan baik pada saat penerbitan
Instrumen PUAS maupun pada saat pengalihan
kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh
waktu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 2A
Cukup jelas.
Pasal 2B
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 6
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Teguran tertulis memuat antara lain perintah
penghentian sementara penerbitan dan transaksi
atas Instrumen PUAS yang belum mendapatkan

persetujuan Bank Indonesia.

Angka 6
Pasal 11A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5270
DPM
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No. 14/ 1 /DPM Jakarta, 4 Januari 2012

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5270 ), perlu untuk mengatur kembali
ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip

Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional.

2. Bank ...
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Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah
Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari
bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang
selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan
Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah
dan valuta asing.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan
jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing.

Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang
digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut
Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank
Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar

uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. TATA ...
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II. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN
INSTRUMEN PUAS

1.

BUS atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain
yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib
mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan
Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat

Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat

Pengelolaan Moneter (DPM) dengan format sebagaimana

tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus disertai dokumen sebagai berikut :

a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen
PUAS yang akan diterbitkan;

b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS
terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;

c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan,
yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema
transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang,
infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen
PUAS tersebut;

d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak
keuangan; dan

e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan
dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen
PUAS tersebut.

Untuk BUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 ditandatangani oleh direksi.

Untuk UUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank

Konvensional atau oleh kepala UUS.

5. BUS ...
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BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank
Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas
Intrumen PUAS yang akan diterbitkan.

Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau
penolakan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada angka 1.

Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur
tentang Instrumen PUAS yang telah disetujui sebagaimana
dimaksud pada angka 6.

BUS atau UUS yang mengajukan persetujuan penerbitan
Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya
dapat melakukan penerbitan Instrumen PUAS dimaksud setelah
diberlakukannya Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada
angka 7.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada angka 7, BUS atau UUS lainnya
dapat menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS
dimaksud tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan
penerbitan Instrumen PUAS baru sepanjang Instrumen PUAS
yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen PUAS
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia

pada angka 7.

III. MEKANISME TRANSAKSI INSTRUMEN PUAS

1.

BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli
Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.

BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat
melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum

jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan

Bank ...
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Iv.

Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh
waktu.

Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan
maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS
sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau
Bank Asing dapat menggunakan Perusahaan Pialang.

BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus
memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS
dimaksud kepada BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank
Asing yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.

Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya
sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta
informasi terkait dengan Instrumen PUAS sebagaimana
dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan Surat
Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen
PUAS tersebut.

BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada
instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib

memenuhi prinsip syariah.

TATA CARA PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi

PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia

melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan yang mengatur

mengenai LHBU.

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1.

BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi
atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),

dan/atau Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia
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VI.

Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 dikenakan
sanksi berupa :
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh
lima juta rupiah).
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
pada butir 1.b. dilakukan dengan cara Bank Indonesia
mendebet rekening giro rupiah BUS atau UUS yang ada di Bank
Indonesia.
BUS atau UUS yang melanggar ketentuan Pasal 2B Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Bank Indonesia  Nomor
14/1/PBI/2012 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini

maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30
Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 4 Januari 2012.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM
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No. 14/ 3 /DPM Jakarta, 4 Januari 2012

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip

Syariah Antarbank

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270) dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /DPM tanggal 4
Januari 2012 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syariah, perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dalam

suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. UMUM ...
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UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah
Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari
bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang
selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan
Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah
dan valuta asing.

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan
jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing.

Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang
digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures
Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk
mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah.

Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan

ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi

syariah ...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan
Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.
Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS
dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan
pembayaran tangguh atas perdagangan Komoditi di Bursa.
Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan
persediaan (stock) komoditi di pasar komoditi syariah.

Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
membeli Komoditi di Bursa.

Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli
Komoditi di Bursa dari Peserta Komersial.

Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan tertentu (9wadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah)

yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah
tanda  bukti penguasaan Komoditi di Bursa yang
diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar komoditi

syariah secara elektronik.

Qabdh adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli yang
menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum
(tasharruf) terhadap komoditi tersebut, seperti menjual,

menerima manfaat atau menanggung risikonya.

17. Qabdh ...
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II.

17. Qabdh Hukmi adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh

pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya

baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik.

18. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut

Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank
Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar

uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN SiKA

SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1.

Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa
dengan menggunakan akad Murabahah.

Diterbitkan dalam rupiah.

Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless).
Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga
ratus enam puluh lima) hari.

Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa.
Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi
di Bursa yang menjadi dasar penerbitannya.

Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus
halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan
SiKA harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

III. MEKANISME PENERBITAN DAN TRANSAKSI SiKA

1.

SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku Konsumen

Komoditi.

2. SiKA ...
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SiKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan
BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial.
Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau
melalui Perusahaan Pialang.

Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui Perusahaan

Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka

penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud menggunakan akad

Ju’alah.

SiKA memuat informasi antara lain :

a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat
Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT);

b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan

c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen
Komoditi.

Mekanisme Transaksi SiKA

a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada
Peserta Komersial untuk melakukan pembelian Komoditi di
Bursa dan berjanji (al wa’d) akan melakukan pembelian
komoditi dimaksud.

b. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta
Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (al bai)
sebesar nilai nominal komoditi.

c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang
berupa SPAKT.

d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen
Komoditi dengan akad Murabahah.

e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial
secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam

akad Murabahah dan menerbitkan SiKA.

f. Konsumen ...
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f.

Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima
komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial
(Qabdh Hukmi).

Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada
Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad al bai’
sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di
dalam SPAKT.

Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan
mengalihkan SPAKT yang diterima dari Peserta Komersial
sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari

Peserta Pedagang Komoditi.

7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi dengan

Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh

merupakan pihak yang sama.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1=

Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial
melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi
sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh SPAKT dari

Peserta Pedagang Komoditi.

Pada saat SiKA diterbitkan, Peserta Komersial menyerahkan

SPAKT kepada Konsumen Komoditi.

Pada saat penjualan Komoditi di Bursa oleh Konsumen Komoditi
kepada Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Pedagang Komoditi
melakukan transfer dana kepada Konsumen Komoditi sebesar

nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT.

4. Pada ...
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4. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan
transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal

komoditi ditambah marjin perdagangan Komoditi di Bursa.

V. PELAPORAN

1. BUS atau UUS yang melakukan transaksi SiKA wajib
melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui
Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai Sistem LHBU.

2. Dalam hal transaksi SiKA belum dapat dilaporkan secara online
melalui Sistem LHBU, BUS dan UUS melaporkan transaksi SiKA
yang dilakukan dengan mengirimkan softcopy laporan melalui
e-mail dan hardcopy laporan melalui faksimili kepada Direktorat
Perbankan Syariah dan Direktorat Pengelolaan Moneter.

3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan
format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran Surat

Edaran ini.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM
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